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ABSTRAK

Nama : Henny
Program Studi  © Magister Kenotaniatan
Juda! : Analise Kasus Pembayaran Fasilitas Awntara Perhimpunan

Penghunt Rumah Susun Terkait Dengan Pengikatan Jual Beh
Anlara Developer dengan Pihak Ketiga.

Peraturan mengenai tumah susun seat ini diatur didalam Undang-Undang No.16
tahun 1985 tentang Rumab Susun. Penghum Rumah Susun waiib membentuk
Perhimpunan Penghuei yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama
penghuni didalam rumah susuan. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Neo.l6
tshun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun
dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan hakeya harus
dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah {PPAT) akan ictapi, dewasa ini
dalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun 4t Indonesia
seringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjaniian Pengikatan Jual belt
yang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadi
pertanyaan dan akan dibahas dalam penolisan ini adalah bagaimana penyelesaian
perkara vang torjadi anlara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait dengan
persealan kehidupan bersama didalam nunah susun bila dikaitkan dengan smt-
unit rumah sugun yang diju! hanys berdasarkan Perjaniian Pengikatan Jual Beli
Apakah dengan Perjariian Pengtkatan Jual Beli telah tegjadi peralihian hak antara
Developer denpan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewaiiban dan kewenangan
Perhimpunan Penghuni Rumali Susun dalam: mengatur kehidupsn di rumah

susun?

Kata kunci:
Rumah susun, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perhimpunan Penghuni
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ABSTRACT
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Study Program  :  Notary Magister. _
Tittle : Judicial Review On Claim Of facility Betwoeen The Relevant

Residents Association And The Prechminary Sale And
Purchase Agreement Entered Into By And Bewween The
Developer And Any Third Pasty.

Development of housing flats is one of the alternative problem-solving of
the housing and settlement needs, sspecially in urban areas, the number continues
1o ingrzase because the construction of housing flats could reduce the use of fand.
Regulations regarding the housing flat this time are sct in the Law Number 16
year 1985 reparding the Howsing Flal In the regulation jo. The Govermment
regulations are govered that the residents of Housing Flat must establish an
Association of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in the
housing fial. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regarding
the Housing Flat, the transfer of title on housing flat umt from the development
management io the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed of
the Land Deed Official {(PPAT), however, currently in the property marketing
activities especially the housing flat in Indonesis are often a unit of housing flat
that has not been completed which bas a Tot of devetees Is sold with the Sale and
Purchase Binding Agreement which is not contimued unti! the making level of the
Sale and Purchase Deed The question and the one will be discussed by the author
in this wating 13 how the settiement of cases occurred between Association of
Housing Flat Resident related to problem of living together in the housing {lat
when it is agsociated with the unif housing flats sold only based on the Sale and
Purchase Binding Agreement. Has the right’s transition ocourred through the Sale
and Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties?
What's duties, responsibilities and authority of the Association of Housing Fiat
Resident in managing life at housing Hat?

Keywords : housing flats, Sale and Purchase Binding Agreement, Association of
Housing Flat Resident
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakaog.

Perumahan adaleh suatu kebutohan primer bagi setiap oranp, akan fetapi
dewasa ini seiring dengan perkembangan umot manusia yang teras beriembah
getiap hsrinya sedangkan lahan untuk  perumahen semakin  berkurang
menyebabkan masalah perumahan menijadi seate masalah yang dihadap: baik oleh
pemerintah maupsn bagi masyarakatnya, Hal lain yasg kot menyebabkan
masalah perumahan menjadi masalah 1alah kebutuhan perumahan dan pimukimas
yang sangat terbatas pada satu sisi dan pada sisi lain konsentrasl penduduk yang
sctiap hari berlambah ke kota, skibatnya terjadi penumpukan tanah-tanah pada
orang-orang fertentu sehingga masyarakal fain tdak memilkn tenah yang
memadsi voatuk membangun perumahan dan pemukiman, Ustuk mengatasi hal
terssbut pemeriiiah terpaksa mendirikan perumaban yang bersifat vertikal atau
hersususn.

Pembangunan rumab susun merupakan saiah saty alernatif pemaeaban
masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama didaerah perkotaan yang
jumlalnya terus meningkat, karena pembangunan rumah susan dapat mengueangi
penggunaan tanak dan membual nuang-ruang terbuka kota vang lebih lega .’

Bila dipandang dari sudut riwayat mamah susun dari awal mulanya, maka
kenyataan membukiikan bahwa sisterc rumah susun sudah lama sekali dikenal
Orang, namun pengaturannya seeara yuridis-formal pada waktu v sangatlah
sederhana atau hahkan mungkin sama sekali tidak ada. Scbagai contoh misainya
saja sistem rumah susun yang sudah ditergpkan oleh bangsa dravida yong

berwilayak didaerah dataran tinggi dekhan dan sekitamys, dard reruntuhan kota

? Avie 8, Hutagalung, Condominium don Perswsalahansnye edisi Revisicet 5, { Jakarts :
Badan Penccbit faloeitas Mukory Universinas Indonesia, 2007, hal 2
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serta fosil-fosit mareka yang dikelemukan kemudian pars ahli sejarah dan
budsyawan berpendapat bahwa bangsa Dravida ind sudab memiliki tingkat
peradaban yang tinggi. Salah satw buktinya adalsh kota Mohenjo Dare dan
Harapa, kedua kota it benar-benar dibangun denpan sistem pembangunan yang
teratur, Salah satu wujud dari sistem pemukiman penduduknya yang lertala
dengan baik #o adaleh pembangunan gedung-gedung beriingkal yang menjadi
teripat Uinggal bersama warga di Mohenjo Daro dan Harapa tersebut, meskipun
Hagkal vang dimiliki oleb pedung tersebut paling-paling hanya dua buah dan
hentuknyapun masih sangast sederbana. Selanjutnya sejarah membuktikan bahwa
rwmah sasun kian berkembang seiring dengan kian majunyz pembangunan
gedung-gedung bertingkat di kelima benua di benua ini, terwiama Erops dan
Amerika yang sudah mengalaminya sejak $ni atau jauh lebih dahulu daripada
ketiga benua loianys yang baru kemudian dan menyusal puly termasuk Nepara
kita didalamnya

i Indonesia permasalahan mengenai perumahan diater oleh pemenniah,
scbagaimana termyata dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 dimana
salah satu tujuan Negara adalsh memajukan kesejahteraan umum, yang termasuk
juage memberikan kehidupan yang layak bapi warga negaranya dimulai dengan
memberikan perumahan yang javak. Sampai saat im banyak upava yang teiah
dilakukan pemeriniab untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi
masyarakainva, yvailu melalui kredit pemilikan kapHag siap bangun dan kredit
pemilikan rumah Salah satu kebijakan pemerintah laimnnya dalam mengatas:
masalah perumahan dan pemukiman terutama didaerah daerah yang berpenduduk
padat dan tersedianya lahan tansh vang sangat terbatas adalah sdalah dengan jalaa
melaksanakan pembangunan perumahan menumt sistern rumah susun, Landasan
vang dijadikan dassr pembangunan perumaban systern mmah susun fersebut
adalah Undang-Undang No 16 tabon 1985, lembaran Negara republik Indonesia
tahun 1985 Nomor 75 yang lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Rumah
susun atau disingkat UURS, zerta Peraturan Pelaksanaannya vaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 4 tshun 1988, Lembaran Negara Repubdik Indoncsia tahun
1988 Nomr.7.
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Menurut Pasal 1 angka | Undang-Undang Nomor 16 tahun 1285 teniang
rumah susun, Rumah susun adalak bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bapian-bagian yang distrukturkan
seeara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan mempakan safuan
yang masing-masing dapat dimihki dan digunakan secara terpisah terutama untuk
tempat buntan, yang dilengkapt dengan bagian bersama, benda bersama dan tamsh
bersama.

Dalam peraturan perundang-indanpan ini diatur mengenai aspek hukum
dari pembangunan romah susun seperti syarat-syarat vang harus dipenuhi dalem
pembangunan rumah sugun, prossdur perisahan hak atas satuan-satuan rumah
gusun, cara pomilikan, peralthan dan pembebanan hak sulik atzs satvan rumah
susun sampai deogen penghunian den pengelolaan rumah susun  dan hapusnya
hak milik atas satuan rumab susun.seperi misainya bahwa Undang-Undang
tersebut menyatskan bahwa pembangunan jumah stsun  harss memenuhi
persyarsian teknis dan administrafif yasg kemudian diatur lebih Jamjut dalam
Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1988 tentang rumah susun, yarty sebagar berikut

1. Pergyaratan Teknis.

a. Persyaratan tekais untuk niangan.

&

Persyaratan untuk struktur, komponen dan baban bangunarn.

Kelengkapan rumah susun.

g f

Syarat untuk satgan rumah susun

(S

Bapian bersama dan benda bersama.

o

Tckast ramah susun
g. Kepadatan dan t@ata letak bangunan
h. Prasarana lingkungan,
i. TFasilitag lingkungan.
2. Persyaratan Administratif
yang mana mengenal penjelasan tentang persysratan tersebut baik persyaratan
taknis maupun persyaratan administratif tersebut akan diuraikan lebih lanjut di
bab kedua.
Dewasa ini mmah susun telsh diminati oleh semua golongan masyarakaf,

baik masyarakat yanpg berpenghasilan rendah maupun masyarakat yang
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berpendapatan menengah keatas, Terlepas dari tujuan pembangunan remah susun
unfuk golongan masyarakat yang berpenphasilan rendah atau yang berpenghasilan
menengah kealss, pembangunan rumzh susun jugs merupakan suatu strategl
pemanfaatan tanah terutama daerah perkotaan,

Sesual dengan peruntukannya yaitu rumab susun dibangun sesuai dengan
fingkat keperivan untuk masysrakatl banyak dan sesvai dengan bentuknya yaitu
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, hal
tersebut menyebabkan mungkianya timbul permasalahan antara sesama penghusni
rumah susun, Masing-masing pemiiik atau penghumni satuan omah susun tidak
mengetabui apa yang menjadi kewaiiban dan hak-hak nya datam tinggal bersama
dalami rumal susun tersehut,

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tehun
1985, maka rumah susun sebagai tempat hunian yang bersifat heterogen, baik dari
sogi agama, suku dao ras, sehingpa wajar kalau pesghuni membentuk wadah
sebagal organisasi orang-orang yang tinggal di rumah susun tersebut, Hal ini
szsual dengan ketentvan Pasal 19 vang menyataken bahwa penghuni tumah susen
wajib membentuk pethimpunan penghumi. Pembentukan perhimpunan penghuni
int harus disesuaikan dengan luas lingkup rumah susun, yang masih terikat dengan
adanyas hak bersama atas bends bersama dan tanah bersama. lika dalam suatu
lingkungan tanah bersama ferdapal beberapa rumah susun, maka pada masing-
masing rumah susun dapat dimungkinkan dibentuk perhimpunan penghuni yang
berstatus badan hukum.

Perhimpunan  penghuni diberi  kedudukan  sebagal - wadsh  hulam
berdasarkan  undang-undang.  Perhimpunan  penghuni i)erkewajiban untuk
mengurus kepentingan bersama parz pemilik dan penghuni vang bersangkuian
dengan pemilikan dan penghuniannya, Perhimpunan penghuni dapat membentuk
atay menunjuk badan penpelola yang bertugas untuk menyelenggarakan
pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap penggunaan bagi bersama, benda
bersama, tangh bersama dan pemeltharaan serts perbaikannya.

Atas dasar hal tersebut, tidak terkecuali bagi para penghuni satuan rumah
susun hunian taman Kemayoran condominivm yang berdasarkan Undang-Undang

Rumah susun tersebut membenfuk Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun
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Hunian, Namun didalam pelaksanaannya masih  terdapat permasalahan-
permasglaban berkaitan dengan penghunian dan pengelolaan ramah susun
tersebut. Hubungan-hubungan hukum tergebut meliputi <

hubungan hukum antata pengembang dengan para penghuni ;

b. Hubungan hukum antara penghuni / anggota perhimpunan ;

¢. Hubungan antara penghunt / anggota perhimpunan dengan pengurus
perhimpunats |

d. Hubungan anfars pengurus pechimpunan dengan badan pengelola |

¢. Hubungan antara badan pengelola dengan penghuni.

Sekarang im banyak sekaH rumah susun yang sudah dibanpgun yang
perpualan spacenya cukup lans. Bahkan sampai begite banyak peminatnya, calon
pembeli sudah antri meskipun romah susun yang akan mereka beli tersebut masih
belum dibangun. Dalam rangka pemasarannya developer islal berhasi] dengan
memanfaatkan berbagai media periklanan dengan iklan-iklasnya vang menswan
dan hasilnya cukep memuaskan devseloper, schingga ada rumah susun yang sudah
“sold gut” meskipun lokasinya masih kosong dan belum dibangun, bahkan ada
lokasi yang belum dilakukan pembebasan tanahnya”

Prakiek jual beli tersebut seringkeli disebut atau dikemal dengan istilah
pre-project sefling dan seringkali menimbulkan permasalahan hvkum dalem
hubungan antara pengembang dengan pemilik safuan rumah susun adalah dalam
hal berpindahnya kepemilikan, Seringkali praktek jual beli satuan rumah susun
vang masih dalam thep pembangunan atau bahkan vang telah jadi sekalipun
dilakukan dengan jalan pegfaniian pengikatan jusl beli antara pengembang dengan
calon pembel, yang biasanya fidak dilanjutkan keproses pembuaten akia jual bel
dihadapan pejabal vang berwenang. Pada dasamys pembuatan perjanjian
pengikatan jual beli yang fidak dilanjatkan keproses pembuatan akia jual beli
dapat menimbulkan masalah apabila tefadi persengketaan dikemudian han,

dikarepakan perjanjian pengikatan jual beli bukan dasar berpindahnya snatu hak,

' Sujipto, Petensi Konflik dan Penyelesainn Perselisiban datan: pengelofoan Aparamen /
perkanteren ¢/ Rirel, {Medis noluriat 43 | apni 1999), hal 55.587,

* Prof Aric § Wutapalung, Serba Aneks Masalah Tanah Dualom Keglotan Ekonomi, {
Depek : Penerbit FHIUN, 1999}, bat 160
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akan tetapi dewasa ini kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli seringkali
disamakan dengan kekuatan hukem akta jual beli

Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  kasus Perdate No
ITTPDT.GR2007PN KT BST antara Perhimpusan Penghuni Rumzh  Sesun
Huntan Taman Kemayoran Condominium { PPRS TKC ) dengan PT Adhiphutra
sebagai developer Rumah Sustn Huptan Tamsn Kemayoran Condominium,
dimana PPRS TKC selaku pengurus merasa berwenang mengelola sepale sesuatu
mienyangkut rumah sosun faman Kemayorsn fermasuk pembayaran fasilitas
Rumah susun tersebut menggupat PT, Adhiputra selaku developer yang dianggep
scbagai pemilik 33 satuan romah susun untuk melakukan pembayaran fasilitas
yang tertungsak scluma bebermpa tahon. Bantahan yang dilakukan P7. Adhiputra
untuk gupatan tersshut adalah bahwa didalar anggaran dasar PPRS TKC, yang
berwenang melakukan pernungutag adalah pesgelola yang harus dilientuk sebaga
badan hukum, dimana hal pembentukan pengelola belum dilakekan, sehingga
PPRS TKC berdasarkan anpgarsn dasamya tidak berwenang melakukan
pemungutan tersebut. selain i PT Adhiputra bukanlah pemilik dan 33 satuan
rumab susun ferscbut, dikarenakan ke-33 satuan rumah susun ferscbat telzh
berpindah kepemilikannva ke pihak ketipa dengan Akia penpikatan jual beli,
dengan demikian seharusnya gupgaian PPRS TKC ditujukan kepada pihak ketigs.

Berdasarkan hai-hal yeng felali penulis uralkan diates maka penulis
berminat mengangkat judul ANALISA EKASUS PEMBAYARAN FASILITAS
ANTARA PERHIMPUNAN PENGHIUNI RUMAH SUSUN TERKAIT
DENGAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA DEVELOPER DENGAN
PIHAK KETIGA .

12 Rumusan Permasaizhan

Dari uraian diatas, dapat dikemukakasn pokok permasalahan sebagai
berikut :

I. Bagaimanakah mekanisme dan proses pembentukan perhimpunan
penghuni putaah susen?

2. Apa sajz Fungsi, Tugss dan wewenang Perhimpunan Penghuni Rumash

susun ditinjau dari peraturan per Undang-Undangan yang terkait?
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1. Pagaimanakall Kekuatan Hukum Akte Pengikatan Jual beli aotara PT.
Adhiputra dengan pihak ketiga dihubungkan dengan Gugatan aniara PPRS
TEC dengan PT. Adhiputra?

[.3. Tujuan Penclitiarn.
Maksud dan (ujuan dart penulisan ini adalab

1. Untuk mengstahui proses pembentvkan Perhimpunan Penghum Rumah
Susun Hunian hingga mendapat status hukum yang sah,

2. Untuk mengetahui sampai sefauh mana fungsi, Tugas dan wwwenang
Perhimpunan Penghuni Satuan Rumab Susun Hunian,

3. Usntuk mengetabui sejaul mana kekwaian hukum Peganjtan Pengikatan
fnal Belb antara PT. Adhiputia dengan pihak ketiga dibobunagkan dengan
gogatan antara Perhisnpunan Pepghuni Satwan Rumalh Susun dengan PT.
Adhipula,

1.4. Mctode Penelitian.

Metodologi merupakan susts unsur yang mutlak harus ada dalam suaty
penelitian, vang berfungsi sehagal pengembangan T pengetahuarn., Fungsl
metodologl dalam snate penelitian merupaken svate pedoman bagi Hmuwan
dalam mempelajori, menganalisa dan memahami pemngsalahan yeng sedang
ditulis.

Metodologis artinya suate penclitian dilskekan dengan mengikut: metode
atae iala cara terfenty; sedangkan sistematis artinya dslam melakukan penslitian
ada langkali-langkah atau tahapan yang difkuti | dan konsisten berarti penchitian
dilakukan secara taat asas.’

Sedangkan peneliian merupakan suats usaha untuk menpganalisa serta

mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian

* 8ri Mamudii, et.al,, Metode Penclition dan Penufivan Hukum, { Dopok © Penerbit FHUL,
2005, hal 2.
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dapat dikatakan sebagai sarama  univk memperkuat, membina  dan
mengembangkan ilmu pengetahuan manusia®
Dialam melakukan penulisan togis ini, metode vang digunakan oleh penulis
adafah metode penehiian kepustakaan yang bersifat yuridis nommalif, yaitn
peneliian yang menggunakan bahan-bahan pustaka vang merupakan dasar yang
dolam ilmu pengetahuan digolongkan sebagai daty sekunder. Data gekunder
adalah data yang dipcroleh dari baban hukum primer, bahan hukum sekander dan
bahan hukum tertier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukem
tersebut tidak bisa melepaskan dir dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam
iimur hukem.
Sesuai dengan jenis penelitian yang berzifat yuridis nommatif, maka adalat
pengumpulan data yang dilakukan cleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah ¢
1. Bahan hukum primer.
Adalah dokumen yang berisi pengetabuan ilmiah atau fakta vang diketahui
ataupun tentang ide laianys, yang terdin danz Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang No. 16 tahun 1985 tenlang rumah susun
dan peratutan perandang-undangan lainnya vang terkait.
2. Bahan hukum sekunder,
Adalah dokumen yang berisi informast yeng mendukung bahan hukum
primer, yang terdii dard bukw-bukn huksm, makalahemakalah dan
pendapat-pendapal  para  ahh  yang  dapat  mendukung  penelitian
kapustakaan yang terkail dengan penelitian iy,
3. Bahau hukum testier.
Yang termasuk dalam baban hukem tertier adalah berupa kamus besac
bahasa Indonesia, abstrak, dan Jain-lain,
Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan penulis merupakan penclitian
yang bersifat deskoiptif analisis. Sifat penelitian yang borsifat deskriptif analisis
inl bertujuan univk memberikan data seteliti mungkin tenfang kesdaan atay

gejala-gejala laionys yang juga memberikan solusi dard swatu permasalahan®

¥ Sceriono Seekanto, Pengantar Penalitian Hukum, ce'3, ( fakarta : UT Press, 1986 3, hal

* Ihid., hal 18
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Untwk dapat memperoleh date yang scteliti mungkin maka diperlukan date-data
yang seakural mungkin.

Untuk mendapatkan data  deskeptif vang juga memberikan solusi
permasalahan, maka penulis menggenakan pendekatan kualitail. Pendekatan
kualitatif pada dasamys mempunyai arti susty penyorotan terhadap suatu masalah
seria pemecahannya, yang banyak didasarkan pada pemahaman suatu gejala untuk
menemukan pemeczhan dari suatu permasalaban.

Berdasarkan pendckatan vang dipakai peaulis, yailu data kualiiatif, maka
pengolahan dan analisis dats akan diolah berdagarkan pendekatan Lualitauf
tersebul, yaitu dengan cara menglaah sistemalis peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian data akan
dienalisis dengan menggunakan metode induktif, vaitu data tersebut akan
dianalisis dari preposisi-preposisi umum yang kebenarznnya telah divakink dan
berakhir pada konkiusi-konklusi yang bersiiat khusus, dalam hal ini untuk
menemukan kesimpulan yang bersifat khusus vaitu menemukan jawaban.

Dalam pendekatan kvalitafif, instrument penslitiannya adalah peneliti
sendiri. Gejale-gejala yang diteliti dipashami dan dijelaskan maknanya, makna
yang ingin diperoich dan dikaji dalam pendekatan kualitatif dilihat sebagai sebuah
systern, arlinya suate geiala yang ingin dipabarni didalam peneliban kuahtatif
selaiu dilihat sebagai suatu hal yang mempunyai kemponen-komponen yang lebih
kecil, komponen yang satu dengan yang lainnys saling terkail satu dengan yang
lainnya secara fungsional ( saling merapengarutbi ).°

Selain menggunakan metode penelitian hukum nommatf, penulis jugs
menggunakan penelitian hukum empirds, yang mana pepelitian hukum empiris
tersebut hanyalah sebapat data penunjang dasi peneltian bukwm noymatif
Penelitian hukum empiris sering discbut scbagar penelitian lapangan yaitu suatu
penelitian yang bertujuan unfuk mencart kebenaran ihmiah yang dilakukan dengan
cara mencan kebenaran melalul pencarian dan pengumpulan data primer. Dulam
mencart data ini, pernwlis menggunakan alat pengumpulan data dengan jalan
wawaneara tidak terstruktur,

® Burhan Ashshofd, Melode Penclitian Hukwm, { Jakana ¢ T Rinska Ci pia, 2081, hal
25-21.
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1.5. Sistematilka Penalisan.
Guna mempermudah pembaca dalam mendapatkan gambaran mengenai
tesis ini, maks dibawsh ini disuson sistematika penunlisan tesis sebagai berikut
Babl : PENDAHIULUAN
Dalar bab inl penulis menguraikan latar belakang penuiisan judul, ruang
lingkup,  pembahasan  masalah, metode  peneliian  dan
penulisan.sistematika

Bab I ANALISA GUGATAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KEPADA DEVELOPER TERKAIT DENGAN
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEL1 KEPADA FPIHAK
KETIGA.
Dalam bab mi penulis akan menguraikan secara singkat mengenai
kedudukan rumah susun di Indonesia sampai proses terbentuknya
Perhimpunan Penghent Satuan Rumah Susun Hunian serta fongsi, tuges
dan wewenangoya, landasan teori dan pendapat dari berbagai ahli
hulum.
Selanjutnys akan dieraikan mengenai tinjsuan  yuridis  menpenal
Perjanjian Pengikatan Jual beli baik dari segi kekuatan hukum dan
pembukisnnya, sclain v juga akan membabag mengenat kaitannya
denpan kasus yang skan diangkat oleh penulis.
Selanjutnya penolis akan menganalisis kasus yang diangkat penslis batk
dari sepi Keabsahan Perhimpunan Penghuni Rumash Susun dikaitkan
dengan Peganfian Pengikatan Jual Bell antara developer dengan pihak
Ketiga.

Bab M PENUTUP,
Dalam bab ini, sebagai penutup, penulis akan memberikan kesimpulan

dan saran-saran yang didapat dari penclitian dan penulisan ini.
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BARB I
ANALISA GUGATAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN RUMAH
SUSUN KEPADA DEVELOPER TERKAIT DENGAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI KEPADRA PIHAK KETIGA.

2.1, Pengertian dan Prosedur Pembangunas Rumah Susun.

Apabila kita membahas mengenu rumah suson, maks fidek ferlepas dan
pembahasan mengenai condominium, Condominium menorut arti kate berasal
dari hahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu "con” Lerarti bersama-sama dan
“domimum”  yang berarti pemibkan,  Dalam  perkembangan  selanjuinya,
Condominium mempunyai arti sebagat suatn pemilikan bangunan yang terdinl atas
bagian-bagian wang mesing-masing merupskan suatu kesatuan yang dapat
dignmakan dan dihuni secara terpisah, serta dimiliki secara individual berikut
bagian-bagian lain dari bangunan itu dan tanah distas mana bangunan i berdirl
yang karess fmngsinys digunakan bersama, dimiliki secara bersama-sama oleb
pemilik bagian yang dimiliki secara individual tecsebut diatns 8

Di Indonesia, penggunaan rumah susun digunakan dalam banyak istilah
seperti apartemen, flat, condominium dan lain-lain, namure dalam bahasa hukum
semuanya disebut rumah susugn, karena kesemuanya mengacl kepada Undang-
Undang No.16 tahun 1985 mengenal rumah susun

Sebelum dengan munculnya Undang-Undang No 16 tahun 1985 fentang
rumah susun {JURS), sebenamya telah terbit tigs peraturan yang menyatakan
memungkinkan diterbitkarmya surat tanda bukti pemilikan atas baglan-bagian dari
bangunan atau gedung vang dipakainya, vaifu:

¥ Arie 8. Hutagalung, sisters Condominium Jrdonesia @ Implikasi den Monfuainya Begi
Developer | Property Ghimer, (Mskalah Program Pendidiken lenjutan B Hekum Bidang
Kensuitan Hulkum den Kepeogeearnan, Jakarta}, bal
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1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1975 tentang
Pendafiarzn Hak atas Tanah Kepunyaan Bersama dan pemilikan Bagian-
Bagian Bangunan yang adz dialasnya serta pencrbifan serlifikatnya.

2. Peraturan Memienn Dalam Neged Nowmor 4 tabun 1977 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaflaran tanak menpgenad Hak stas Tanah
yang Dipunyai Bersama dav Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang
Ada Diatasnya.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1983 tentang Tata Cara
Permchonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sestifikat Hak Atas Tanab
Kepunyasn Bersama yang disertai dengan Pemilikan secara Terpisah
Bagian-Bagian pada Gedung Bertingkat,

Dan peraturan-peraturan Menteri Dalam  Negeri  terssbut  dlatas, dapat
disimpulkan bahwa MNegara kita memberikan landasan hukums bagl masyarakatnya
yang memuengkinkan unfuk memibki secara individua! bagian-bagian dari
bagunan diatas tanab yasg dimiliki bersama, bakkan sebelum terbitnya Undang-
Undang Mo.16 tabun 1988 tentang Rumah Susun (UURS )

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor.16 tahun 1985 tentang
Remah susun, maka penafsitan asas pemisahan horizontal oleh Menteri Dalam
negert tersebut memperoleh kepastian hwkum. Dalam Undang-Undang Ne.lé
tahun 1985 fentang Rumah Susun (UURS) secara fegas dimungkinkan perilikan
bagian-bagian gedung yang dimaksudkan secara individual dalam bentuk Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRE). Sedangkan bagisn-bagian lainnya
yang digunakan bersama, demikian juga tanahnya, menjadi milik bersama yang
tidak terpisah dari semma pemilik satuan rumah susun { SRS ), yang masing-
masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemilikan SRS vang
bersangkutan.®

Landasan hukum pembangunan Rumah Sosun & [ndonesia adalah schagai
benkut: ’

L. Undang-Undang Nomor 16 tahun 19835 tentang Rumsah Susun.

* Boedi Harsono, Hukum Agravia Indonesia - Sejerah Fembestiban Lhdang-Lindang
Pohok Agrarie — Isi dan Pelslsanaannya Hukum Tunah Noxicss! jilid 3, (Jakantz : Djambatan,
1394), hal. 272-273,
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1988 tentang
Rumah Susun.

Peraturan Badan pertanahan Nasional Nomor 2 @abun 1989 tentang Bentuk
dan Tata Cara Pengisian Serfg Pendafiavan Akta Pemisahan Remah Susun.
Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1989 tentang Bentuk
dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Seclifikat Hak
Milik ata Satuan Rumab Susun.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 whun 1992 testang Pedoman
Penyusunan Perataran Daerab tentang Zumah Susun,

Peraturan Menderi Pekerjaan Umem  Nomor : SIVPRTFI992  tenfang
Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Surat  Keputusan Menteri MNegars  Peremahan  Rakyat  Nomor
117K PTH/ 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Sesun,
Keputusan Mentei  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor
QO/RPTS/BKPUN/199S tentang Pedoman Pombuatan Akla Pendigian,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanpga Perhimipunan Peaghuni
Faumah Susun,

Sedangkan peraturan yang mengatur mengenal Rumah Susun & DK Jakana
adalah sebagal berikat ¢

1,

Keputusan Gubermnur DEI Jakarta Nomor 540 tahun 19%0 tentang
Yewmnjuk Pelsksanasn Pernberian Surat Persetajuan Princip Pembebasan
Laokasi atau lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di
DXKI Jakarta.

Peraturan Dageah Khusos ihzricot& Jekarta Nomor 1 tahun 1991 tentang
Ramah Susun di DKI Jakaria,

Keputusan Gubemnur DKI Jakarta Nomor 924 tahun 1991 fentang
Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun df Daerah Khusus Thikota Jakarta,
Keputusan Gubernwr DK Jzkarta Nomor 354 tahun 1992 tnlang
Petunjuk Teknis pelaksanmaan Pembangunan Rumsh Susun Sederhana /
murah bag pemegang Surat persetujuvan Prinsip Pembebasan Lokasi /
Laban { SP3L)
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5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 040 tahun 1992 tenfang
Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi / Lahan Tanpa Izin dard
Gubermur Kepala DK Jakarta,

i dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
(UURS} |, yang dimaksud rumah susun adalsh bangunan bertingkat yang dibangun
dalam suatu  hngkengan, yang terbagi-bagi dalarn bagian-bagian yang
digtrukturkan secars fungsional dalam srah horizontsl maupun vertikal dan
merupakan satsap-safpan vang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah, terutama untuk tempat bundan, yang dilengkapi dengosn bagien
bersama, benda bersama dan tansh bersama,

Dengan diciptakannye undang-undang No.16 hun 1985 tentang Rumah
Susun maka terbentuk pula dasar hukum Hak Milik atas Satuan Rumah Susun,
yang meliputi 8

1. Hak pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yvang
digunakan secera terpisal.
2. Hak bersama atag bagian-bagian dart bagunen rumah susun.
3. Hakhersama atas benda-henda.
4. Hak bersams atay lanah.
Yang kesemuanya merupakan salu kesatuan hak yang secara fungsional dak
terpisahkan, F-

Sebelum membahas lebih lanjut, Kita barus mengetahui terlebih dahulu
maksud daripada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, Yang
dimaksud dengan bagian bersama adalah bagian rumah susun vang dimiliki secam
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuen-
satuan rurnah susun. Scbaga: contoh bagian bersama adalah kolom, balok,
pondasi, dinding, lantai, atap.air, tangga G}, selasar, saluran-saluran, pipa-pips,
jaringan-jaringan lisiik, gas dan telokomunikasi serta ruang untuk vmun,

Benda bersama adalzh benda yang bukan merupakan bagian rumah susun,
tetapt vaogy dimiliki bersama segcara tidak terpiszh untuk pemakaian bersama,

sebagai conich benda bersama adalah tenaman, bangunan,pertanaman, bangunan

* Indunesia, Penfelasan Undang-Undany Nopior 18 tukun 1985,
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sarana social, fempat ibadah, tempat bermain, tempal parker, yang sifatnya
terpisah dari struktur bangunan rumah susun, |

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah bersama adalali sebidang fanab
yang digunakan atas dasar hak bersama secars tidak terpisah yang diatasays
berdird rumab susun dan ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan,

Besamya hak afas bagian bersama, benda bersama dan tunah bersama
terscbut masing-masing didasarkan atas luas atau nilai satuen rumah susun vang
bersangkutan, pada waktu diperoleh pemiliknya untuk pertama kali, yaim yang
disebut nilal perbandingan proposional. Nilai perbandingan proposional tersebut
menentukan juga besamya imbangan kewajibas masing-masing pemilik saluan
rumah susun <alam membiayai pengelolaan dan pengopeorasian apa vang
merupakan milik bersama diatas. Biaya pengelolaan dan pengoperasiantivs
merupakan beban bersama semua pemilik satiao rumah susun.

Pembangunan rumah susun di Indonesia hanya dapat diselenggarakan
oleh:

I. Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Dacrah.

Koperasi,

Sl O

Badan Usaba Milik Swasia yang bergerak dibidang pembangunan
psrumahan dan Swadays Masyarakat.

Badan usgha milik swasta tersgbut hams memspakan baden hukum
Indonesia, yang wodalnya mumni nmasional atau dapat merupakan usaha patungan
dengan modal asing yang disesvaikan lagi denpan Undang-Undang Penenaman
Modal. .

Selain itu, penyelenggara Pembangunan Rumah Susun {(PPRS) harus
memenuht syarat sebagai subjek hak atas tanah, diatas mana rumah susun yang
bersangkutan dibangun. Karena sslain akan menjadi pemilik bapunan gedung
yang dibangunnya, 1a sejak sebehwm rumah susun tersebut dibagun harus sudsh
menjadi pemegang hak atas tanah yang barsanglutan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
menetapkan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah dengan status
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Hak Milik.
Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh vang berlaku secars turun
maenurun yang dapat dipunyal oleh warga Negara Indonesia dan badan~
badan hukum fertentu yang ditunjuk dalzm Peraturan Pemcrmtah Nimor
38 tahun 1963, seperti bank pemerintah, Koperasi pertanian, Badan-baden
keagamaan dan badan-badan sosial.
Hek Guna Banpgunan,
Hak pguna bangunan adalah hak ontuk mendirikan dan mempunyal
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu 39
tahur dan dapat diperpanjang 20 tabun lagi.
Subjek hak guna bangunan adalah warga Negara Indoncsia dan badan
Intkum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan i
Indonesia.
Hak Pakal.
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi
kewenangan dan  kewajiban vang ditentukan  dalam  keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atay dalam perjanjian dengan
pemilik tanah dalam perjanjian sewa-menyewa atan pegjanjian pengelolaan
tannah. Jangka wakiv hak pakai paling lama 23 tabun dan dapat
diperpanjang fagi 3¢ tahun untuk kemadian dapat diperbaharui Ingl.
Yang dzpat mempunyai tanah dengan Hak Pakai adalah :

a. Warga Negara indonesia.

b. Wargz Negara Asing yang berernpat tinggal di Indonesia,

¢. Badan Hukum yanpg didirikan menwrut hokum Indonesia dan

berkedudukarn di Indonesia.

d. Badan Hukum Asing vang mempunyail perwakilan di Indonesia
Hal Pakat dapat dijadikan jaminan hutang dengan lembaga Fiducia
Tanah dengan hak pakai paling tepat untuk pembangunan rumah susun,
dikarenakan

¢. Hak pakai dapat digunakan sebagai agunan berupa Hak

Tanggungan yang merupzkan hak agunan yaog paling aman.
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f. Hak pakal mempunyai jangks waktu kepemilikan dengen wakiu
yang relatif lama,

g Hak pakai dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan badan-
badan hukum yang didinkan menurut hokum Indonesia dan
berkedudekan di Indonesia, bak yang bermodal asing, bermodal
cgmpuran maupun yang bermodal asing.

4. Hak Pengelolaan tanah.

Hek Pengelolaan Tanah adaiah hak yang berisikan wewenang unink

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.

b, Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanazan usaba sendiri.

¢. Menyerahkan bagian-bagian tanah ite kepada pihak ketiga menurut
persyatatan yang ditentukan olch pemermiah yang memegang hak
ifu yang meliputi segi-segi peruntukan, pengginaan, jaagka wakiu
dan kevangananya dengan ketentuen bahwa pamberian hek alas
tanah kepada pihak ketiga yang Dbersangkutan dilakukan oleh
pefabat yang berwenang.

Dalam hal rumahk susun didickan diates hak pengelolzan, maka

penvelenggara pembangunan rumah susun fersebut wajib menyeissatkan

status Hak Guns Bangunan dan menentukan batas status tanah yang
bersangkutan, Pemberian states Hak Guna Bangevnan fersebut harus telab
sciessi dilaksanakan sebelum penjualan satuan rumpah susun dilakekan,

Hal tersebut ditajukan untuk melindungi kepentingan para calon pembell

satvan nmmahb susun.

Pernbangunsn mengenai ramah susun Jugs diatur secars rincl didalam
Undang-Undang vang berkaitan dengan rumah susun, seperti vang diatur didalam
Pasal § Undang-Undang Nomer 16 tabun 1983 tentang Rumsh Susus juncto
Peraturan Pemerintah nomor 4 fzhun 1988 temtang Rumah Susun, dimana
dijelaskan bashwa unfuk membangun Rumzh Susue harus dipenuhi berbagat
macam persyaratan pembangunsn baik secara teknis maupun sdministratif, Hal
tersebit dikarenakan rumah susun merniliki ;S&rbeéaan yang cukup mendasar
dengan perumahan zczacbﬁt dimana rumah susun adalah bangunan bertingkat yang

bertwuan untuk penguhunian banyak orang, oleh karenz Hu harus adanya syarat-
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syarat tersebut untuk menjamio adanya kepastian keamenan, keselansatan dan

kenyamanan penghiuninya saat berada ditumah susun iersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, persyaratan teknis vang harus

dipenuhi dalam pembangonan rumah susun adalah ;

a.

Persyaratan teknis untuk mangan

Yaitu semua ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara fuar dan
pencahayaan dalam jumlah yang cukup.

Pessyaraian unlok struktur, kemponen dan bahan bangunan,

Pembangunan rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur,
komponen dan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi dan
standar yang berlaku.

Felengkapan Runiah Susun

Yaitu segala sesuatu yang berfungsi melengkapt satusn rumah susun seperti
javingan air bersih, listk, gas, pembusngan air, pembuangan sampak, jaringan
komunikast, alat fransportasi, dan segals scsuatu vang berhubungan dengan

alat untuk Keselamatan calon pemghuni baik dari bencana alam atsupun
kesalahan manusgia.

Satuan Rumah Susun.

Syarat satuan rumah susun vang dimakeud adaia?z sepest misainya ukuran
standar yang dapat dipertanggungiawabkan sesuxi fungsz dan penggunaannya
serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-har,

Bagian dan benda bersama,

Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum hamus mempunyai ukuran
yang memenuhi persyaratan dan diater serta dikoordinasikan dengan benda
bersama dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keterpaduen
sehingga dapat menjamin keamanan dan kenikmatan bagi pars penghuni
mzupun pihak lain,

Kepadatan dan tata letak bangunan,

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus dapat mencapsi optimasi days

guna dan hast! guna tanab dengan mempedhatikan keserasian dan keselamatan
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lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk fata letsk harus menunjang keglatan
penghuni sehari-hari. ‘

Lokasi rumah susun.

Yang dimaksud dengan lokasi adaleh bavus sesual dengan peruntukan dan
keserasian lingkengan, harss mudah dicapai oleh angkutan oowm, mudah
duangkau oich pelayanan jaringan air bersih dan hstiik, serfa momungkinkan
berfungsinya saluran pembuangan dalam hngkunagan ke sistem jarngan
pembuangan air bujan dan jaringan air Hmbah kota.

Prasarana dan fasibtas Lingkungan.

Sedangkan Persyaratan administratif vang dimaksud adalah mengenai

8

fjin Lokasi (SP3L atay Surat Persettjuan Prinsip Penggunaap Lahan dan
SIPPT atsu Surat Ijin Penuajukan Pengpunaan Tanah )

Sertifikat Hak atas Tapah,

Fatwa Peruntukan Tanah  advice planning ), yaitu sustu kelerangan yang
memuat  lokast yang dimasksed terhodap Lmgkungan sckilaraya bescria
peniciasan mengenal peruntukan fanab dengan perincian mengenai kepadatan
dan garis sempadan bangunan.

Rencana tapak {sit¢ plan) yaitu rsncana tata letak tanah bangunan,

Gambar rencana arsitekiur yang memuat denah dan potongan beserta portelaan
yang menunjukkan dengan jelas batasan vertica! dan horizontal.

Gambar rencans strukiur berserta bangunannya.

Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian borsama, benda
bersama dan tanah bersama.

Gambar rencana jaringan dan instalagi beserta perlenghkapan.

Disamping ita , penyelenpgara pembangunan rumah susun wsjib pula

mermbuat pertelaan dalam bentuk gambar tentang :

3. Batas satuan yang dapat dipergunakan sgcara terpisah untuk perseorangan

Batas dan vuraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi
haknya masing-masing satuan
Patas dan uraian fanah bersama serta besarnya bagian yang menjadi haknyva

masg-rmasing
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Di Indonesiz untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi
kepemilikan satuan remah susun, maka Negara menyediakan alat pembuktian
yang kuat vaitu berupa sertifikat Hak Milik Atss Saluan Rumah Svsun (HM-
SRS).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentanp rumah susun dan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 menetapkan baliwa sertifikat hak milik alas
satuan vumah susun adalah salsh satu bentuk dari semua rangksian proscs
perizinan pada satuan rumah susun.

Pada dasarnya, kepemilikan atas HM-SRS dilandasi pada teori-teor
teptang pemlikan ates suatu benda, Mepurot bukum, suate benda atau bangurnan
dapat dimiliki olch seseorang, dua orang atac bahkan lebih yang dikenal denpan
istilah pemilikan bersama. Dalam pemilikan bersama atss suziv benda atau
bangunan pada pokokaya dikenal dua bentuk permiiikan yaitu ¢ .

1. Pemilikan bersama yang tenkat {gebonden mede eigendom}, maka dasar
utamanya adalah ikatan hukum yang tedebih dahulu ada diantma para
pemilik benda bersamanya, Misalnya : pemilikan borsama yang terdapat
pads harla perkawinan ataw harta peningpalazn. Para pemilik bersama
(mede eigendom) tidak dapat bebas memindahkan haknya kepada orang
lain tanpa persetujuan mede sigendom lainnya.

2. Pemilikan bersams yaug babas (viije mede eigendom), dimana antara para
pemilik bersama fidak terdapat ikatan hukum teriebih dahulu, sclain dari
hak bersama menjadi pemilik dari suata benda. Disini ada kehendak untuk
bersama-sama menjadi pemilik atas suatn benda untuk digunakan bersama.

Bentuk dan tata cara pembuatan buku tansh serta penerbitan Sertifikat Hak Milik
Satwan Rumah Susun {HM-SRS] diatar didalam Peratoran Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1989 sedangkan bentuk dan taia cara
pengisian serts pendafiaran akia penvisahan rumah sussn dister dalam Peratoran
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989,

Yang berhak melakukan permohonan adalsh penyelenggara pembangunan
yang telah melakukan atay memenuhi semua persyaratan diatas tansh vang

bersanghutan  sefelah memenuhi semona  persyaratan  administratif  fersebul

¥ fadan Pertanahan Nasional , Kebijaksenaan Pertanahan delam Prasbangunan Rrmak
Susun, { Iakarte, 1989}, hal 58-60.
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penyelengpara pembangunan melakukan pengajuan pernishonan untok pererbitan
Sertiftkat Hak Gona bangunan (induk} atas nama penyelenggara pembangunan
baik untuk tanah diatas tanah pengelolaan dengan pembuatan perjanjian dengan
pemegang hak  pengelolsan atau  apabila tanahnya tanah Negara maka
penyeienggara pembangunan dapat meminta langsung Hak Guna Basgunan,

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRE} adalah hak kepemilikan
perseorangan atas satuan-sajuan rumah susun yang melipuii hak bersama atas
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yvang merupakan satu kesatoan
hak vang secara fungsional tidak dapat dipisahkan.

Prosedur pencrbitan sertifikat hak milik atas sz;man rurmah sasun dimnla
dari rangkaian perizinan yang diakhics sampai sertifikas: rumzgh susun, hal periama
vang harus dilakukan adalzh melakukan pencadangan tanak ataw izin lokas,
penvelenggara pembangunan melakukan permintazn pencadangan tanah atan izin
lokasi dengen jalan mengajukan permohonsn kepada Pemerintsh Daerah untuk
mendapatkan izin lokssi yang dipilih oleh penyeienggara untuk pembangunan
rurmah susun, Jzin lokasi ersebut bedaku vatuk jangka wakts selama setabun dan
dapat dimintakan perpanjangaunya kembali untuk setahun kedepan dengan
berbagai macam pertimbangan untuk menyetujui atsus menolak permintaan
perpanjangan izin lokasi yaite minimal 50% szreal tanal telsh diperoleh alau
dikuasai dan kemampuan penyelenggara pembangunan untek  melanjutkan
pemliahgunannya.

Dalam hal min lokasi felah didapat, maka selamjuinya penyelenggaa
pembangenan melakukan kegiatan wntuk memperoleh tanah atau lokast yang
bersangkutan dengan jalan pembebasan tanah,

Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : '

1. Apabila tanah yang diperluken berstaiug tanah Negara, perclehan
haknya melalul proses pegnohonan dan penberian hak atas tanah
oleh pemeriniah.

%. Apabila tanah yang diperluken berstatus (anah ulayat, maka
caranya adalah meminta kesediaan penguass masyarzkal hukum

adap! yvang bersangkutan untuk melepaskan hak ulayatnva, dengan

" Sugiarto, Kebijaksunaan Unnm Pengaduar Tanah untik Pembangoan, {Makalak
pada Seminar Masional Pengadaan Taseh untuk Pambangondn © Jakarta, 1994), bat?.
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memberikan  ganti rogi jerhadap tanaman rakyat yang ada

diatasnya. Tanah tersebut dimohonkan hak alas lanah yang sesuas

dengan status pthak yang akan mengpunakan dan peruntukkannya,

melaivi acara pemberian bak atas tanah oleh pemenninh.

. Apahila tanah vang bersangkutan berstatus tanzh hak, maka carz

yang digunakan tergantung pade ada atau Hdaknya kesediaan yang

empunya tanah untuk menyerahkan kepada vang memerlukan,

dengan kemungkinan:

&

apalbila ada kesedinan uniuk menyerahkan denpan sukerela
maka perolchan hakaya dapat dilakukan dengan pemindshan
hak (Gual bely), yaitu jika pihsk yang memerlukan tnah
memenithi persyaratan scbagai subiek hak atas tansh yang
dipindahkan atau dilakukan melalui pelepasan hak yang ditkutl
dengan permohonan dan pembenian hak, dalam hal pthak yang
memerlukan tanah tidak memenuhi persyaratan scbagal subjek
hak atas tanah yang diperlukan.

Apabila tidak ada kesedisan untuk menyerahkanpya dengan
sukarzla, maks perolehan haknva dapat dilakukan melaiul
proses pencabutan hak, ysite proses péngﬁmbilan tanah secamg
paksa. Proses pemcabutan hak menurut ketentuan Undang-
Undang Nonzor 20 tabun 1961 fcnlang pencabutan hak-hak atas
tanah dan benda-benda yanpg ada diatasnya, dilakukan secara

paksa demi kepentingan umurs oleh penguasa atan pemerintah,

Untok melakekan kggiatan permnbangunannnya, make penyelonggara
pembangunan harus terdebih dahuly mendapatkan izin mendirikan bangunas
{IMB}), hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 1 angka 6 Peraturan Pemerintah
Nomwr 4 talmn 1988, didalam IMB tersebulb harus felah diteniukan apakah
pembangunan rumah susun fersebut untuk humian atan smon hunian, Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) terscbut dimohonkan kepada Pemerintah Daerah
setempat dengan melampirkan berkas-berkag vang diperlukan. Penyelenppars
pembangunan baru dapat memulal kegilatan pembang_zmannya setelah IMB selesai
diproses dan pemochon menyerahkan bukt tanda pelunasan pembayaran. Sstelah
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pembangunan romah susun tersebui selesai dilaksanaskan maka, penyelenggara
pembangunan waith mengajpkan pengesahaa pertclaan kepada Pemerimah
Daerah

Didalam buku tanah Hak Milik atas Satean Rumah Susun dapat difihat
mengenai pertelaan. Pertelaan ialah uraten dalam bentuk tulisan dan gambar vang
raeperjelas masing-masing satuan rumah sesun mongenal berapa begar bagian hak
masing-masing pemilik satuan rumab susun yang bersangkutan atas bagian
hersama, benda bersama dan lanah bersama dengan nilai perbandingan secara
praposional. Pertelaan dalam proses munculnys Hak Millk atas Satuan Rumak
Susun sangat penting, karena dari pertelsan tersebuat sebagal titik awal vang
berakhir pada muncolnya ks pemisahan satuan-satuan rumal susun yang
terpiseh secara hukum.

Perielaan tersebut dibuat sendin oleh penyelengpars banpunan dengan
jalan membuat terichih dahulu gambar perencanaan vang sudah jelas dan
terperinei dan diterima oleh instansi yang bersaapkutan dengan diterbitkannya Ijin
Pendabuluan. kemudian dimohonkan penpesahannyz kepada Pemerintah Daerah
tingkat I, kecuali di daerah khusus ibuketa Jakarta disahkan oleh Gubermur
Kepala Daerah Khusus Thukota Jakarta,

Permchonan  pengesahan  Akts  perielaan terscbut  diajukan  oleh

penyelonggars  pembangunan  Rumah  Susun  yang  bersangketan  kepada

Pemerintah Daerah Tingkat 11, kecuali di DKI Jakaria digjukan kepada Gubernur

melalul Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DK Jskarta, dengan
diserta:

a. FPertelsan ;

b Salingn IMB ;

¢. Salinan Sertifikat Tanah Bergama ;

d. Ralinan SIFPT.
Akta pertelaan tersebut disahkan oieh Pemerintah Daerah Tingkat 11, kecuali DK
Jakarta disahkan oleh Gubernur.

Selain itu, untuk meniamin keselamatan calon penghuni umah susan

maka disyaratkan adanya jin layak huni terlebih dahulu sebelum diterbitkannys
Sertifikat Hak Milik atas Satwvan Rumsh Susun vang bersangkuatan, Menurut
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penjelasan Pasal 35 Peraturan perneriniak Nomor 4 tahun 1988, ijin layak huni
akan dikeluarkan bilamana pelaksannan pembangunan rumah sesun dari seg
arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bagian lainnya telah benar-benar
sesual dangar; ketentuan dan persyaratan yang ditestukan datem Ijin Mendirikan
Bangunan ({MB) vang bersangkutan .

Berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Namor 16 tahun 1985 tentang
Rumah Susun menvatakan lbahwa penyelenggara pembangupan  wajib
memisashkan rumah susup ates satuap-satuan rumah gosun dan meliputi bagian
bersama, benda bersama dan tangh bersama dengan pertelaan yang jelas, yang
dilakukan dalam bentuk akia. Bentuk dan tata cara pemgisian sera pendaltaran
Akia Pemisahan Rumah Susun diatur gatam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasionzl nomeor 2 tahun 1989,

Permohonan pengesalan  akla pemisalan  yang diabuat  oleh
penyelenggara pembangunan tersubut disjukan oleh penyelenggars kepada
Pemerinteh Daerah Tingkat II dan di DKL Jakarta diajukan kepada gubemur
melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Perianahan Nasional DKI Jakarta dengan
malampirkan  Akta Pemisahan dun Pengesaban Pertelaan, vang kemudian
kesemmuanya ity ditelt: dan diperiksan oleh Xakanwil BPN dan disahkan oleh
Wakil Guberour bidang Pewnerntahan, Akta pemisahan yang telah mendapat
pengesahan oleh Pemerintah Deerah selanjutnys didaftarkan pada kanior
pertanshan  setempatl dengan melampitkan sertifikat hak atas fanall vang
bersangkutan, fzin layak huni dan warkah-watkah lainnya vang diperlukan, Akia
pemisahan dan berkas-berkas tersebut meripakan dasar bagl pencrbitan Sertifikat
Hak Miltk atas Satuan Rumahb Susun. Berdasarkan Pasal 39 ayat 5 Peraturan
Pemerintah nomor 4 tahus 1988, Hak Milik atag Satuan Rumah Susun lahir atau
terjadi sejak didaftarkannya Alda Pemisahan pada Kantor Pertanahan setempat
dan dibuatkan buku tanab untuk tisp satuan rumazkh susun vang borsanpgkutan,

Setelah kesemuanya diatas telah dilaksanskan oleh penyelenggara
pembangunan, maka oleh kantor pertanahan diterbitkan Sertifiear Hak Milik atas
Satuan Rumsh Susun dengan jumiah satuan ramakh susun yang kesemuanya massh
atas nama penyelengpara pembangunan, HM-SRS adalah hak kepemilikan
perseorangan atag satuan-satuan rumah suson. Perbedasn antara serfifikat atas
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1anah dengan sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) adalah
yailu sertifikat hak atas tanah hanya terdin dari salinan buky tanah dan gsurat ukur,
sedangkan sertifikat Hak Milik atas Satvan Rumah Susun (HM-SRE) menurut
Pasal 9 Undang-Undang ramab susun somor 16 tabun 19835, terdiri dari

1. Salinan buku tansh Hak Milik ates Satvan Rersah Susun (HM-S5R$)

2. Salman surat ukur atau gambar situasi tanah bersama.

3. Gambar denah satuan rumah susun yaog dengan jelas menvnjukkan

fingkat rumah susun dan lokast rumah susun.
Sertifikat Hak atas tanah bersama vang masth atas nama penyclenggara
pembangunan menurut Pasal 8§ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor 4 tahun 1989 ditahan dan disimpan di kantor pertanahan sebagai warkal,
dengan dibubuhy catatan bahwa telah diterbitkan sekian serfifikat Hak Miiik atas
Satman Rumat Susun (HM-SRS).

Untuk selanjuinya, penyelengpara pembangunan dapat menjual masing-
masing safuan rumah susun kepada calon peminat. Jual bell tersebut dilokekan
dengan Akfa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Agar perbuatan hukum
tersebut mengikat pihak ketiga dan memenuhi asas publisitas, maka Akla PPAT
tersebut wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat dengan melampirkan
Sertifikat Hek Milik atas Satuan Rumash Susun (HIM-SRS) atas nana
penyelenggars pembangunan, Anggaran daser atau Anggavan rumal tangga
Perhimpunan Penghuni serta surat-swrat lainnya, vang kemudian oleh kantor
pertanahan dilakukan pencatatan peraliban haknya. Bary seteish itu Sertifikat Hak
Milik atas Satean Rumah Susun dapat diserahkan kepada pembeli sebagat
pemegang haknva yang bani.

2.2, Aktas Pengikatan Jual Beli

Urntuk dapat memahami pengertian secara menyelural mengenai Akta
Pengikatan Jual Beli, maka tferlebih dahule kita harus membzahas mengenai
pengertian jual bel itu terdahulu. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik
dalam mana pibak yang saty, si penjual begenii untuk menveralkan hak milik atas
suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu si pembeli begjanji uniuk
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membayar harga yang terdin atas sejumlbah vang scbagal imbalan dari pereleh hak
milik tersebut.?

Ds Indonesia, perbuatan fual beli telab diafur ataw dimuosat didalam buka [
pada bagilan khusus yaitu bab V dari Pasal 1457- 1518 Kitab Undzng-Undang
Hukum Perdata (KUHP} berudul “peribal perikatan™, perkataan “perikatan”
{verbintenis} mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjauiian” sehab
delwm buka 1T ia diatur juga perihal bubungan hukum yang sama sckali tidak
bersumbet pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan vang
timbu] dari suatu perbuatan melanggar hukum {Onrechimatigedaad) dan perihal
perikatan yang fimbul darl pengurussn kepentingan orang lain yang tdak
berdasarkan persetujuan {zazkwaameming). Tetapi schagian besar dani buku i
ditujpkan pada perikatan vang timbul dari persetujuan atau peganjian. Jadi
berisikan hukum peganjian.

Adapun vang dimaksud ssbagai suaty perikatan oleh buku [ Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) ialah  suatu  hubungan
hukum{mengenai kekavaan harta benda) antsra dus orang, vang memberi hak
pada yang satu untek menuntut barang sesuaty dari vang lainnva, sedangkan
orang yang lainnya ini diwapibkan memenehi funhutan itu, Adapun barang sesuatu
vang dapai dituniut dinamakan “prestasi® yang menunit Undang-Undang dapat
berupa :"*

1. menysrabikan suatu barang.
2. melakukan suate perbuatan,
3. tdak melakukan seats perbuatan.

Bentuk pertkatan yang paling sederhana yang telah dikenal sejak dahulu
talah sutau perikatan vang masing-masing pihak hanya terdapat satu orang dan
satu prestasi yang scketika juga harus dilaksanakan dan seketika juga dapat
ditagih pumbayarannya, selain bentuk yang paling sederhana tersebut terdapat
juga berbagal macam perikatan vaitw Penkatan Bersyarat { voorwardelifk ),
Perikatan yang digantungkan pada suatn ketetapan waktu { tijdsbepaling 3.

2 Soehekii , neka Ferjenjiun Cet-3, (Bandung : Alumni, 1985, ha!l ).
"? Socbelti. Pokok-Pokek Hikum Pordata cet-XX¥1, ( 1akarta ; Intermasa, 1994), hal 122

¥ rbid, hat 123.
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Pertkatan yang membolehkan memilih ( alternarief '}, Penkatan Tanppung
Menanggung ( hoofdelitk atan solidair 3, Perikatan vang dapat dibagi dan yang
sidak dapat dibagl dan Penikatan denpan penctapan hukuman { sirafieding ).

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh Undang-Undang diterangkan,
bahwa suaty perikatan dapat labir dari suate persetujuan { Perjanjian ) atau dari
Undang-Undaag. Perikatan yang labie dari Undang-Undang dapat dibagi lagi ates:
1. yang lahir dari Undang-Undang saja, yaitu perkatan yang tmbul oleh

hubungan kekeluargaan.

2. yang lahir dari Undang-Undang karenz perbustan seorang, sedangkan
perhustan orang ini dapat berupa perbuatan ysng diperbolehkan afau vang
melanggar hukom ( Ourechiimatigedaad }

Sedangkan peganjian termasuk kedalam pengerbian penkatan, menurut
pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hekum Perdata {(KUHPer), yang dimaksud
dengan perjanjian adaleh swatu perbuatan dengan mans satu orang atan lebab
mengikatkan dirinya terhadap sate orang lain atau lebih.

Dalam guatu perjaniian harus ada unsor yang merapakan kehendak bebas
dari para pihak untuk menentukan materi afew 181 perjaniian. Dalam hukum
perdata dikatakan bahwa sebagaimana hukum bends yang mempunyat suatu
sistem tertutup, maka pade bukum perfanitan menganut sistem terbuka. Dengan
kata lain memberikan kebebasan yang scluasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjaniian yang berisi apa saja, asalkan tidek melangpar ketertiban
umurn dan kesugsilazn. Sistem terbuka yang menpandung suatu asaz kebebasan
uwntuk membuat perjanjian dslam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
{KUHPer) lazimuya disimpulkan meialui Pagal 1338 ayai (1) yang berbunyi
semua persefjuan yang dibual secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mergka yang membuamya,

Disamping adanya sistem terbuka dari hukom perjanjian, dikenal pula
adanya asas konsensualitas yaitu yang bersrti bahwa pada dasarnya perjanjian
yang timbul karenanya sudah terjadi saat tegadinya kesepakatan itu senclisl.
Dengan kata latn perjanjian itu sudsh sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal
vang pokok dan tidak diperinkan formalitas sebagaimana yang dinyatakan dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hokum Perdata {KUHPer).
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Jual beli termasuk kedalam perikatan yang lahir dan perianjian yang .

dengan demikian gyavat szhnya akan jual bell fersebut jupa didaswkan pada
ketenmran Pasal 1320 Kitab Undang-Usdang Hukum Perdata {(KUHP), yang
mengatur ientang syarat sahnya suatu perjanjian yaity .

1.

Kaia sepakat antara mereka vang saling mengikatkan dirl.

Kedua belah pihak daiam suaty perjamjian hares mempunyai kemasan yang
bebas wntuk mengikatkandiri dan kemauan iu harss dinyatakan, pemyaizan
tersebut dapal dilakukan secars tesas atau diam-diam. Kematan lerssbut
merupakan syarat perfama untuk syatu perjanian yang sab dianggap tidak ada
Jika penangian it telah terjadi karena paksaan, keiddlafan ataupun penipuan.
Yang dimaksud dengan paksaan adalabh paksaan secara robani atan jiwa,
kekhilafan atau kekelivuan terjadi apabilz satah saty pihak kilaf tentang hal-
hal yang pokok darl apa yang diperjaniikan atse tentang sifat sifat yang
penting dasn barang yang menjadi objek pedanjian, sedangkan yang dimaksud
dengan penipuan yaitu apabila salzh satu pihak dengan sengaja memberikan
keterangan palse mengena: objek atau tentang kecakapannya.

Kecakapan masing-masing pihak untuk membuat suatu perikatan tersebut.
Maksudnya adalah masing-masing pihak yang membuat pegenjian harus
cakap mesurst hukum uvotuk bertindak sendin. Didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata { KUHPer ) orang-otang yang Hdak cakap misalnya
seperti dibawah umar, dibawah pengampuan dan afau pengewasan.

. Adanya suatu hal tertentu,

Yang dipeganjikan dalam suatu pepanjian haruslah suetu hal ataw suatu
barang yang cukup jelas atau tertentu (Jenisnya, statusnya, banyaknnys, dan
sebagainya). Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(K UHPer) suaty perjaniian yang tidak momakai suatu hal tertentu alae dibuat
dengan suatu hal tertenty veng palsuy #tau terlarang Gdak mempunyai
kekuatan.

Sebab vang halal,
Sehab vaog halal beraarti hahwa hal tertentu tersebut tidak bertentangan
dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umuin. Dalam hal-hal

sernacarn ini, perianiian itu dianggap dianggap dari semula sudsh batal
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Keempat syarat yang tersebut diatas harus dipenuhi dalam svats perfanjian yang
dibuat sehingga perjaniian tersebut dapat dianggep sah. Syarat pertama dan kedua
mergpakan syarat subjektif vang apabila tidak terpenvhi maka perjaniian tersebut
dapat diminlakan pembatalannys oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan
syarat ketiga dan keempat metupakan syarat objekif vaitu apabila Udak dipenuhi
dalam suaty perjaniian maka pesianiian tersebut batal demi hukum'® dan hakim
berwenanp karena jabalannys mengucapkan pembatalan i, meskipun tidak
dimintakan oleh salah sata pihak.

Peyjanjian, sebagaimans dinraikan diatas, harus ada unsur yang merupakan
kehendak bebas dari para pihak vatek menentukan materi atau ist perjanjian.
Dalam hukem perdata dikafakan bahws sebagaimane hukum bends yang
mempunyal soafu sistern tértetup, maka pada hokum perannan menganut sistem
terbuka. Dengan kata lam memberikan kebebssan yang seluasnyn kepada
masyarskat untek mengadakan perjanjian yang berist apa saja, asatkan tidak
melenggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka vang mengandung
suatu asaz kebebasan untuk memtwat pedanjian dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUiiPer) lazimnya disimpuitkan melalui Pasal 1338 ayat {1}
vang berbunyl semus persefuiuan yang dibuat secara sah berlaku sebapai undang-
undang bag mercka yang membuzatnya.

Didelam perangian jual beli terdapat 2 unser sifal yang paling pesting
yartu penverahan dan pembayaran, kedus vssur ini merupakan syarat utama dalam
iual beli, yang harus discrahkan oleh penjual kepads pembeli adalah bak mihk
atas obiek jpal beli tersebut dan bukan sekedar kekuasaan atas objek jual beh
tersebut. Hak milik tersebut baru berpindah dari penjue! ke pembeli dengan
dilakukannya levering atan penyerahan,

Apa yang dikemukakan diatas mengenai sifat jual bell menurut hukum
perdata scbagat “obligatofr” saja. Hal il Nampak jelas sckall dard Pasal 1459
Kitab Undang- Undaong Hukum Perdata (KUHPer) yang menerangkan bahwa hak
milik atas harang yang dijnal tdakish berpindah kepads pembeli selama
penyerahannya  belum  dilbkukan mepurut  ketentuan-ketentuan  yang

1 Saghekti, Hukum Perjanjian, { Jakang : Penerbit fmermasa, 1998 3, hal. bz
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bersangka{an.m Dalam penulisan ini, objek yang dimaksud adalah Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun. Menuruti Pasal 616 dan 620 Kitab Undang-Undang Hokum
Perdata (KUiHPer), khusus untuk barang letap {fak bergerak) penyerahan vang
dinamakan “balik nama” (overschrijving) biasanya oleh para pihak dibuat dalam
suate akia.

Perjangian jual beli secara wmum dapat dibuat secara bawsh tangan olch
para pihak yvang bersangkutan atau juga dapat atau beberapa pedanjian jual beli
diharuskan dibusl sceara akta ofentik oleh Nolaris, sebagamana dinyatakan

didalam Pasal 1868 Kitab iUndang-Undang Hokum Perdaia yang menyatakan
babiwa :

“suatu akia otepik adalah yang sedemikian, vang dibuat dalam bentuk

vang ditentikan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umuns

yang berwenang untek iy, ditempat dimana itu dibuat *

Notaris sebagai pejabat umum selain berwenang membuat akia otentik
mengenal semua perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perUndang-
Undangan juga berwenang “membuatkan” perpaniian pare pihak agar perbuatan
hukumnyz dinyatakan dalam akia otentik,

Didalam kehidupan lalu lintas hukum ada kemungkinan perbuatan hukum
tidak atan belum fercakep didalam perateran perUndang-Undanpan akan tetapi
" fumbuh dan berkembang sesvai dengan dinamika dan kebutuhan didalam
masyarakat. Dalam hal demikizn Notarls mempunyai peran yang cukup penting
dalam mencarikan bentuk perganiian yang paling sesus untuk peristiwa hukum
tersebut dengan tetap mengacu kepada unsur perjaniian dan syarat sahnva
perjanjian. Perjanjlan yang dimsksud diantarsnys pefanjian pengikatan jual beli
dan perjanjian sewa beli.

Perjanjian pengikatan jual beli digolongkan pada perjanjian bantuam.
Perjanjian bantuan adalah perjanjian pendahuluan yang mendasar pada kebsbasan
berkontrak dan asas-asay perjanjian lainnyz seperti konsensvalisme, kekuatan
mengikat serta Keseimbangan terutama karena belum dapat dilakukan peranjian
yang hendak dituju oleh para pihak.

* Op.Ci, Aneka Perfangian, Hal 1
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Perjanjian pengikatan jual beli merupakan pedurgian sementara mengatasi
menanti keadsan  dipenuhinya sg}arat perjargian pokoknya, vaitu jual beli
dihadapan yang berwenang. Svarat-syarat dan ketentuan-ketentian didalamnya
tenturrya adalah hal yang subjekutf sesual dengan keinginan para pihak yang harus
dijaga oleh nolarls agar tidak melangger Undang-Undang serta menjamin
kepentingan dan kesenmbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal tersclutiah
yang membuat peran notans cukup penting dalam “menciptakan” suaty akia yang
dapat menampung kebutuhan masyarakat,
Akta jual beh sementara ini dapat dibuat bawah tangan atas notariil. Pada
umumnya snata perjaniian pengikatan jual beli mengandung janji-janii vang harus
dipenuhi teriebih dahuin oleh salah sat pihak atan para pihak sebelum dapat
melakukan perjanjian pokoknya, biasanya pada saat pembuatan persetujuan juzl
beh dan penyerahan barang tidak bergerak masih jalan beberapa lama oleh karena
alasan yang beragam susainya Karcoa belum dibayar lungas selurub harga jual
belinya, atau serfifikat tanah haknya sedang dalam penyelesaian baiik nama pada
instansi yang berwenang sedangkan calon penjual dan calon pembeli sudab setuju
melaksanakan (ransaksi jual beli ataupun oleh karena pembeli masih harus
mengumpuikan uangnya atau karena sebab-scbab lain.
Seperti yang telab dikemukaka diatas, Akiz pengikelan jual bel
merupakan akin otentik vang dibuat oleh notans, hal-hal yang mejadi dasar
pernbuatan pejaniian pengikatan jual beli terscbut adalah iy
1. jual beld tersebut dilakukan secara mengangsur
2. jual beli sudah dibayar secara tunai (lunas) aken tetapi karema pajak-pajak
yang muncul karena jual beli tersebut nilainys terlalu besar, maka dibuatlah
akta pengikatan jual beli tersebut

3. objek yang akan dipetjualbelikan masihk dalam cicilan pihak penjual (selaku
debitur) dari suata bank (selaku kreditur), skan fetepi sebelum melakukan
transakst perlu dinnintakan 1zin terlebih dahulu dari pihiak kreditur tersebut,

4, objek vang akan f:!ipe:rju'a&{ze:iiican~ ternyats masth menjadi agunan atau Jaminan
hutang dari pibak penjual dan baru akan melunasi hutang tersebut apabila
sndah menerima pelunasan dar piliak pembeli. Hal ini pun diperlukan izin

terlebih datwiu darl pthak Bank { kreditur / penerima jaminan )
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5. objek jual beli tersebut belum bersertifikat dan pihak pembell menghendaki
pelunasan jual beli baru terlaksana apabila tanah sudah bersertifikat,

6. hdak tersedianys bianko akta jual belt di kantor pos dan giro.

Notaris, selain berwenang membuat perjanjian pengikatan jual beii terschut tetap

mempunyat kewajiban dalam membuat pegjenjian pengikatan jual beli terschut,

vaity menjamin isi daripada peranjisn tersebut dengan memperhatikan hal-hai
sebagal bertkut:

1. waktuy dan tempat pembayaran seria jumish angsuran (jiks denpan jelan
mengangsur) yang akan dibayarkan yang telab ditetapkan oleh para pihak
yang membuat perjaniian.

2, waktu dan lempat penyerahan hak kebendaan dard pihak pesjual kepada pihak
pembeli pada saat werfadinya pelunssan pembayaran harpa jual bel yang telah
disepakali dan seketika dilanjutkan dengan pembuatan akis jual bell,

3. pihak penjual menjamin objek dalam pedanjian peagikatan jual belr tersebut
adalahk benar mibknya, tidsk dalam keadsan sengkets dan ndak sedang
meniadi jaminan hutang kepada pihak lain.

4. bahwa perianiian pengikatan jual bell ferssebut totap memenuhi ketenfuan
dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hokum Perdata.

Pada dasarsiya berdasarkan Pasal 10 Undsng-Undang somor 16 tahun

1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atos satuan rumab susun dan

penvelenggara  pembangunan  kepada  pombeli  pemindaban  hsknya  harus

dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa

i dalam kegialen pemasatan propertt khususnya rwmah susun di Indonesia

senngkali satuan rumah susun vang behem selesai dibangun telah banyak

peminainya bahkan tidak jarang femadi pada sast baru perencanean dan
pematangan tanait oleh penyelenggara pembangunan, Hal fersebut ditempub
berdasarkan atas pertimbangan ekenonti yaitu bagi para perusahaan pembangunan
dan pemukinan guna mernperiancar perolehan dana murah dan kepastian pasar
dan bagi kepentingan calon pembeli atau konsumen agar harga jual rumalh lebih
rendah karena calon pembelt membayar dimuka.

Keadaan sepertt ini ditempuh cleh pars perusahaan pembangunan

perumahan dan pemukiman dan para calon pembeli karcna adanya ketentuan
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Pasal 18 ayal {1} Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumab susun
yang menetapkan bahwa satuan tumah susen yang telah dibangun baru dapat
dijual untuk dibuni setefah mendapat izin layak huni dari pemerintah daerah yang
bersangkutan. Sedang untuk pelaksaan jual belinya dihadapan Pejabat Fembuat
Akta Tanah (PPAT), teriebih dahuly harus memenchi persyaratan adanya akia
pemisahan atas satuan-satuan ramah susun wotuk pembualan sertfikat sstuan
romah  susun  oleh  kantor perfanahan  kabupaten atay  kotamadys yang
bersangkulan,

Hal fersebut menyebabkan timbulaya jual beli dengan sistem pesan
terletvh dahulu, schingpa menyebabkan adanya peganjian jual bel pendabuluan
{preliminary purchase}. Sistem penjualan preliminary purchase ini banyak
menimbuikan pro dan konira diantara kalangan sarjana hukum.

Menurut Dr. Maria SW Sumardjono, ia mengatakan bahwa jika dilibat
bahwa pengerttan jual bell dengan objek fansh dam bangunan yang diatasnya
sebagai perbuatan hukwm yanp twnduk pada hukem tanah nasional vang
memegang asas hukum adat dan bias disnggap melanggar Undang-Undang Satan
Bomah DSugun . karena jual beb menurut bukum adet bersifal hunai, dimana
dengan dibayarmya harge objek jual bell walaupun sebagian maka pads sagt Ru
jupa haknya sudab berahh kepada pembeli, Sehingga benar batiwa rumah susun
baru dapat dijual bilz bangunannyz berar-benar sudah selesat, bersertifikat dan
" mempunysi izin layak huni, Namun jika pembayaran yang dilakukan pada saat
bangunan belum a2da ataw masth dalam proses pembangunan, vang ditempuh
bukan jual beli riil namug pengikatan jual beli, oleh karensa itu hal tersebut idak
bertentangan dengan Undang-Undang Satuan Rumah Susun karena pengikatan
jual beli bukanlah perbustan hokum yang bersifai fil dan tunal. Tujsan
pengikatan jual bell hanyalah untuk mengikat untek sesuaty prestasi yang skan
terlaksana dikemudian hari. Akibat hukumnya hanyaiah jangt untuk melzkukan
sesuatu dimasa datang.”’

Sedangkan menurut Profesor Boedi Harsono. 8.3, cara terscbut sebetuinya
masih dibenarkan oleh Undang-undang satuan Rumah Susun, karena yang tedadi

baru pemesanan bukan jual beli, menuniinya memang cara pembelisn dengan

Y Marin SW Sumardiono, Membeli Ganiber Mengobral Resiko. Majalah propert,
Septomber 1994, hal 22
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sistern indent mengandung kelermahan aliag bias menugikan calon pembelt. Sebab,

éarlindangan kak atas tanabnya belum ada, Jadi jika proyek tersebut gagal yang

rugi adalah si konsumen sendiri. Karena mereka terpsksa menggugat developer di

pengadilan, selain dasar hukumsnya kurang kuat, diperlukan wakts dan biaya yang

tidak sedikit.”®

Untuk mengamankan kepentingan penyelenggara pembangunan dan calon
pembeli dalam mengadakan sistem pesan terlebih dahely maka pemertnial
mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Negpara Perumahan Rakyat  nomor

LI/KFES/1994 entang Pedoman Perikatan Jual Beli S8atuan Remah Susun.

Menurut angka I Lampiran Kepotusan Menteri MNegars Perumahan

Rakyat Nomor @ 11/ KPTS /7 1994 mengenai pedoman perikatan fual beli satuan

rumah susun sspek-aspek hukum dalam perikatan jual beli satuan rumah suson

adalah '?;

i. Satuzn rumah susun yang masih dalam tabmp proses pembangunan dapat
dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jual beli satuan rumah
SUsun.

2. Pada han pemesanan yang berminat memesan dapal menerima  dan
menandatangan surat pesanan yang disiapkan oleh perusahasn pembangunan
perumahan dan pemukiman vanrg berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai
benkut: i
2. pama dan / atau nomor bangunan dan satean rumah susun yvang dipesan.

b. Nomer lantai dan tips satoan mismah soser

Lvas satuan remah susun,

Harga jus! satwan rumah susun,

Ketentuan pembayaran pang nka.

Spesifikasi bangunan,

Tangpal selosainya pembangunan remah susun.

Pomom oo om0

Ketentvan mengenai  pernyatsan dan  persefujuan  wnbuk  mencrima

persyaratan  dan  kelentuan-ketentvan  vang  ditetapkan  serty

* Bodiarsono, Membeli Apariement dalam Kanorg, Temps, jun 1993, hal 47

'® Kementerian Megara Perumahan Rakyat, keputusan Menteri Negara Perumahan
Rukyer tentang Podoman Perihatan Jual Bell Sgtuan Rumoh Susun, Kepmen Perurnabian Rokyer
ne t /KPTS/ 1994, Lampiran
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menandatangani dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh perusahaan

pembangunan perumahan dan penukiman.

3. Surat pesanan dilampir dengan gambar yang menunjukkan letak pasti satuan

nemah susun vang dipesan disertai ketentuan tentang tahapan pembayaran,
Dialam jangka waktu selambat-lambatnya 30 {(figa puluk) han kalender setelal
menandatangant sutal pemesanan, psmesan dan perusabasn pembangunan
perumahan dan pemukiman harus menandatangant akta perjanjian jual beh
dan  selanjuinya  kedue belah  pihek  harus  memenuht  kewapibannya
sebapaimana duetapkan dalam perjaniian penikatan jual beli hak milik atas
satyan rumeh susun. Apabila pemesan lalai menandstangant perjanmjian
pengikatan jual beli dalam jangka wakiu tersebut, maka perusshaan
pembangunan perumahan dan pemukiman dapat tidek mengembalikan uang
pesanan kescuali jika Kkelalaian berada &i pihak perusahaan pembangunan
perumahan dan pemukiman, psmesan dapat memperhibatkan surat penolakan
dari Bank bahwa permohonan Kredit Pemiliken Rumah (KPR} tidak disetujui.
atzu  hal-hal lain yang dapat digetajni  bersama  antara  perusahasn
pembangunan perumahan dan pemukiman serta calon perpbell dan wang
nesanan akan dikembalikan 100%.

Penaniian Pengkatan Jual Beli, antara lain memuat hal-hal sebagal benkut

a,

Objek vang diperinal belikan,

yaiiu hak milik atas satvan ramah suson, yang meliputi puls bagian i}érsama,
lanah bersama dan benda bersama berikut fasilitasnya sesual dengan nila
pegbandingan proporsionalnya,

Pengelolaan dan pemeliharaan bagiaa bersama, benda bersama dan tansh
bersama. Yang merupakan kewaiiban seluruh penghuni sehingpa calon
pembeli harus bersedia menfadi anggola perhimpunan penghuniyang akan
dibentuk dan didirikan dengan bantuan perusshaan pembangunan perumahan
dap pemukiman gune mengelolz dan memelihara bagian bersama, benda
hersama dan tanah bersama beseria fasilitasnnya dengsn mermngut vang
pangkal dan iuran yang besamya akse ditetzpkan bersama dikemudian han
secara musyawarah untuk tabun pedama ( terhitung sejak tanggal penyerahan
} vang pangkal dan wran tersebuf belum perlu dibayar,

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa Kasus..., Henny, FH Ul, 2009



36

¢. Kewajiban Penpusaha Pembangunan Perumahan dan Pemukiman, yaitu @
1. yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemasaran perdana yaily wajib
melaporkan kepada Bupati atau walikotamadya KDH tingkat Ii dengan
tembusan kepada Menteri Perumaban Rakyat (MIENPERA), denpan
melampirkan salinan surat persetujuan izin ponsip, salinan surat kepuiusan
pemberian izin lokasi, bukti pengadaan dan pelunasan tanah, salinan surat
izin mendirikan bangunan dan gambar denah pertelaan yang telah
mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah sstempat
2. Menyediakan dokumen-dokumen pembangunan perumahan, antara lain :
a. sertifikat hak atas tanah
b. rencana tapak;
¢. gambar remeana arsitektur yvang memuat denah dan potongan
berseria portelaarmya yang menunjuken dengan jelas batas secara
vertikal dan horizontal dani satuan yumah sustr ;
4. gainbar rencana struktur bersenta perhitungannya | S —
&. pambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama,
benda bersama den tanab bersama ;
f. gambar rencana jaringan dav instalasi boserta perlengkapannya.
Menyelesatkan bangoenan sesuai dengan standar yang telah diperjaniikan.
4. Memperbaiki kerusakan vang teriadi dalam jangka waktu 100 {seratus} o
hari setelah tanggal ditandatanganinya benia acara  penyeraban satuan
rumah susun dari pengusaha pembangunan kepada pemssan dengan
ketentuan ;
a, ianggung jawal pengusaha lersebut dibatasi oleh desain dan
spesiftkasi satnan rumah susun,
b, Kerusakan-kerusakan yang ferjaci buksn disebabkan kesalahan
pembeli.
3. bertanggung jawab torhadap adanya cacat tersembunyl yang baru dapat
diketahus dikemudian hari. -
6. menjadi pengelola sementara mumah  susun  sebelum  ferbentuknys
perfimpunan penghuni dan membantu menmmnjuk pengelola seteldh 000000 e

perhimpunan penghuni terbentuk
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mengasuransikan pekerjaan pembangunan tersebut selama berlangsungnya
pembangunun,

Jika selama berfangsungaya pembangunay ferjadi foree majeur yang diduar
kemampuan para pihak, pengusaba dan pembeli akan mempertimbangkan
penvelosaian sebaik-baiknya dengan dasar pertimbangan ulama adalah
dapat diselesatkannya pembangunan satean rumah susun.

Menyiapkan akta jual bel satuan rumah sesun kemudian bersama-sama
dengan pambeli menandatengan akla jual belinya dihadapan Notaris atas
Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) pada tanggsl yang ditetapkan,
Kemaudian perusabaan pemhangmézz perumahan dan pemokiman dan /
atau Notans atan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditenjok akan
mengurus agar pembeli mempercleh sertifikat hak milik atas satean rumah
susun gias nama pembell dan biayanys ditanggung oleh permbeli.
Menyerahkan sstuan rumah susun termasuk fesilitas umum dan fagilitas
social secara sempuina pada tanggal vang ditetapkan, dan jika pengusaha
belum dapat menyelesatken pembangunan tersebut dalam jangka wakfs
120 (seratus dua puluh Y han kalender, dihitung sciak tanggal penyerahan
rutnah susun fersebnt. Apabila termyzta masih tidak texlaksans sama sekali,
rmaka perikatan jial beli butal demi hukum dan kebatalan ind fidak peria
dibuktikan atau diniptakan keputusan pengadilan atan Badan Arbitrase,
kepada perusahasn pembangin perumahsn dan pemukiman diwajibkan
mengembalikan pembayaran vang yang telsh dilerima dan pembel
ditambah dengan dends dan banga sebap bulannya sesuar dengan seka

bunga bank yang berlaku.

d. Kewauban Pemesan Rumakh susun, :

1.

Menyatakan bahwa pemesan { calon pembeli } telah membaca, memahami
dapn menerima syarat-syarat dan ketenhian dan surat pesasan dan
pengikatan jual beli seria akan tunduk kepada syarat-gyarat dan keteniuan-
ketentuan anggaran dasar Perhimpunan Penghunl dan dokumen-dokumen
terkait seria hahwa keteptuan ded pedaniian-penarnjian dan dokumen-

dokumen fersebnt mepgikat pembell.
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2. Sefiap pemesan adalah menjadi pembell ssluan rumah susan wajib

5.

membayar biaya pengelolaan (management fee) dan biaya utilitas {utility

charge) dan jiks terlambat pambayarannya dikenakan denda yang besarnya

disesuaikan dengan keputusan perhimpunan penghuni

A.
b.

. yang menjadt tanggung jawab pemesan meliputi

biaya pembayaran akta-akta yang diperhukan

hiaya jasa Pejabiat Pembuat Akt Tanah (PPAT} untuk pembuatan akia
jual beli satuam rumah susun,

Biays untuk memperoleh Hak Milik atas satusn rumah susun, biaya
pendafiaran jual beli atas satuan rumah susen (biaya pegalihan hak

milik atas nama} di Kantor Badan Pertanahan Setempat.

setelah akta jusl bell ditandatengant, tetap: sebelum sertifikat hak nuhk

safuan rumah susun diterbitkan oleh kantor badan perfanahan setempat ©

&.

jika safuan rumah susun dizlbkan kepada pihak kefiga dikenakan
biaya administrast yvang ditetapkan leh perusahaan pembangunan
perumahan dan pemukiman yang besamya ndak lebih dan 1% dan
harga jual.

Jika satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak anggota
keluarga kerema sebab apspun juga tsrmasak karena pewarisan
mepuret hukum dikenakan biaya administragl wrtuk notaris atag
Pejabat Pembugt Akta Tanah {(PPAT) yang besarnya sesual dengan
ketentuannya.

Sebelum lunasnya pembayarsn atas harga jual satusn rumah susun vang

dibelinys, pemesan tidak dapat mengalihikan atau menjadikan satuan

rumah susun tersebut sebagai Jaminan hutan tanpa persetujuan terfulis daxd

perusahaan pembangunan peramahan dan pemukiman,

Balam hal tedadi perselisthan sehubungan dengan pevienjian jual beli
pendahuluan satuan rumah susun dilakukan melalut arbitrase yang ditetapkan
sesuai dengan aturan-aturan Badan Atbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan

biaya ditanggung renteng olch para pihak.

Dari hal yang telah dikemukakan diatas dapat diketahuni babwa pemasaran

unit satuen rumah susun yang belum selesal / pre project selling telah mendapat
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legalittas. Pemerintah telah mengizinkan pola pemasaran sccara pre-project
selling dengan ketentuan harus melalui acara penandatangan akta perjanpian
pengikatan jual beli hak milik atas satvan rumah sssun dan sejumish persyaratan
yang harus dipatubi dan dipenubi oleh semua pihak yang terlibat

Poin ke 5 tersebut diatas menyiratkan bahwa pedanjian pengikatan jual
beh  tersebut belum  mengakibatkan  berpindalmya hak  kepemilikan  dari
penvelenggara perpbangunan rumab susun ke pembeli satuan rumash susen, uatuk
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan maka perjaniian pengikatan jusi beli

tersebut harus dilangutkan ke pembuatan akta jusl beli satuan neneh susun,

2.3, Fungsi, Tugas dan Wewenang Perhimpunan Penghuni Satuan Rumab
Susun.

Apabiia kits memperhatikan vang telah dibahas di subbab sebelumnya,
maka kita dapat menyimpulkan babwa para penghurd suatu lingkungan rumah
susun, baik untuk hunian meuepun non hunfan, diwajibkan untuk mambentak apa
vang disebut perhimpunan penghoni. Perhimpunan penghoni, yang dibed
ksdudukan secbagai badan hukum, mutlak diperlukan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan bersama para penghuni yang bersangkutan dengan
pemilikan, pengghunian dan pengelolaan romah susun yang mersks hund bersama.
SRS yang merupakar milik individeal dikelola sendiri oleh pemiliknya, tetapi apa
yang merupakan hak bersama, bars dikelola secara bersama karcna fnényangimt
kepentingan orang banyak. Selain berlugas mengelola dan memelibara rumah
susun berserta lingkungannya, perhimpunan penghuni juga bertugas mengatur tata
tertib penghuniannya, sehingga dapat diwujudkan ketertiban, ketenteraman sen
keserasian dalam Hngkungan rumah susun yang bersangkutan,

Keberadaan perlumpunan penghuni tersebut bukanlah sekedar untuk
memetubi peraturan Perundang-Undangan yang memwajibkan dibentuknya badan
tersebut yaitu Passl 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 {entang
Rumah Susun yang menyatakan bahwa penghuni rumah susun wajib membentuk
Pertumpunan Penghuni dan Pasal 54 ayat | Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun
1988 yang menyatakan bahwa para penghuni dalam svate lingkungan rumah

susun baik untuk bunisn maupun bukan hunian wajib merbentuk Perhimpunan
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Penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan
scbagai pemilikan, penghunian dan penpelolaan | tetapi beranjak juga pada
peaggunaan akal sehat dimana pada baganan romah susun terdapat hal-hal yang
bersifat komunal, yang dimiiiki bersama, sehingga sebagal kongekuens logis
mutizk diperlukan perhimpunsn penghuni tersebnt apar tidak terjadi tabrakan
kepentingan antar masing-masing penghuni.

2.3.1. Hak, Larangsa dan Kewajiban Peaghuni dan atau pemilik ruomah

sasun.

Berdasarkan keienfman dalam perendang-undangan yumah susun, hak
pribadi para penghuni satuan rumah susen adalzh

1. Menghunt satuan rumah susun yang dimiliknya, serta menggunakan bagian-
hagian bersama, benda-benda bersama dan fanah bersama masing-masing
sesuai dengan perunitukanaya,

2, Menyewakan sstuan yumah susun yang dimslikinya kepada pibak lain yang
akan wergadi penghuni, asal tidak wmelebihl jangka wakitn hak atas tanah
persamanva,

3. Menunuk Hak Mihk Satian Romah Susun {HM-SES) yang dimilikinya
sehagat jaminan kredit dengan dibeban Hak Tangpungan siaa Fidusia.

4. Memindahkan Hak Miltk Satuan Rumah Susun (HM-SRS) tersebut kepada
pihak lain melalui jual beli, tukar menukar atanpun hibah,

5. Mengalinkan kepada ahli warisnya, karona Hak Milik Satean Rumah Susun
{HM-SRKS) dapat beralih karena pewarisan,

Setiap penghuni vang memibiki, memakai, menyewa, menyews beli atau
memanfaatian satuan romah susun dilarang untek

1. Melakukan perbuatan yang membahayskan keamanan, keselamatan techadap
penghuni lain, bangunan dan lingkungan rumah susun.

2. menjadikan romah susun sebagal tempat yang bertentangan dengan kesulitan,
ROFMA-nomma agama dan adat istiadat serfs segala tindakan yang berientangan
dengan peraturan perandang-undangan yang berlaku.

3. Merubah peruntukan ruimsh susun dag perunfukan hunian menjadi bukan

hunian.
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4. Menambah bangunan dilnar rumah susun baik uniuk kepentingan pribadi,
kepentingan tetanggs atau kepentingan begsama f{anpa perselujuen teriulis
yang sah dari pengurus Perhimpunan Penghuni.

5. Mengambil manfaat secara tidak gah atag nilai aliran atan sambungan listrik,
air bersih {PAM}, gas bumi (Gas negara), saluran telepon pribadi maupun
saluran telepon umuns.

6. Menjadikan feras, tangga, geng (rusng untuk blok), ruang umum, taman
fralaman lantai dasar, baik sebagian ataupun selerulimya untuk kepentingan
pribadi lanpa persetyjuan tertulis yang sab dari pengurus Perhimpunan
Penghuni. '

7. Memehbara hewan pelibavaan  yang menpangpu  ketertiban  umum,
kenyamanan dan keserasian seperti ayam, anjing, burung dan sebagainya.

& Maemagari halaman lantai dasar dan mengakui lantai tanah dasar sebagai milik
pribadinya, termasuk kunet ke halaman atao tanah lanizi dasar tersebut,

%, Menutupi bagian ruangan jalan tangga darurat.

13, Mengubah bagian ruangan jalan tangga darural.

11. Mengubah bentuk satuan rumsh susun tanpa mendapat persetujnan bentuk dani
Pengurus Perhimpunan Penghuni sesual dengan ketentuan Anggaran Dasar
atan Angearan Remah Tangga,

Sedangkan yang menjadi kewajiban para penghuni saluan rumah susun menumt

Pasal 61 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 adalah

1. Mematuhi (afa fertib yang disusun oleh Perhimpunan Penghuni dan telah
disahkan dalaem rapat serte dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggarsn
Rumah Tangga,

2. Membayar iuran pengelolaan yang bissanya ditentukan per meter persegi,
dengan komponenaya, yartu biaya kebersihan, biaya perawatan dan perbaikan,
biaya jasa manajer, biaya personal, premi asuransi dan penggantian instalasi

3. memelihara satuan rumah susun dag lingkungan disekeliling satuan rumah
SUSUL

selain itu berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah pomor 4 tahun 1988

kewajiban lainnya adalah bahwa pam penghuni satuan rumah susan wajib

membentuk pethimpunan peaghuii, Perhimpunan penghuni tersebut merupakan

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa Kasus..., Henny, FH Ul, 2009



4z

suatu badan bukem yang herfugas unbuk mengatr dan mengums kepentingan

bersama para pemilik satuan rumah susun dan penghuninya sebagai pemilikan,

penghunian dan pengelolaannya agar terselenggara kehidupan bersama yang tertib
dan aman dalam lingkungan yang sehat dan serast.

2.3.2. Perhimpuaan Penghuni Rumak Susun

Perhimpunan Penghunt Rumah Susup ialah suatw lembagas Perthimpunan
para penghuni yang anggota-anggotanys ferdiri dan penghom dari suatu mmah
susun tertentu. 20 dan berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun

1585 tentang Rumah Sussn yang dimaksud dengan Perhimpunan Penghunt

Ramah Susun adaizh suate orgganisasi berbadan hukum yang susupan organisasi,

hak dan kewsajibannya diatur dalam Angparan Rumah Fangga dan dijamin oleh

Undang-Undang

Untuk mempermudah pembentukan Pehimpunan Penghuni Rumah Susun,
maka Menteri Negara Perumahan Rakyat selaky Ketua badan Kebijaksanaan dan

Pengendalian Pembangunan Perummaban dan Pemokiman Nasional mengehiarkan

Surat Keputusan nomor : 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan

Anggaran Dasar dan Anggeran Rumsh Tangsa Perdumpunan Penghunt Satusn

Rurmmsh Susun

Dalam pembentukan Perhimpunan Penghunl Satuan Rumah Susum, Dinas
perumaban mempunyai peranan yang cukup penting yaita

1. Memberikan bimbinpan dan pemx-xjuk dalam penyusunan Anggaran Dasar dan
Anggaran Kumah Tangga dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang
berialu,

2. Menyiapkan surat rekomendaesi dan konsep rancangan Surat Keputusan
CGubemur tentang pengesashan Akia pembentukan Perhirapunan Penghusi
Rumsh Susun,

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Sedangkan proses permbentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah:

1. Persiapan Pembentukan Perhimpunan Penghuini Rumah Susun,

Penyelengpara penbangunan wajib bertindak sebagal Perhimpunan Penghunit
Kumak Susun semeniara sebhelum terbentukwnya Perhimpunan Penghuni

B A, Ridwan Haliw, Hukum Pemukiman, Perumahon dan Bemal Sasia (suatn
himpanan Tanva faweb prakiis}, {iakarta ; Pancak kerma, 2001), hal. 139,
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Rumah Busen ysng sebepamya dan wajib mewujudkan  Perbimpunan
Penghani Rumah Susun yang sebenamya

Penyelenggara Pembangunan wajib mengelols memah susun dalam wakty
minimal 3 bular dan paling lama | @bun sejak terhentuknya Perhimpunan
Penghunt Rumah Susun atas biaya penyclenggara.

. Pelaksasnaan pembentukan Perhimpunan Penghoni Rumah Susun.
Pembentukan Perhimpurnan Penghuni Rumah Susun dilakekan dengan cara
para pennlik dan [/ alaw para penghuni sumah susun terfebih duhulu
mengadakan rapat wmum Pembentuken Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
yang dari rapat tersebut dituangkan dalam risalah {(notulen) rapat, setelah it
oleh rapat ditomjuk anggota atau peserta rapat dan diberi kuasz guna
menghadap notards untuk membuat pemyataan dari segaiz apa yang telah
diputuskan dalam rapat tersebut yaity kedalam Akta Pendirian Perhimpunan
Penghunt Rumah Susun yang berisi mengenal penunjukan ketua, sekretaris,
hendahara, pengawasan dan pengelolaan.

Seiglah dibuatnya Akia Pendirian  tersebui nwmka dilanjutkan  dengan
pembuatan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga vang kemudian
disahikan dalam rapat umum yang kemudian disahkan oleh gubernur Yang
kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan pengelols yang bertugas
menyelenggarakan  pengelolaan  yang  meliputi  pengawasan  terhadap
penggunaan bagian-bagian bersama , benda borsama, dan ;;cméliharaazz serta

perbaikannya.

Tugas Perhimpunan Penghunt Rumah Susun perlama kali adalah menyusun
konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangpa dengan memeperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlsku dengan berkoordinasi dengsn dinas
perumahan, yang kemudian bertugas mengesahkan Angparan Dagar dan Anggaran
Rumah Tanggs melalni rapat umum dan mengajukan permohonan pengesahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangea kepada Gubernur melalul dinas
perumahan,

Perhimpunan penghuni  tersebut oleh undang-undang dibed suatu

kedudukan istimewa yaifu sebagat badan hukum yang susunan crganisasinya, hak

dan kewajthannya diatur dalam anggaran dasar dan anggeran rumah tangganys,
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sehinga dapat bertindak keluar dan kedalam atas nama perhimpuonan para pemilik
dan penghuni dan dengan wewenang vang dimilikinva
Maksud dan tujuan Perbimpunan Penghuni Rumah susun i aadalah

I, Uniuk mencapai pemanfaatan dan pemekaian romab susun khusus bagl
keperluan satuan rumah susun sebagaimana diteatukan dalam Undang-Undang
Nomor 16 tizshun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun (988 tentang
ramah susun serta perundang-undangan lainnya.

Z. Untuk Membina, mengatur dan menpurus kepentingan bersama diantara para
penghuni satuan rumak susun dengan menerapkan keseimbangan kepentingan
penghuni agar dapat tercapai ketertiban, keselarasan kehidupan berfetangga
sesual deogen jfiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya dalam
mengeloia baginn bersama, benda bersama dan tanah bersama.

3. Untuk menjaga dan saling melengkapi kebutuhan penphuni  dalam
menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah borsama,

4. Unfuk menjamin kelestarian penggunaan fungsi hak bersama {bagian bersama, R
benda bersama dan fanah bersama) diantarz penghuni.

5. Untuk membina terciplanya kepotongroyongan dalami kehidupan lngkungan
diantara pars penghus satuan remah susen

Tugas pokok perhimpurnan adalal
1. Mengesahkan Angparan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pechimpunan

Penghunt Rumah Susun yang disusun oleh pengurus dalam rapet umum.,
2. Membina para penghuni kearah kesadaran hidup bersama secara serasi, selayas
dan sermbang dalam rumah susur dan Hngkungannya,
3. Mengangkat pengurus Perhimpunan Penghuni Rumeah Susun sesvai dengan
hasti rapat uowum,
4. Mengawasi pekerjaan Badan Pengelola dalam rangka pengelolaan satuan
rumah susun berserta hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan
tanah bersama.
Perhimponan Penghuni bubar, karena antara lain tanah dan banganan ramah susun i

musnah, sebagaimana dimaksud dalem Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 4

shun 1988, e -
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2.3.3. Anggaran dasar dan Anggaran Rumal Tangga Perbimpunan
Penghuni.

Anggaran Dasar dan  Anggeran Rumab Tanggs memuat susunan
orpanisasi, fungsi, tugas pokek, hak dan kewsjiban anggotas serie tertib
penghunian, sebapaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Pemerintah nomor 4
tahun 1988 tentang rumah susun dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang
difetapkan oleh Pemerntah Daerah, dengan mempechatikan petunjuk dan
pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Angparan Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penphuni disusun oleh pengurus yang
pertama kali dipilih den disabkan olch Rapat Umum Perhimpunan Penghuni,

Perbedaan antara Anggaran dasar dan Angparan Rumeah Tangga
Perhimpunan  Penghuni Rumah Susun  adalah  bahwa  Anggaran  Dasar
Perhimpunan  Penghunt merupakan perafuran-peraluran yang intem  dalam
lerbaga Pedumpunan Romah Susen yang bersifst fundamental stau bersifat
pokok atau dagar dan berisi peraturan-peraturan pokok yang berlaku dalam segaia
situasi dan komdisi, sshinggs sifaimya iebih normatif. Sedangkan Anggaran Rumah
Tangga Peshimpusan Penghuni Rumah Susun merupakan peraturan-peraturan
intern dalam lembags Perhimpunan Penghuni Rumah susun yang bersifat aktusl
dan praktis dan berisi peraturan-peraturan pelaksanaan vang menjabarkan tata cara
menerapkan berbagal peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.”!

Hal-hal vang harus diatur dalam Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni adalah :
1. Bab ientang ketentuan wmum unfuk penyeragaman dan kejelasan pengertian
setiap istilah atan torminolog

Bab tentang nama tempat kedudukan dar saat didisikan,

Bab tentang szas, maksud dan tjuan serta tugas pokok,

Status perhimpunan penghumi,

Keanggotaan dan daftar angeota,

Kedaulatan dan hak susm,

Hak dan kewaiiban anggota perhimpunan penghumi,

Susunan organisasi, persyaratan, wewenang dan kewajiban pengurus,

A A Al

Penurnjukan, fugas, hak dan wewenang badan pengelola,

# A. Ridwan Halim, Op Oit, ha} 143-144.
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19, Musyawarah dan rapat-rapat.

11, Kuorum dan pengambilan keputusan,

12, Xeuangan,

13, Penibahan Angparan Dasat,

I4. Pembubaran Pechimpunan,

15. Peraturan Peralihan.

Sedangkan hal-hal yang diatur dalam Asnggaran Rumal Tanggs Perhimpunan
Penghunt Rumah Susun ialab scbhagal berikut

[. Hal keangpotaan

Hal pengurusan perlimpunan.

Hal badan pengeloda,

Lol S

Hal musyawarah dan rapat — rapat yang pada dasammya terdiri dari Rapat
Pengurus Perlumpunan Penghuni, Rapat Tlmum Tahunan Perhimpunan
Penghuni Rumah Susun dan Rapat Umum Luar Biasa Pechimpunan Penghuni
Eumah Susun.

Hal keuangan.

Hal peralihan dan penyerahan hak senpeunaan ramal susun.

Hai perpanjangen hak atas tanah

Harta kekavaan Perhitmpunan Penghoent Rumah Susen

WP W N LA

Hal tata tertib penghunian.

10. Hai larangan-larangan.

11. Hal tala tertth pemilikan rumah susum.

12. Hal perbaikan kernsakan-kemsakan,

13. Hal pembinaan, pengawsasan dan masa pengelolaan sementara.

14. Hal sanksi-sanksi pidana kepada para pelanpgar hukum

15 Hal aturan-aturan lain

Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangge hanya
dapat draksanakan dengen keputusan Rapat Umnum Perhimpunan Penghuni yang
sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu oleh pengurus, Rapat
umum tersebut harus dihadivi sekurang-kurangaya 2/3 dari anggota perhimpunan
penghuni dan disetujut oleh 273 dari jumlah yang memiliki hak suara penghunian.

2.3.4. Keanggotaan Perbimpunan Penghusi Rumah Susun
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Yang dapat mergadi anggota dari Perhimpunan Peaghuni Rumah Susun
adalah subjek hukum yang memiliki atae memakai atan menyewa atau menyews
bell {termasuk sewa guna usaha) atau yang memanfaatkan satuan rumah susun
vang berkedudukan scbagal penghuni dilingkungan rumab susun tersebut,
Keanggotaan Perhimpunan Penghuni didasarkan pada kenyataan penghunian,
yaity yang dapat menjadt anggota perhimpunan penghuui adalah mereka yang
bepar benar menghuni atau mencrmpati satvan romah susun baik atas doasar
pemilikan maupun hubungan bukum {ainnya.

Apabils penyelenggara pembangunan beluin dapat menjual seluruh satuan
rumah susun maka penyoienggara pembangunan terscbut berhak  bertindak
sebagai anggota Perbimpunan Penghuni.

Keanggotaan Pertumpunsn Penpghund berakhir bilamana penghuni pindah
dan atau tidak berdomusili dilingiungas rumah susun yang bLersangkulan atau
karena pelimpahan hak penghunian kepada pihak lain atas dasar hubungan hukom
terteniu.

Dalam hal pemilik menyerahkan penggursan satuan rumah susun baik
sebagian maupun selunshnya pada pihak Izin berdasarkan suate hubungan hukum
tertentu, harus ditvangkan dalam akia yang sccara tegas mencamtumkan perakibian
sehagian atau seluruh hak dan kewajiban penghuni beserta kewajiban lainnya dan
akia tersebut harus didaftarkan pada Perhimpunan Penghuni. Hal ini dimaksudkan
untuk menjamin kepastian hak, kewaiiban dan tangeung jawab kepada penghuni
batu

Kedaulaten dan hak suara Perhimpunan Penphuni Rumah Susun berada
ditangan para anggota Perhimpunan Penghuni tersebut berdasarkan nilai
proposional hak suara yang dimilikinya. Hak suara para penghuni terbagi atas 3
vaitu hak suara Penghunian, hak suara pengelolaan dan hak svara pemilihan

Hak svam penghunian adalab bak swara para anggota Perhimpunan
Penghuni Rumah Susun untuk menentukan hal-hal yang menyangkut tata tertib,
pemakalan fasilitas dan kewajiban pembayaran iuran atas pengelolaan dan
asuransi kebakaran terbadap hak bersama, benda bersama dan tansh bersama,
yang unfuk ite sefiap pemilik hak atas satuan romab susun diwskili oleh sat

suara.
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Hak suara pengelolaan adalah hak svara pars anggota Perhimpunan
Penghuni  Roumzh  Susun  untuk menentukan  hai-hal  yoang  mienyangkut
pemeiiharasn, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan serta fasilias
sosial, bagian bersama, benda bersama dan @uah bersama. Hak suara pengelolaan
dihitung berdasarkan nilai perbandingan propogional dan setiap satuan rumah
SUSHEnN.

Hak suara pemilihan adalah hak suara paem anggota penghuni uniuk
meneitukan bal-hal vang menyangkut hubungan antar sgsama penghuni satuan
mumal susun, pernilihan pesgurus Perhinipunan penghuni dan biaya-bisya afas
satuan rumah susun. Hak snara pemilihan dihitung berdasarkan nilai perbandingan
proposional darni setiap satuan rumah susen.

Anggota Perhimpunan Penghunt sajuan rumah susun, memiliki hak-hak
dan kewajiban-kewajiban vang harus dipenuhy, adapun yang menjadi hak-hak
anggote perhimpuenan penghuni adalal
1. Maemilih dan dipitih menjadh pengurus Perhimpunan penghuni Rumah Susun

sesuai dengan syarat-svaral yang ditentuksn dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Peshimpunan Penghuni Rumah Susun.

2. Mengajukan usul, pendapat dan mengpunakan atau mengeluarkan hak suara
vang dimilikinyva dalam rapst umum Perhimpunan Penghuai sesus dengan
ketentuan yang berlaku dalam rapat Umumn atau i’-‘.aé:at Umum Luar Bissa
sesual depgan ketentuan-kKetentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumakh Tangga Perhimpunan Pepghuni.

3. Memanfaatkan dan memakai sesuat dengan keperluannya atas pemilikan dan /
atau penggunaan satuan ramah susun secara terith dan aman, fermasvk bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama,

4. Mendapatkan perlindungan sesual dengan Anggaran Dasar dan Angparan
Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Sesun,

Kewajiban para anggota adalah ;

1. memennhi dan melaksanakan Anggaran Desar dan Anggaran Rumah Tangga
Perhimpunan Penghund, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tata
tertib dan perafuran-peraturan lainnyz bailk yawg diputuskan dalam Rapat
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Umum atau Rapal Umwem Luar Biasa Perhimpunan Penghuni atau oleh
pengurus atau oleh Badan Pengelola yang disctujul Pengurus,

2. Memenuhi sepals peratugan dan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan olgh
Pemerintah dacrah yang mengatur tentang rumah susun.

3. Membayar kewajiban keuangan yang dipungu! oleh Perhimpunan Penghuni
dan / atau Dadan pengelola, scsuai dengan syarat-syarat yang telah
diperjanjikan anfara penpurus dan badan pengelola ataupun berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggavan Rumah Tanpga Perhimpunan
Penghuni.

4. Memeiihara, menjaga, mcngatui:, memperbaiki rumah susuen dan lingkungan
atas bagian bersama dan tanah bersama,

5. Memelihara, menjaga, mengater, memeperbak: satuan mumah susun yang
dimilikinya dan dihuninya.

6. Menunjang tersclenggaranya tugas-tagas pokok pengurus perhimpunan dan
badan pengelola.

7. Membina hubungan antais scsama penghuni satuan rumab susun yang selaras
berdasarkan asas kekeluargaan dan makna-makna kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa Indonesia,

Selin hak-hak dan kewajiban-kewajiban umum pars anggota Perhimpunan

penghuni yang telah diuratkan diatas, terdapat jugs hak-hak dan kwajiban-

kewsniiban secara khusus berkenaan dengan biaya-bisya pengelolaan rumak susun,
yaitu apa sajs dan seberapa besar kewajiban masing-masing pemilik yang
berkensan dengan biava operastonal rumah susun tersebut, |, yaite gail dan upah
untuk perusahaan badan peagelols, biaya untuk ufilitas bagi pengguna bagian
hersurna dan benda bersama, blaya untuk pembuatan kontrak dengan cleaning,
mainfenance dan sebagainya, biaya kebutuhan yutin, biaya kanfor, jasa
profesional, asuransi kebakaran, Pajak Bumi dan Basgunan (PBB} sempai
diterbitkannya sertifikat hak milik satuat rumah susun, =

Biaya-biaya yang diuraikan diatas termasuk kedalam beban kolekiif yang
ditanggung bersama oleh seluruh angpota perhimpunan penghuni.

2 Imam Koeswahyono, Frdum Fumah Susan seaww Bekel Pengautar Panghaman,
{Jaws Timar - Bassemedia Poblishing, 2004), hal. B4,
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Selain kewaiiban yang berasal dari biaya operasional tersebut tadi ada juga
kewajiban vang harus dipeauhi ofeh pemilik satuan rumah susun yang langsung
ditapih kepada yanp bersangkutan. Kewajiban int beskaitan dengan jasa yang lelah
dinikmati secara individu atas keluarga pemilik satuan rumah susun saja, seperti
lagihan Distrik, tagihan telepon, fagihan air, fapihsn gas dan Pajak Bumi dan
Bangunan seieglah terbitnya sertifikat hak milik atas satvan rumalh sy sun.

2.35, Pepgurus Perhimpanan Pepghuni Satvan Rumah Susun

Kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun ferdini dani seorang
ketua, seorang sckretaris, seorang bendahara, seotang pengawas pengelola dan
penambzahan jumlah keanggolaan dan jabatan pengurus Perhimpunar Penghuni
disesuaikan dengan jumlah anggota dan kebutuhan yang periu diatur dan dikelola,
adapun yang menjadi syarat-syarat univk diangkat menjadi anggota pengurus
adalah;

1, Warpa Negara Indonesla yang sefia kepada Pancasila dan Undang-Undang
Pasar 1943

2. Berdomisili dilingkungan ramah susan yang dimaksud

3. Berstatus sebagai penghuni yang sah dilingkungan rumah susun tersebut.

4. Memidiki kartu penduduk dan kartu kelnarga yang sah dilingkengan mumah
susty tersebut,

5. Mempunyai pengetshuan dan keterampilan kerja yang baik.

6. Mampu bekerjasama dengan sesama pengarus lainnya.

7. Mampu berinisigtif dan mmencan sumber dana, bak didalam maupun diluar
Perhimpunan Penghuni guna Rebutwhan dan Kepentingan penghusnt.

Apabila  elah  memenuhi  persyaratan  diatas maka pemilihan  pengurus

Perhinpunan penghuni dipilih berdasarkan musyawarzh dan mufakat serta asas

kekeluargaan oleh dan dari anggota Peshimpunan Penghuwn dalam Rapat Umum

Perbimpunan Penghuni vang Khusus diadakan unfuk keperfuan tersebut, vang

apabila pada rapat pertama tersebut tidak tercapai musyawarah dan mufakat maka

pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak,

Adapun yang menjadi kewenangan pengurus adalah :

© Thid, hal 86.
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St

Pengwrus berhak untuk membuat dan merubah atoran tata tertib dan
pengelolaan penghunian serta menentukan kebijaksanaan sesuai denpan
Angparan Dasar atsu Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni.
Pengums berwenang wntuk melakukan peringatan, feguran dan tmdakan lain
terhadap penghund yang melanggar atan tidak menaat aturan Anggaran Dasar
atany Anggaran Rumah Tangga, aturan tata tertib, keputusan rapat umum,
keputusan rapat pengurus dan perjaniian dengan badan pengeloia.

Ketua dan sekretaris berwenang mewakili perhimpunan penghent didalam dan
diluar pengadilan ientang segala hal, dan segale kejadian sesvai dengan
Anggaran dasar atau Angparan Rumah Tangga perhimpunen penghuni dan
persiuran penurddang-tndangan yang berlaku  serta moenalankan  segals
tindakan-tindakan haik mengenal pengurusan maupun yang mengenai
pemilikan dalam ruang Iingkup pengeloiaan rumah susun tersebut.

Sedangkan yang men)adi kewajiban dani pengurus adalah ¢

. Memberikan pertanggungiawaban kepada rapat umum perhimpunan penghuni.

Menyampaikan lsporan kepada perhimpenan penghuni secara berkala
sekurang-kurangnya dua kali setehun atas pekerjaan badan pengelola.
Menyelenggarakan tugas-fegas admindsirasi yang berkaitan dengan masalah
penghunian  perhimpunan penghunl. Melaksanakan putusan rapat wmum
perhimpunan penghuni.

Membina pengbunt kearah kesadaran lndup Dersama, séiaras, serast dan

_ seimbang dalam perhimpunan penghuni,

Mengawasi pelaksanaan penghunian sstuan rumah susun sgar penghuni
mematuhi kemnm#é«ketenman yang fercantum dalamy Angparan Dassr dan
Angparan Romah Tangpa seria perikatan perjaniian dengan badan pengelola,
Menctapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran vang telah
dilakukan oleh penghuni terhadap keputusan rapat urnum perhimpunan
penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar ataz Anggaran Rumah
Tangga perhimpunan penghunt serta perjanjian dengan badan pengelola,
termasuk memohon bantuan dart dinas perumahan, Pemda dan pihak berwagib
flainnya dalam menecrapkan sanksi bagi pengbuni yang tidak memenubi fata
tertib penghunian.
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7. Mengalin hubungan kerjasama baik secara langsung maupun fidak ifangsung
dengan  pihak-pihak fterkait sebagaimana  dimaksud dalam  peraturan
perundang-undangan,

2.3.6. Penunjukan, Tugas, Hak dan Wewenang Badan Pengeloia.

Badan pengelola rumah sesun ialah suatu lembaga yeng ditunjuk atas
dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni yang berstatus badan hokem vang secara
profesional bertugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun atau apariomen
dan sejenisnya dengan unit organisasi, personi! dan peralatan yang mampu untuk
mengelola ramah susun yang bersanghkutan. Pada dasamnya peran dan peranan
badan pengelole rumah susun atau apattemen dan sejenisnya sangat <diperlukan
dalam pemecliharaan dan perawatan gedung bertingkat seperti rumah sasun atau
apartemen yang artinya diperlukan keahlian yang tinggi, keccomafan yang
bijaksana dan pengatuan dana yang tepat. Selanjutnya pengclolaan gedung
sepertt inl memerlukan profesionalismie vang tinggl dan tidsk bisa dilakukan
sembarangan. ’

Apabila badan pengelola mmah susun dibentuk oleh Perhimpunan
Penghuni vang paling penting untuk diperhatikan adalah
I, Unit Orgonizsasl yaitn badan pengelola yang dibentuk merupakan unit

organisast dan badan pengelola remah susun.

2, Personal, yaili orang-orang yang diserabs tugas menangam badan pengelola
dikhususkan entuk itu, disamping its hendzkaya dipilih orang-orang yang
mampu memikul tigas dengan baik.

3. Perzlatan, vaitu organisasi pengelola ini memiliki peralatan yang layak vang
mampu mendukang pelaksanaan semua tugas pengelclaan bangunan rumah
susun, seperii : peraiatan kantor, alat-alat kebersiban dan scbagainya,

Sedangkan badan pengelola bangunen rumah susun yang ditunivk olkch
Perhimpunan Penghuni yang paling penting untuk diperhatiken adalah ¢
1. Badan pengeiola ini harus berbentuk badan hukum atau rechis person vang

melaksanakan tugas berdasatkan suaty perjaniian formal dengan Perlimpunan

Penghuni.

* AL Ridwan Halim, Op.Cit, bat 165-166
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2. Badan pengelola yang ditunjuk oleh Perbimpunan Penghumi ini harus

profesional, artinya suatu badan hukum yang benar-benar mempunyai
kemammpuan untuk mengelola suatu bangunan herlingkat.

Badan Pengelola ditunjuk dan diberi tugas oleh Pengurus Perhimpunan

Penghuni yang selanjutnya badan pengelola tersebut bertanggung jawab techadap

Pengurus perhimpunan penghuni dalam pelaksanaan pengelolaan atas bagian

bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penurnjukan badan pengelola

dilakukan dengan :

i

Pengurus perhimpunan penghuni dapsf menunjuk badan pengelola yang
berstatus  badan hekom daﬁ profesional  yang sesuar dengan  tingkat
kebuluhannya vang bertugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun,

Jika badan pengelola yang telah ditunjuk tersebut tidak dapai menjalankan
tugasnya secara prolesional dapat menggati badan peagelola tersebut dan

menunjuk badan pengelola hain yang lebih profesional.

. Dalam ha!l jumlah saman-satuan nanah susun masih dalam balas-bafas yang

dapat ditangani sendiri, perfimpunan penghuni dapat membentuk badan
pengelola yang dilenghapi dengan unit organisasi, personil dan peraiatan vang

marnpy uatak mengeliola rumah susun.

Badan pengelola mempunyai tugas vang pada hakikatnya telah ditentukan dalam

Pasal 68 Peraturan Pemeriniah nomor 4 tehun 1988 yang esensinya mencakup hal-

hral sebagai berikut :

I,

Mengadakan permenksaan, pemehbaraan, penjagaan kebersihan dan perbaikan
nunah susun dan lingkungennya pada bagian bersama, benda bersama dan
tanah bersama.

Mengawasi ketertiban dan keamapan penghuni serta penggenaan bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan peruntukkanaya.
Meimberikan laporan secara berkala kepade pengurus perhimpunan penghunt
sekurang-kurangnya setiap tiga bulan.

mempertanggungawabkan kepada pengurus pedhimpunan pengheni tentany
nenyelenggarsan pengelolaan,

Adapun yang menjadi hak dan wewenang badan pengelola adalah :
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. Membuat tata tertib dan segenap peraturan lain yang berhubungan dengan
pengelolaan rumah susun sesuai dongan kewenangan yang diberikan oleh
pengurus perhimpinan penghuni.,

2. Menetapkan dan memungul iuran pengelotaan kepada setiap penghuni.

24, Analisa Kasws 377/PDT.GR2007/PNJIKT.PST Tentang Keahsahan
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Dikaitkan Dengan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Antarg Developer Dengan pikak Ketiga

Secara garis besar kasus Mo 377/PDT.GR2007T/PNIKT.PST adalah

antara Perhimpunan Penghuni Rumsk Susun Hunian Tamwan Kemayoran
Congominium { PPRS TKC } dengan PT Adhiphutra sebagat developer Rumah
Sugun Hunian Taman Kemayoran Condominium, dimanz PPRS TKC selaku
pengurus mcrasa berwenang mengelola segala sesuatu menyangkut rumah susun
taman kemavoran teomasuk pembayaran fasiliias Rumah  susun  tersebut
menggugat PT. Adhtputra selaku developer yang dlanggsp sebaga: pemilik 33
saluan remah susun unfuk melakukan pombayaran fasilitas vang tertunggak
selama beberapz tatun. Bantehan yang didakukan PT. Adhiputra uniuk gugatan
tersebut adalah bahwa didalam anggaran dasar PPRS TKC, yang berwenang
melakukan pemungotan adalah pengelola vang hams dibentuk sebagar badan
hukurs, dimanz hal pembentukan pengelola belom dilekukan, schingga PPRS
TKC berdasarkan anggaman ‘{i‘asamya tidak bgrwenang melakakan pemungutan
terscbut, selain itu PY Adhipulra bukanlah pemihk dari 33 satuan rumah susun
tersebui, dikarenakan ke-33 satuan romakh susun {omsebut telah berpindab
kepemilikannya ke pihek ketiga dengan Akis pengikatan jual bel, desgan
demikian schamusnya gugatan PPRS TKC ditujukan kepada pihak ketigs, yang
untuk selanjutnya skan dibahas secara rinci satu persatu pada subbab ini,

Dari Putusan tersebut dapat diketahui bshwa dalam hal ini penggupat
adalah suatu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Taman Kemayoran
Condominium yang Aunggaran Dasarnya dap Anggaran Rumah Tangganya telah
disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2002, bahwa didalam Angparan
Dasar dan Anggaran Rumah Tanggs tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa

Perhimnpunan Penghuni Rumah Susun terssbut mempunyat kewenangan untak
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menyelengparakan pembukean dan administrasi kesangan sccara terpisah sebaga
kekayaan perhimpailan dan berwenang jugs menerima dan memungut bayaran
dari selurnh anggota pechimpunan.

isi daripada Anggaran Dasar yang berhubunpan dengan perkara ini adalab
I, Almes ke-5 Mukadimah Anggsran Dasar.

* Perhimpunan Penghuni dapat membeniuk atau menunjuk badan pengeloia

yang bertugas wntuk menyelenggarakan  pengelolsan  yang  meliputi

pengawasan terhadap penggunaan bagisn bersama, benda hersams, tanah

bersama dan pemeliharaan sorta perbaikannya. Dana yang dipergunakan vatuk

membiayai pengelolaan dan pemelihaman Remah Susun diperoleh dari

pungutan juran pengelolaan dari anggota perhimpunan ™

2. Pasal | ayat{&) Anggaran Dasar, tentang kefentuan uvmum.

* Badan peagelola adalah badan yang bertegas untuk mengelola Rumah Susun

Hunian Tamen kemayoran Condomintum yang dibestuk atau ditunjuk oleh

pengurus perhimpunan berdasarkan proses pelelanpan yang transpaman dan o

profesional ™

3. Pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar, tentang tugas pokok Perhimpunan.
“ Menunjuk atan membeniuk Badan Pengelola dan mengawasi Dadan '
Pengelota dalam pengelolaan rumah susun dalam Bogkungannya ©
4. Pasal 22 Anggaran Dasar, tenfang Penunjukan Badan Pengelola.

a. Ayat 1, "Perhimpunan melalui pengurgsnya éap;t‘ menunjuk Badan
Pengelala yang berstatus badan hukum dan profesional dengan proses
tender yang transparan sesuai dengan tingkat kebutubanmya yeng bertugas
menyelenggarakan pengelolaan Rumah Susun'

b, Ayai 2, “Jika Badan Pengelola yang telah ditunink oleh Perbimpunan tidak
dapat melaksanakan tugasaya secary profesional, perhimpunan dapat
mengganti Badan Pengelola lain yang lebih profesional”

3. Pasal 23 Anggaran Dasar, tentang fugas-tugas pokok Badan Pengelola,

& Ayat (1), “Molaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersiban dan )
perbaikan remah susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda
bersama dap tangh bersama® e
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b, Avyat (2}, “Menpawasi kelertiban dan kvamanan  penghuni sera
pengpunaan  bagian  bersama, bLenda bersama  sesuay  dengan
reruntukannya”

c. Ayat {5), “Mempertanggungaowabkan kepads pengurus  léntang
penyclenggaraan pengelolaan”

6. Pasal 24 ayat {2) Anggaran Dasar, fentang hak dan kewenangan Badan

Pengelola

“Melaksanakan pemurgutan furan pengelofaan dar furan lainnya”

_Pasal dart Anggaran Rumah Tangga yang berkaitan dengan Pasal i adalah Pasal
7 ayat {4) tentang Badan Pengelols yang menyatakan bahwa Badan Pengglola
yang ditunjuk oleh perhimpunan bams berbadan hukum seria mampu secara
profesional menangani pengelolaan mimah sesun.

Tergugat adalah perusahisan swasta berbadan hokum Indoneswa yang
bertindak sebagai developer seluruh bangunan Rumah Susun Taman Kemayoran
Condominium tersebut.

Bahwa sejak berdirinva Rumah Susun Taman Kemayoran Condominiom,
segala pembayaran fasilitas seperti service charge, histnk (PLN), air {PAM)
diiégih oleh dan ditmyarkan oleh penghuni kepada tergupat dikavenakan pada saat
ity Perhimpunan Penghunt Rumesh Susun belum dibentuk. Setelah penpgesahan
pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Taman Kemayoras
Condominium pada bulan November 2002, maka wewenang penpelolaan scpala
sesuaty menyangkut Rumah Susun Taman Kemayoran Cordominioss fermasuk
pembayaran fasilitag tersebut disershkan atau dibayarkan kepada Penggogat (
Permmpunan Penghom },

Bahwa penggupat sebagai pengbum dan pemilik atas 33 {tiga puluh tiga)
uttit rumah susun di Rumah Susun Teman Kemayorsu Condesninium, bersama
dengan penghuni dan penyewa lain di Rumah Susun Taman Kemayoran
Condeminium berkewsjiban membayar retribust kepada Perbimpunan Penghuni
melainl penggupat { Develaper } setiap bulanniya, yang berupa pembayaran
service charge, pembayamn iuran dana cadangan, pembayaran Hstrik, air dan

utilitas lainnya sesuai dengan jumlah pemakaian perbulannya. Jumlah mana telah
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dipotuskan dakam Rapat Pengurus ditambab dengan 6 (enam) orangs waki] pemilik
vasng ditetapkan olel rapat umom.

Berdasarkan uraian torsebut, mgka penggugat { Perhimpunan Penghuni }
menggagal Developer untuk membayar lagihse-tagthan tersebut dengan disertai
dengan uang denda.

Berdasarkan  hal-hal  yang diuraikan  diatas, tergugat  (developer)
memberikan pembelaan yaitw bahwa secara fakia hukum, tergugat bukanlah
sebagal pemilik permanen atas 33 {tiga puluh tiga) unit-unit Rumah Susun Taman
Kemayoran sebagaimana vang disebutkan oleh Penggugat {Perhimpunan
Penghuni}, karena tergugat haﬁya sehagai developer atsu pemilik perantara alas
unit-unit dimaksud, dimana atas unit-unit tersebut felsh dilakekan tindakan hukum
jual beli oleh Tergugat kepada pihak Ketiga selaku pembeli dan pamibik sah atas
satuann Tumah swsun dan terhadap beberapa umit rumah susun tersebut elah
dilakukan pengikatan Jual Beli antars tergugat dengan pibak lainnya sesvai
dengan bukili-bukti Akia Pengikatan Jual Bell antara Tergugat dengan pihak
ketiga vang dilakukan antara scbagan besar pada tahun 1894 ~ 1996, oleh karena
i tergugat menyatakan bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah atas unit-
unit Rurab Susun tersebst dan seharesnys g&gatan Penggugat { Pechumpunan
Penghumi } ditujukan kepada pihak ketigs tersebut,

Selain itu, terpugal memberikan pembelasn, bahws seharusnya Pihak
ketiga tersebut dilibatkan atau ditkutsertakan dalam gugatan terschut karena
materi pokok gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tentang pembebanan
biaya pengelolaan atas pemakaian aten pemempatan satuan Rumahb Susun Taman
Kemayoran Condominiun, maka scharisnya secara subiek hukusn subjek terpugat
dalam perkara ini adalali para pihak vang telah membeli atan pemilik dan pihak
yang menempati.

Pembelaan lainnya sdalah bahwa secara hukum berdasarksn ketentuan
Anggaran Dasar dan Anpgaran Rumah Tanggs, Pengguest { Perhimpunan
Penghunt ) tidak berwenang, tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk
melakukan pemungutan furan pengelolaan di rumah susun Taman Kemayoran
Condemmium, karena berdasarkan keteatuan Angparan Dasar maupun Anggaran

Eumah Tangga Kemayoran Condominium dinyatakan bahwa yang berhak aatuk
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melakukan kepiatan pengelolaan, termasuk meiakukan kegiatan pemungutan uran

terhadap seiuruh unit satuan Rumah Susun tersebut adalah merupakan tugas dan

kewenangan dan pibak Badan Pengelola yang telah pasti dan berdasarkan Pasal-

Pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggatan RKomah Tangga vag telsh dwraikan

diatas, Penggugat wajib untuk menunjuk badan pengelola yang berstatus badan

hukum dan profesional guna menyelenggarakan kegratan pengelolsan atas Rumah

Susun Tamar: kemayoran Condominiun, vang mana hal tersebut belum dilakukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakia yang diuraikan diatas, Pengadilan negeri

Jakarta Pugat pada akhimya memutuskan :

. Menolak gupatan penggugst karena gugatan Pengpugat kurang pihak, sebab
tergugat selaku developer atau pemilik sementara felah menjual seluruhinya
kepada pihak ketiga atas dasar Akta Pengikatan jual Beli, dengan demikian
tergupgat bukan lagi sebagai pemilik atas objek sengketa.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang nomor 16 fahun 1985 tentang Rumah

Susun, pemindahan hak milik afas satuan rumah susun dan ponyelenggara

pembangunan kepada pembeli pemindaban haknya haros dilzkukean dengan akia

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT}

Dari vang telah diuratkan distas, imbul pertanyaan barn, siapakah yang harus
bentanggung jawab terhadap pembayaran fasilitas rumah susun ferscbut? Apakah
Developer vang masth bertindak selakus pemilik sab umit-umit rumah susun
tersebut atau pibak yang menempati rumah susun tersebut?

Apabila dilihaf dari sudut pandang hukum maka, Peralihan hak dan kewajban
atas rumah susun tersebut belum beralih dan developer kepada pihak ketiga
karens bamn henya dilaknkannva Pedanjian Pengikatan Jual Beli bukan Akta
Pengikatan Jual beli, oleh karena ita kewajiban akan pembayaran fasilitas tersebut
masihlah ditangan developer. Akan tefapi apabila dilikat dari sudut pandang moral
maka yang momakai fasilitas tersebut yang harus mombayar apa vang felah
dipakainya, dalam hal ini yaite pthak ketiga yang menempati dan menggunakan
fasiiitas dalam rumah susun tersebut.

2. Bahwa Penggagat sccara hukum berdasarkan ketentuan Anpgaran dasar dan
Anggaran Rumah Tanggz Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman

Kemayoran Condominium tidak mempunyal wewenang atau kapasiias untuk
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melakukan pemungutan juran pengelolaan di rumah susun Taman Kemayoran
Condominium karena merupakan fugas dan kewenangan dari Badan Pengelols
Rumah Susun Taman Kemayoran Condormnium,

Berdasarkan Alinea ke-3 Mukadimah Anpgaran Dasar Perhimpunan Penghunt

Rumah Susun. Perhimpunan Penghum dapat membentuk atau menunjuk badan

pengelota yang berluges untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi

pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama

dan pemeliharaan serta perbaikannys. Dana yang dipergunakan untuk membiayai

pengelolaan dan pemeliharasn Rumah Susun diperoleh dari pungutan iuran

pengslolaan dari anggola perhimpunas,

Diari alinea diatas, depat ditarik kesimpulan bahwa Perhimpunan Penghunt dapat

menunjuk Badan Pengelola, bukan wayib mengangkat Badan Fengelola

3. Bahwa gugatan Penggupgat fidak didassni oleh daser hukum dan fidsk
didukung dengan bukti-bukti yang kuat,

Babywa berdasarkan dari putusan Pengadilan, dapar diketahui bahwa telah terdapat

bukti- bukti yang cukup mendukung, antara lain

1. Anggaran Dasar Perhimpunan Penghumt Rumsh Susun Taman Kemayoran.

2. Angpgaran Rumah Tangga Perhimponun Peagheni Rumah Susun Taman

Kemayvoran.

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Mo. 2525/XV/RB.

Sertitikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3137/X1/D

Sertifikat Hak Milik Atas Satban Rumah Susun No. 3153/XV/D

Akta Jual Beli No, 2d/kemayoran/2042.

Akta Jual Beli No. 10472003,

Sertifikat Hak Milik Afags Satuan Rumsh Suson No 2798/1X/A.

Sertifikat Hak Milik Atas Satean Rumah Susun No 3099/1V/D

106. Akta Juzl Beli No. 24/Kemayoran/2002.

11. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2936/ C..

12, Akta Pengikatan Jual Bell No.57,

3. Akta Pengikatan Jual Beli No 214,

14. Akta Pengikatan Jual Beli No, 37.

15, Akta Pengikatan Jusi Beli No. 37,

© e N e AW
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7.
18.
9.
z0.
21
22
23,
24,
25.
26.
27,
28,
29,
30.
3.
32
33.

60

Akta Pengikatan Jual Beli No. 110.

Akta Pengikatan Jual Beli No 235,

Akte Pengikatan Jual Beli No. 62,

Akta Pengikatan Jual Beli No 258,

Akta Pengikatan Jual Beli No, 43

Akta Pengikatan Jual Belt No. 44

Akfa Pengikatan Jual Beli No 62

Akta Pongikatan Jual Beli No. 16

Akta Pengikatan Jual Beli No, 44,

Akta Pengikatan Jual Beli No. 163,

Akta Pengikatan Jual Beli No, 136.

Aktz Pengikatan Jusl Beli No. 194,

Akta Pongiketon Jual Beli Ko, 270,

&kia Pengikatan Joal Bell No. 2

Alkta Pengikatan Jual Beli No. 4

Pengikatan Dengan kwitans: dengan tanda terims tertanggal 035 agustos 1996.
Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima terfanggal 3 juni 1996
Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima tertanggal 3 Juni 1996

Berdasarkan bukt-bukti yang teleh dijabarkan diatas, maka dapat diambil

kesimpuian bahwa salah saty pertimbangan hekim yang mensatakan bahwa

Perkara tersebur huranp disertsl dongan bukii-bukti vang  jelas  dapat

dipertanyakan,
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BAR Il
PENUTUP

1.1, Kesimpulan,
3.1.1 Proses Pembentukan Perhimpunan Penghuni ‘

Mekanisme dan proses pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah
Susun dimulal dilakukan dengan cara para pesulik dan 7 atau para penghuni
rumah susun terlebil dahnlu mengadakan rapat urmum Pembentukas Perhimpunan
Penghuni Rumah Susun yang dani rapat tersebut dituangkso dalam risaiah
{notulen) rapat, setelah its oleh rapat ditunjuk angpota atau peserta rapat dan
diberi kuasa guna menghadap notaris untuk membuat pernvatean dasi ssgala apa
vang telah diputuskan dalams rapat lersebut vaitu kedalam Akta Pendirian
Perhimpunan DPeaghunsi Rumah Susen yang berisi miengenai peninjukan ketua,
sekretaris, benddahara, pengawasan dan pengelolaan,

Setelah dibuatnya Akls Pendirian tersebut maka dilanjutkan dengan
pembuatan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga vang kemughan
disahkan dalam rapat umum yang kemudian disashkan oleh gubernur. Yang
kemudian dilanjutken dengan pembentukan badan pengeslola yang bertugas
menyelenpparakan pengelolaan vang melipuil pengawasan terhadap penggunaan

bagian-bagian bersama | benda bersama, dan pemehharaan serta perbaikansya.

3.1.2 Fungsi, tugas dan wewenang Perbimpunan Peaghant Rumah Susan
Dalam Passl 19 Undang-Undang Ne. 16 whun 1985 fentang Rumah Susun,
diwajibkan dibentuknya Perhimpunan Penghuni Rumash susun, yang méeémpunyai
fungsi untuk membina. Mengatur dan mengorus kepentingan bersama diantars
para penghuni satuan rumah susen, menjaga dan melengkapi kebutuhan penghuni
dalam menggunakan dan menjaga kelestarian henda bersama, baglan bersama dan

tanah bersama, membina penghuni kearah kesadaran hidup bersama secara serasi,
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selaras dan seimbang dalam rumsh susun dan Hngkengaonya dan
mengesalikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serfa mengangkat
Pengurus dan menugawasi Hadan Pengeluia.

Pengurus Perhimpunan Penghuni diangkat oleh Perhimpunan Penghuni,
adapun vang menjadi kewenangan pengurus adalah Penpurus berhak untek
membuat dan merubah aturan fata tectib dan pengelolaan penghunian serta
menenfukan kebijaksanaan sesual dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah
Tangga Perhimpunan Penghunt, Pengurus berwenang untuk melakukan
peringatan, leguran dan findakan lain lerhadap penghuni vang melangpar afau
tidak menaati aturan Anggaran Dasac atau Anggarans Rumah Tanpya, aiura.n tata
tertib, keputugan rapat umum, keputusan rapal pengurus dan perjanjian dengan
badan pengelola dan Ketua dan sekrefaris berwenang mewakili perhimpunan
penghuni didalam dan diluar pengadilan tentang sepals hal, dan segaia kejadian
sesual dengan Anggaran daser atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan
penghuni dan peraturan parundang-undangan yang berlaku serte menjalankan
segala tindskaa-tindlakan baik mengenal pengurusan rnaupun vang mengenal
pemitikan dalam rmang lingkup pengelolaan rumah susun tersebut.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dan pengurus adaiak @

1. Memberikan pedanggungiawaban kepada rapat umom pechimpunan peaghuni.

2. Menyampaikan laporan kepada perhimpunan penghuni secara  berkala
sekurang-kutangnya dua kali setahun atas pekerjaan badan pengeiola,

3. Menyelenggarakan lugas-tugas adminisitasi yang berkaitan dengan masalah
penghunian perhimpunan penghuni Melaksanakan pulusan fapat umum
perhimpunan penghuni.

4. Membina penghuni kearah kesadaran hidup bersams, selaras, serasi dan
seimlang dalam perhimpuosn penghuni,

5. Mengawasi pelaksanaan penghunian satuan rumah susun agar peaghuni
mematuli ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serfa perikatan pegjanfian dengan badan pengelola.

6. Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran vang telah
dilakukan oleh penghuni terhadap keputusam rapat nmum  perhimpunan
penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar alau Anggaran Rumah
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Tangpa perbimpungn penghuni serta pegjanjian dengan badan pengeloia,
termasuk memohan bantuan dan dinas pcwmahan; Pemda dan pihak berwajib
Tainnya dalam menerapkan sanksi bagi penghuni yang tidak memenuld tala
tertih penghunian,

7. Menialin hubungan kerjasama baik secara langsung maupun tdak langsung
dengan  pilalepthak  terkait sebagaimans  dimaksud dalam  peraturan
perundang-undangan.

3. LA Kesimpulan tentang pembayacan fasilitas dikaitkan dengan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli

Berdasarkan apa vang telah divraikan pada bab-bab sebelumnya mengena
kekuatan hukam Peranjian Pengikatan Jual beli , maka dapat disimpulkan bahwa
Perjaujian  Pengikatan Jual Beli yang dilakukan antara pihak developer
(PT.Adhiputra) dengan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum vang kuat
dan mengikat. Karena pada dasarmya Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah
Perjanjian bantuan alau pendahulian yang harus ditingkatkan dengan Akta Jusl
Beh  dibadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang baru dapat
mempunyal kekuatan hukum yang mengikat. Karena peralihan hak di Indonesia
mempunyal sifat vang tunai danterang.

D yang telah dhuraikan dlatas, Himbul perfanyaan baru, siapakah yang
harus bertanggung jawab terhadap pembavaran fasilifes rumah susun tersebuf?
Apakah Developer vang masih bertindak selaku pemilik sah unituni#t rumash
susun lersebuf alau pihak yang menempati ramah susun tersebut?

Pertama untuk menentuksn siapa yang berkewajiban membayar fasilites
tersebut harus dilibat dalars Pegjunjian Pengikatan Jual Bell nya tersebot, apakah
diperjanjian tersebut dicantumkan secara jelas dalam Pasal tertentu siapa yang
berkewajiban membayar penggunaan fasilitas tersebut, apabila didalam Pemjian
tersebut tidak dicantumkan secara jelas maka dilihat dari sudut pandang hukum
maka, Peralihan hak dan kewajiban atas mmah susun fersebut belum beralih dari
developer kepada pihak ketign karena baru hanya dilakukannya Perjanjian
Pengikatan Jual Beli bukan Akta Pengikatan Jual beli, oleh karena itu kewajiban
akan pembayaran fasilitas tersebut masiblah ditangan developer. Akan tetapi

apabila dilihat dan sudut pandang moral maka yang memakai fasilitas terssbut
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yang harus membayar apa yang telzh dipakainys, dalam hal ini yaita pihak ketiga

yang menempati dan menggunakan fasilitas dalam numsh susun tersebut

3.2. Saran.

Saran yang dapat penulis Lerikan dalam analisa kasus dalam peaulisan ini
adalah bahwsa sebaiknya dalam mengajukan gepatan harus dilihal terlebinh dahulu
siapa yang akan digogat, sehingga gugatan tidak akon ditolak karens kurangnys
para pihak.

_ Saran lainnya mengenal peomasalahan pedanjian pengikatan jual bell

mumah zusun adalah bahwa sebaikmya dalam Perjaniian Pengikatan Jual Beli
tersebul dicantumkan secara jelas dalam Pasal tersendinl bagaimana mengena:
hak-hak dan kewajiban-kewajiban Developer, apaksh berpindah ke Pembeii
ataukah masih tetap ditangan developer, sebaiknya }zzga'ditzsmtu mkan dengan jelas
bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut harus ditingkatkan ke Akta Jual
bell dihadapan Pegjabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) dalam jsngka wakfu yang
ditentukan untek menjamin kepastian hukum, selain itu saran mengenai siapa
yang seharusnya berfanggung jawab atas pembayaran fasilitas rumah susun dalam
perkara ini adalah schaiknya antara developer, Pihak ketiga daun Perhimponan
Penghuni sabag Dermusyawarzh dalam menentukan siapa yang bertanggung
jawab, apakah ditanggung oleh Penghuni rumals susun sebagai penggona fasilitas
tersebut, Developer alau secara bersama-gama antara penghuni dengan developer

dengan bagizn-bagian yang telah disepakati oleh masing-masing pthak.
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UNIVERSITAS INDONESIA
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* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YARG MAHA ESA ™

Pengadilan Negert Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadlli perkara-perkara
Perdata dalam peradilan tingkat pertama, ielah menjatuhkan putusan sebagat berikut
datam perkara antara ; ‘

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN TAMAN KEMAYORAN
CO&MM)ENIBH" (PPRS TKC) dalum  hal int diwakili oleh AHMAD
WIHJAYA dan POEON PURIANTO selaku Ketua dan Sekretaris PPRS TKC
terssbut bherslamat di Club House 132 Taman Kemayoran Condominium,
Jakarta Pusat, dalam hal int diwaldi oleh Kussanya 1B GREGORIUS, SH
Advokat dan Pengacare pada Kantor J B GREGORIUS, SH & Partners

berkantor di Puskopal Armabar Jakarta  8ldg 2 nd foor, 31 Tabab Rava,

Kompigks TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 berdasarkan Surat
Kuasa Khusus angga! 01 Nopember 2007,

Selaniutnya iSeE e seene e PENGGUGAT ;
MELAWAN :

PT. DUTA ADHIPUTRA, Periisahaan swasta, berlamzt dl Teman Kemayoran
Condominium, Wisma Ebony, Lantel Dasar No.03 Kemayorsn Jekari
Pusat dalam hal ini diwaigh oleh kuesanys ALAMSYAH HANAFIAH, SH,
HENDRA HERIANSYAH, SH., dan M. SYAFRI NOER, SH.Mst Advokat ¢dan
Pengacara pada Kanfor Law Office ALAMASYAH HANAFIAH B Partmers
berkantor df Ji. Letjen R, Suprapto Ruko Cempoka Mas Bouleverd Barat
Blek C No.Z lakarte Pusat Indonesis 10640 berdasarkan sirat kuass
khusus tertanggal 10 Desember 2007,
Selanjutnya diSebut & e FERGUGAT

Peryladifan Negesi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak vang berperkara ;
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Menimbang bahwa Penggudat melalll surat qugatannya tertanggel 15
Nopember 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan pengadian Negerd Jakarts
pusat pada tanggal 15 Nopember 2007 dibawah Regisier perkara
o 377/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. yang pada pokoknya atas dali-dalfi sebagal berikut

1., Bshwa PENGGUGAT adalah suaty Periimpuran ?enghv.;}al Rurnah Susun Hunian
Taman Kemayoran Condominium, yang Anggaren Dasar (AD) (Bukt P-1) dan
Anggaran Rumah Tangganya (ART) {Bukf P-2) disshkan oleh Guberntr DKL
Jakarta pada tanggal 22 Oktober 200Z;

2, Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangge (ART)
Perhimpunan (vide Bukt P-1 dan P-2) tersebut, wewenang PENGGUGAT adalah
antare laln menvelenogarakan pembukuan dapn adminigtrasl keuangan secara
terpissh sebagal kekaysen Perhimpunan (vide Pasal 9@ (63 AD) selain ity
PENGAUGAT jugo berwenang menerima dan mamung;zt payaran dard selunuh
anggoia Perhimpunan {vide Pagal § (8) AD};

3. Bahws TERGUGAT adalah perusahaan swaste berbadan hukum Indonesia yang
tefah membangun (sebagai developer) seluruh hangnnan' Rumah Susun Taman
Kernayoran Comdominium tersabiut;

4. Bahwa sejak berditinya Rumsh Susun Taman Kemayoren Condominium, segala
pemnbayaran fasiiitas seperti service charge, Listrik (PLN), air {PAM) ditagiit oleh
dar dibayérk:&n kepade TERGUGAT oieh Penghuni afau Penyewd, kerena
Perhimpunan belum dibentuk, Setelah pengesehan pembeniukan Periimpunan
Penghunl Rurpah Susur Hunian Tsmen Kemayoran Condominiuim pada bulan
Novernber 2002, maka wewenang mengelola segala sesuaty menyangkut Rumah
Susun Taman Kemayoran Condomidnium termasuk pembayaran fasiiitas tarsebut di
atay diserahkan/dibavarkan kepads PENGGUEART!

5, Bashwa TERGUGAT sebagal Penghunt dan pemilik atas 33 (Hga puluh tiga) umt
rumah susum {Bukd P-3) i Rumiah Susun Tamen Kemayoran Condominium,
bersama pemghuni den penyewa fain di Rumah Susun Taman Kemayorsn
Condominium berkewaiiban membayar retribus! kepada perhimpuran  melalul
PENGGUGAT sstiap bulan berupa, pernbayaran Service Charge sebesar R,
3500/m2, pembayaran luran dana cadangan [Sinking Fund) sebesar Rp.
R00/m2, pewmbavaran lsgik (?m),‘ai? {PAM) dan utiiitas lsinnya sesual dengan
jumlah pemakaian perbulan, jJumiah pembayaran mana telah. diputuskan dafam
Rapat Pengurus ditambah «dengan & (enam) orang wakil Pemiiik yang ditetapkan
oleh Rapat Umum;
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Bahwa sejak pellmpahan wewenang pengurusan Rumah Susun Taman Kemayoran
Comdominium pada bulan Noveber 2002 darl TERGUGAT kepada PENGGUGAT,
pembayaran Blaya Pengelolaan éamnafsps (service charge + sinking funt},
listrik, nir dan utilitss lalnnye darl unit-unit rumsh susun milk TERGUGAT (vide
Bukt) P-3) sampal pada tanggal gugatan inl didaftarkan, belum pernah dibayar oleh
TERGUGAT; § \'

Bahwa tunggakan BPS, listrik dan air yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada
PENGGUGAT untuk 33 unit rumah susun tersebut sejek bulan November 2002
sampai tanggal 30 Oktobér Zéaz_adalah sebesar Rp. 1.011. 266,740
{Satu milfiard sebalas Juta dua ratus ensm puish enam riby tujuh ratus empat
puluh rupish) sebagaimans perinclan tnggakan tersebut pada Bukti P-4;

Bahwa selama bermhun-mhun  tunggakan tersebut tidek tertsgih kerena
TERGUGAT berdalin bahwa 33 unit rumah susun tersebuf betum feku terjual, atau
dengan alasan lain bahwa pernbavaran tnggakan-tunggakan tersebut menunggu
unitunit Ko oku terjual. Dall mana adalzh kelslalan YERGUGAT sebugal
petenggaran terhadap Anggaran Dasar (AD} dan Anggaran Rumsh Tangga (ART)
Perhimpunan Penghuni Rusaah Susun Hunian Taman Kemeyoran Condominiurm;
Sahwa kelalaisn TERGUGAT tdak membayar tunggakan BPS, Lsirik dan Alr
kepada PENGGUGAT dan bulan November tahun 2002 sampal butan Oktober fshun
2007 sebwesar Rp, 1.011.260,740 {Satu milliard sebelas juta dua ratus enam
pulub enam ribe tujul ratus ampat puluh rupiahl, merupakan bukl bahwa
TERGUGAT telah maliskukan Wan-Prestasi;

Bahwa kelglolan TERGUGAT telab menyebabkan kerugian bagl PENGGUGAT, tdak
hanya karena TERGUGAT tidak membayar kewalibannya tetapi PENGGUGAT harus
manangguny membayar tedebih dahtiu tagihen pemakalan listik dan air yang
digunakan pada unit-unlt milik "TERGUGAT tersebut antara lain (sepert Lagihan
bulan Qkitober 2007): di Tower Flamboyan {(Bukti P-5,52,5b,5¢,50,%,5F,5a, dan
Sh), Tower Akasis (Bukd P-6, 6a), Tower Aster (Buktl P-7, 7a,7b,7¢,7d,7e} Tower
Bougenville {Bukd P-8,8a,8b,8¢,8d 8e,8f), Tower Ebony (bukt P-9,9a,95,9¢,0d)
dan Tower Cendana {Bukt P-10,10a,10b den 10c). he! tersebut juga menunjukan
katidakaditan dan arogansi TERGUGAT bagh penghunt 12l yang selalu membayar
kewajiban-kewajibannya kepeda PENGGUGAT pada wektu doan sesual dengan
jumishaya; ‘

Bahwa kerugian PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak membayar tunggakat
tersebul pada point 9 di atas, jika dihitung bunga bank yang beriaku szat inl yaltu
roinimum 1% perbulan atau pertahun menjadi 12%, maka keuntungan yang
selmrusnya dapat diperoleh PENGGUGAT dari bunga bank adalaly:
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11.1. Total Tunggakan Tahun 2002 sebesar Rp. 39,287.588,

Bunga bulan Nov-Des 2002 (12 bulan= 2%} e Rp. JOABAS
11.2. Totel Tunggakan Tahun 2003 sebesar Rp 184,879, 180,

Bunga Tahun 2003 (12%)assvsrmonarrrnrssione Rp. 22.185502.
11.3. Totl Tunggakan Tahun 2004 sebesar Rp 187.839.075.

Bunga Tahun 2004 {12%)-w.. Rp, 22.540.68%.
11.4. Totel Tunggakan Tahun 2005 sehesar Rp 189.472.005

Bunga Tahtn 2005 {1298} wueseesssesorssusssmnesssrors ooe Rp, 22736641
11.5. Total Tunggakan Tahun 2006 sebesar Rp 204.315.781.

Buniga Tahun 2006 (129 ) cinmsnirersns T e Rp. 24.517.894.
11.6. Toral Tunggakan Tahun 2007 sebesar Rp 170.103.733

Bunga Tahur 2007 (10 bulan = 0% RP. 20412488

Berdasarkan wraian tersebut maks TOTAL TUNGGAKAN TERGUGAT dari
tlan November 2002 sampel bulan Oktober 2007 adaish sebesar Rp.
1.011.286.740,~ dan TOTAL BUNGA dari tahun 2002 sampai hun 2007
adalah ssbesar Rp. 113.097.818,- maks TOTAL TUNGGEARAN ¢dan BUNGA
yang harus dibaysr TERGUGAT sampal buian Okteber 2007 adalan Rp.

1.124.364.561.« jumlah tunggakan dan bunga mana harus dibayer unas
oleh TERGUGAT wnal dan seketlla;

12. Bahwa etas kelalaien TERGUGAT membayar tagihan pembavaran atas fashitas--
fasiditas vang digunakannya di Rumazh Stsun Taméa Kemayoran Condominium
teysebut, PENGGUGAT telah menunjuk Kuasa Hukumnya dar! Kantor Advokat dan
Penacara, ™3 B GREGURIUS, SH & PARTNERS  wrsebut < atas, dan sclanjulnva
Kiasa Hukum PENGGUGAT tefah dga (3) kall mengirimkan Surat Peringatan, yang
pertama tangga! 22 Agustus 2007 (Bukli P-11) kedua tanggal 21 September 2007
(Bukti P-12) dan ketiga tanggal 2 Oktober 2007 {(Bukt P-13) tetapl TERGUGAT
tetap Ydak membavar tunggakan tersebut;

DALAM PROVISI:

13. Babwa guna menghindad kersgien lebih besar dialaml oleh PENGGUGBAT
membayar semud tagihan listrik dan air dan fosllites-fasiiites fain atas unfi-unit
mik TERGUGAT (tersebur dalam bukt R.3), maka dengan i kamt mohon
Pengadiian Neged Jakarts Pusat memerintahien kepada Perhlmpunan Penghuni
Rumah Susun/PFPRS Tamen Kemayoran Condominium {PENGGUGAT) atau suats
Badan Pengelola yang ditunjuk oleh PENGGUGAT untuk segers dan scketka
mencabut dan atab memutuskan semua fasiitas air dan listrik dan ateu fasiitas
lain yang digunakan dalam unitunit milik TERGUGAT {vide bukti P-3) df Rumah
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Susur Taman Kemayoran Condomintum sampai semua kewajiban TERGUGAT
dibayar lunas; !

MQHOR SITA
14, Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (ilusoir) maka

dengan Inl PENGGUGAT memchon kepada Pengadllan Negeri Jakarta Pusat untuk
meletakan sita jaminan atas bangunan kantor TERGUGAT/DUTA ADHI PUTRA yang
teretak di Taman Kemayoran Condominium, Wisma Ebony It dasar No. 03,
Jakarts Pusat dan 33 unit rumah susun milik TERGUGAT yang beralamat di:

tio. TOWER/wisma LY UNET

1 FLAMBOYAN 02 FfO7
2 FLAMBOYAN a4 8/02
3 FLAMBOYAN o7 B /62
4 FLAMBOYAN 08 E}06
5  FLAMBOYAN 08 E;O6
8  FLAMBOYAN 0g ci03
7 FLAMBOYAN 10 Fig?
8  FLAMBOYAN 10 D705
9 FLAMBOYAR 14 8702
10 AKASIA 08 C/03
11 AKASIA 16 A01
12 ASTER 01 c703
13 ASTER 8z Bjo2
14 ASTER 64 L3
15 ASTER 04 Gios
16 ASTER {4 B/OZ
17 ASTER G7 D05
18 BOUGENVILLE 06 £/06
18 BOUGENVRLLE {6 Cjo3
20 BOUGENVILLE 07 Afo1
21 BOUGENVILLE 12 E /06
22 BOUGENVILLE 14 Ajo1
3. BOUGENVILLE 16 C/03
24 BOUGENVILE 17 A/l
25  EBONY 01 c/03
26 EBONY i1 D/0s
77  EBONY 01 E/06
28  EBONY 01 C/03
29 EBONY 04 c/03
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30  CENDANA 04  DJOS
31 CENDANA 09 c/ez
32 CENDANA .14 TClos
33 CENDANA 6 .Bjo2

A

15, Bahwa gugatan PENGGUGAT inl didasart oleh bukid-buld yang sahy, oleh karena itu
patut menurut hukum apabila Gugatan PENGGUGAT diterims don dikabulkan
seluruhnya dan Pengaditan menyatakan sebagal hukum (verkizerd voor Recht),
TERGUGAT telash meiskukan Wan-Prestesi tidsk membayar tunggakan,
pembayaren fasiiitas kepada PENGGUGAT sejumish Rp. 1.011.266.740 (Satv
mifiard sebelas jula dua ratus enam puluh eram iibi agyé ratus empat puitih
rupiah), twungaakan mana banss dibayer TERGUGAT segera dan seketie dengan
tunge dari bulan November fahun 2002 sempal bulan Qkiober tahun 2007,
sebesar Rp., 113.097.818,- Sehingga seluruhnya berjumish Rp. 1.124.364.561.-
(satu milliard seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima
ratus enam puluh satu ruplah)s

16, Bahwa untuk memenuhl kepastian hulasn, adaieh patut menurut hukum ke
TERGUGAT hanss membayar uang paksa (dwangsom) kepads PENGGUGAT
sebesar Rp 5.000.000, perhad jika TERGUGAT falei menjalankan putusan perkara
ini sampai selureh hutang TERGUGAT tersebtt di atas lunas terbayar;

17, Bahwa ksrers guustan PENGGUGAT inl didasari cleh bukti-buktl yang sash, oieh
kargna i pehut juga menunit hukum apabila PENGGUGAT memchon stpaya
Perngadiian  menyatakan babwa putusan perkarg v dapat difafankan terebih

dahuly walaupun ada verZel banding atau kasasi darl TERGUGAT (Uit Veerbaar
Hif voorrazd};

Bahwa berdasarkan hal-hal terurel deongan buk¥ vang sah tersebut ! ates maka

PENGGUGAT dengan ind memohon kepada Majelis Hakim vang memaeriksa dan mengadii
perkara inl berkenan memutuskan ¢

PRIMAIR

i. Menerime dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk selundhnya;

2. Memvyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT;

3. Manghukum TERGUGAT untuk membayar tunggakan B8PS, Histrik dan air df Rumah
Susun Taman Kemayoran Condominium darl bulen November tahun 2002 sampal
bulan Cltgober Tahun 2007, sebesar Rp 1.011.266.740 (Satw milliard sebelas Juta

dug ratus enam pulvh enam fbuy tjuh retus empst puluh ruplah), kepada
PENGGUGAT secara tunal dan sekallgus; ‘
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4. Menghukum TERGUGAT untuk ®membayar kerugian kepada PENGGUGAT
sebesar 12% setahun (atau 1 % perbulan) dari bulan November tahun 2002
sampal bulsn Qktober Tahun 2007 s&hesa% Rp. 113.097.818,- sampal dengan
TERGUGAT melunasl seluruh hutangnye tersebut;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consenvafolr Reslay) atas
bangunan Kentor TERGUGAT/PT DUTA ADHIPUTRA vang terletak <f Taman
Kemayoran Condominiim, Wisma Ebony It. dasar No. 03, Jakarta Pusat dan 33
unit rumah susun millk TERGUGAT yang beralamat di;

No. TOWERAwisma Ly "LNEY

1 FLAMBOYAN 0z Fia7
¢  FLAMBOYAN 04 B/O2
3 FAMBOYAN o2 B/O2
4 FLAMBOYAN 08 . Ejf08
5  FLAMBOYAN 08 Efoe
5  FLAMBOYAN 8 C/03
7 FLAMBOYAN 40 Fjo7
8  FLAMBOYAN 10 D/0%
9 FLAMBOYAN L B/ 02
18 AKASIA 08 703
il AKASIA 16 AJ03
12 ASTER 01 C/03
13 ASTER 02 B/32
i4 ASTER B4 /03
15 ASTER 04 G/08
16 ASTER ™ B/0zZ
17 ASTER a7 D05
18 BOUGENVILLE 05 E/ 08
19 BOUGENVILLE 05 Cr03
20 BOUGENVILLE 07 AJ01
21 BOUGENVILLE 12 E/08
22 BOUGENVILLE 14 AfOL
23 BOUGENVILLE 16 C703
24  BOUGENVILLE 17 A0
25  EBONY 01 C/03
26 EBONY o1 B/05
27 EBONY 01 Ef08
28 EBONY o1 c/03
28  EBONY 04 €703
30 CENDANA 121 5108

Analisa Kasus..., Henny, FH Ul, 2009



L

“ i

31 CENDANA 08 C703

32 CENDANA 14 Cins
33 CENDANA 6 ‘H5/02

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa {dwangsom} Repada
PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- perhari apabila TERGUGAT ialai
melaksanakan putusan perkara inl;

7. Menyatakan bahwa putusan atas perkars Inl dapat dijatankan teriehih dahtsu
walaupun ada Verzet, Banding ateu Kasasi darl TERGUGAT. (Uitvoerbaar bif
Vaorraad);

8. Menyatakan blaya perkara meouwrut hukum;

SUBSIDAIR

Atay apablla Pengadiian Negerl Jakarta Pusat berpendapat laln, mohon putisan
vang seadil-adilnya {ex saquo et hons);

Menimbang, hahwa pada hari persidengen vang telah ditatapkan, untuk
kepentingan Penggugpat telah datang menghadap Kussanya @ J B GREGORIUS, SH
berdasarkan Surat Kussa Khwsus tanggal 01 Nepember 2007, sedangkan wntuk
Tergugat telah datang menghadap Kuasanys : M. SYAFRI NOER, SH.Msi berdasarkan
Surat Keasa Khusus tenggal 10 Nopember 2007

Menimbang, hahwa ssteigh Mediator mengusahakan perdamaian Redua befah
pinak yang berperkarz melghl mediasi tidak berhasl, maka gugstan Penggugat

dibacakan dipersidangan dan atas pembataan guastan tersebut Penggugat menyatakan
telep pads gugstannys |

Menimbang, bahwa alas gugaitsn Penggugat ‘fersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 12 Maret 2008 yvang pada pokoknya
sebagai berkut :

DALAM EKSEPSI :

1. Babwa Tergueat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalll Gugatan Penggugat
sebagaimana terfusng dalam Surat Gugaten Penggugat tertangaal 15 November
2007, yang terdaflar di Pengadilan Negen Jakarta Pusat dalam Reglster Perkare
Noo: 377/0d0.GA20GT/PN.IKEPst, tertangnal 21 November 2007, terkecualt hal-
hal yang dlakul dengan tegas dan tertulls sebagaimana tersebut dibawah inf;

Analisa Kasus..., Henny, FH Ul, 2009



_ e sy fMIOI PHIBR [ KUFANG partal, sebagaimana
yang ¢ daflikan Penggugat df dalam Gugatannya poin ke-5, kard kutip sebagai
berikut

5 * Bakwa Tergugsl sebegsf PENGHUNI dan PEMILIK ztas 33 (tiga
pulult Higa} unif rumah susun of rumal susun Taman Kemayorati
CONCOMINIUD, ovrene-nst (Vidde Sutat Gugatan),;

Pehwa secara fokte hukum, Forgugst (PT, Duls Adhiputra) BUKANLAM sebagal
PEMZLIK‘ Permanen ates 33 {tigs puluh tigs} unitunit rumah susun yang ada di
Taman Kemayoran Condominlum sebagaimana yang di dalllikan cleh Penggugat
torsebut distas, Kerena Tergugat hanya sebagai Developer { pemifik perantara atas
unit-unit dimaksud, dimana atas unit-unlt tersebut telah ditakukan Yndakan hukum
JUAL BELY dari Tergugat {PT. Dula Adhiputra) kepada Pihak Ketlga selaku Pembeli
dan Pemilik Sah atas satuan numah susun yang digugat oleh Penggugat aquo.
Disamping iy terhadap beberapa unit rumzh susun terscbut sudah dilaladken
Pengikatan Jugl Beli antara Tergugat dengan Fihak lain, sebagaimana yang akan
Tergugat uralkan dibawah ink;

Beliwa sebageimana surat Gugatan Pengougat pada poin 14 Jo. Petihuranys pada
point 5, yang menguraikan seolah-clah batwig 33 (Hga puluh Uga) unit-unit rumah
susun tersebut sdaiah milik Tergugat (demildan pendapat Penggugat).

Bahwa dalil Pengougat vang menvatakén 33 (Hga puluh Higa) unit rumah susun
tersebut adalah MILR Tergunat adalgh MERUPAKAN SUATY suatu KESALAHAN/
KERELIRUAN QBIEK, Karena terhadap uniteunit rumah susun tersebut BUKARNLAH
mifik Tergugat, melalnkan millk orang lsin 2tau Badan Hukum fein {Pihak Ke-3)
yang dapat di buktikan dengar sertifikat hak kepemilikan karena terjad! peratihan /
teriadi transaksl Jual Beli antara PT. Dutz Adhiputre {selaku Developer) dan
sebagiannya iagl elah di lakukan Pengikatan Jual Bell dengan pihak iain, ha! ini
dapat di fikat dan di buktkar datem lampiran bukt vaitu antara jain berdasarkan;

a. SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN HNo.
2825 /XV /B, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jekara f’esat, dengan juas
158.83M2, atas nama DANA PENSIUNAN PERKEBUNAN, berkedudukan di
Jakarta, yang terletak di Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium No.
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01, lantal XV Biok. 8, Blok A, 1, (vide dalil Gugatan Panggugat di dalam i_’osim
No. 14 dan Pettum Mo. 5, nomor urut 11), dengan Gambar Situasl Nomor ©
429/1995, 2l Jual Balinya di buat di hadapan Pejabat PPAT Hajf Zemsl, SH.
tanggal 31 Desernber 2004 No. 241/2004;— {Bukti 7-1)

. SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN No,
3137 /31L/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, lakarta Pusat, demgan
luss  00,14M2, atas mnama DANA PENSIUNAR PERKEBUNAN,
verkedudukan di Jakerm, vang terietok di Rumsh Susun Teman Kemaydran
Condeminium No, 05, lantal XTI Bick. D, Blok A, 1, {vide dalil Gugatan
Pengguoat ¢l dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 21},
dengan Gambar Sltusst Nomor ; 425/1995, akta Jual Belinya di buat di
hatlapan Pajabat PPAT Haji Zamd, SH, tanggel 31 Desember 2004 No.
191/2004;—{Bukti T-2)

. SERYIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN No.
3183/XV/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemavoran, Jokerta Pusal, dengan as
76,45M2, atas nama DANA PENSIUNAN PERKEBUNAM, berkeduduian di
Jakarm vang terletak di Rumah Susun Taman Kemayorgn Condominium No.
03, lantal XVI Blok. 1§, Blok A, 1, (vide dalt Gugaten Penggugat di dalam
Posita No. 14 dan Pelitum No. 5, nomor wrat 23}, dengan Gambar Situasi
Nomor 1 42571995, alds Juai Belinya di buat di hadapan Pejabat PPAT Haji
Zamt, SH. tanggal 31 Desember 2004 No. 255/2004;—~(Bukt) T-3)

. Akta Jual Beli untuk Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, Nomor @
24fKemayoranf 2002, antare PT. Dute Adhiputra vang dalam hal ini di wakili
oigh Sdr, Thonnius Max Wagannia, selaiu pihak penama dengan sdr. Bamny
Kolondang, selaiku pihbek kedus, atas objek Hak Milik atas satu unit Rumah
Susun No. 2021/J1/A/Kebon Kosong, vang teretak dif Nomor, 2, tantal XIV,
Blok A, Wisma Flamboyan {vide dalit Gugatan Penggugat di dalam Pogita No.,
14 dan Petium No. 5, nomor urut 9), dengan luas 77,27 M2, tertanggat 3
2l 2002; {Bukli 4}

. Akta Jual Bell untuk Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, Nomor
10472003, antara PT. Duta Adhlputre vang dalam hal inf ¢f wakdt oleh sdr,
Thonnius Max Wagannia, selaku pthak pertama dengan sdr. Fenny Widiada,
selaku pifak kedua, atas obiek Haok Mk atas satu unit Rumsh Susun No.
AN03/N/GKebon Kosong, yang tedetak di Nomor. 01, Lantal VII, Blok D,
Wisma Bougenviie (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan
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Petitum No. 5, nomor wrat 20}, dengan juas 90,10 M2, teranggal 18
Nogpember 2003; {Bukti ~5)

%

Sertifikat Hak Millk untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
No. 279875/ /A, Kel. Kebon Xosong, Kecamatan Kemayoran, Jakaria Pusat atas
nama Sdr. Leo Sudibyo, yang terietak di Tower A1 Wisma Flamboyen, Lantai ,
unk €f03 type 96 Rumah Susun Taman Kemayoran (vide dalil gugaten
Penggugat di dalam posits No.14 dan patitum No.5 Fomor ururt &) dengan
tuas 109 M2 {Buldi T-8) ;

Sertifikat Hak Mk uniek setuan Rumsh Susun Taman  Kemayoran,
No.3009/TV/D/Kal, Keben Kosong, Kec, Kemayoran, Jakarta Pusat atas nama
Dana Pensiunan Perkebunan, yang terfetak ¢f Tower B.2 Wisma Bougenvlle,
tantat 6 Unit C/03, Type 80, Rumah Susun Teman Kemayoran berokuran
kurang lebih luas gross ares 93 M2 { vide dalit gugatan Penggugat di dalam
posita No.14 dan Petitum No.5 No. Urut 19) tertagge! 1 Sepetember 1994;
(Bt T-7) ;

Akta Jual Bell untisk satuan Rumah Susun Taman Kerayoren, Nomor ; 24/
Kemayoran/2002 Kemayoran/<002 antars PT. Duta Adhiputra selaks pihek
pertama dengan sdr, BERNNY KOLONDANG, Dertindak untusk dan atas nama
Tuan Chandur Hassaram Mahtani selaku pifiak Kedu'a, atas obhyek yang teretak
Tower A1, Wisma Hambovan, Lantsl 7, UNIT H/02 type 80, Rumah Susun
Tamun Kemayoran berukoran lebiby uas gross area 94 ME {vide dalil gugatan
Penggugst di dstam Posista No, 14 dan Ne.b Nomor Ururt 3
{Buky -8) ;

Sertifikat Hak Mlk atas nama Rumah Ssusn Taman Kemayoran, No.
2936/1/C, Kel, Kebon Kosong, Keo, Kemayoran atas nama dana Pensiunan
Perkebunan vang terdetsk Tower B, 1/ Wisma Aster, Lantal 4, Unit C/03 type 96,
Rumah Susun Tarman Kemavoran berukuran kurang iebib juas gross area 108
M2 { vide dall gugatan Penggugat di dalam posits No.14 dan petitum No.s
Nomor unut 14 : {(Buklt T-9) ;

Behwa cisemping atas unit-unit vang di gugatl temsebut stetus hukum
kepemilikannya adalah milik orang lain/ pihak ke-3; dan bukan ik Tergugat,
sebagaimana bukt Sertifikat dan Akta Juzl Bell tersebut d! ates, diperoleh puia
suaty fakts twkum bahwa terhadap unit-unit vang df guget tersebut telah
dilakukan tindakan hukuni Penglkatan Jual Bell antara PT, Duta Adiiputra dengan
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pihak taln / badan hukum lainnys, hal Ini dapat Kim jikat dan dta buktikan
sehagaimana bukd yang tersebut dibawal inl 2

; - _ wdk satuan Rumah Susun Tamian Kemayoran,
Nomer § 57, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakilt oleh IR.
Hindro Tjahjono Soemarzi}an dan IR Seno Margono selaku pihak pertana
dengan gdr, Lucia Kand ardi selaku piak kegua, atas objek sati unik
Rumah Susun yang terletak di Tcwe.z AL, Wisma Flamboyan, Lanial 10, unit
D05, type 96 Rumah susun Taman Kemayoran {vide dalil Gugaten Penggugat
di dalam Posite No. 14 dan Petitum No. 5, pomor wrut, 8), dengan juas 108
M2, fertanggal 23 Mel 1984; (Bukti T=10}

. .. 1! Bell untuk sstuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor : 210, antara PT. Duts Aghiputra vang doelam hat inl di wekili oleh IR,
Hirclro Tehjeno Scemardjan dan IR. Sene Margono selaku plhak pertama
dengan sdr, Sunyoto Chandra, selaku pihak kedua, atas objek satu unit
Rumih Susun yang terletal di Tower A.2, Wisina Akasla, Lantal 8, unit €703,
type 85 Rumizh susun Taman Kemavoran (vide dalit Gugatan Penggigat
datam Posita No. 14 dan Petituin No. 5, nomor gret 10}, dengen luas 109
M2, tertanggal 24 Juni 1994, | fBuitf F-11}

A ngikil: 31 Bell untuk satuen Rurmah Susan Taman Kemayoran,
Nomaor : 3?, antara PT, Duta Adhlpuba yang dalam hal ini di wakili oleh JR.
Hindro Tiahjono Soemardian dan IR, Seno Margono selaku pihak pertama
dengan sdr, Insinver Kimipng Marsono, selakes pihak kedua, atas abjek satu
unit Ruman Susun yang teretzk Biok £, Nomor 03, sebagaimana temyats dari
Sertifikat tanah Hak Millk atas satuan rumah Susun Nomor @ 2936/1/C/Kebon
Rosong fuasftype 90,14 M2 Rumah susun Taman Kemayoran (Vide dalil
Gugatan Pengouget di dalam Posita No. 14 dan Petiturn No. &, pomor wput
12). tertanggsi 19 Moaret 1898, (BUkt] 712}

2 _Pengiiatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomaor ; 37, antara ?’I‘ Dutz Adhiputra vang dafam hal inl df wakili oleh IR
Hindro ‘i}atzjono mmam}aa dan IR. Seno Margono selaku plhak pertama

gl : it Marsono, selaku pihak kedua, atas objek saty
unit Rumah SUSUH yang terfetak Blok €, Nomaor 02, sebagaimana temyata dari
Sertifikat tanah Hak Milk atas satuan rumah Susun Nomor @ 2943/11/C/Kebon
Kosong luasitype 37,54 M2 Rumah susun Taman Kemayoran (vide daii

5
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Gugatan Penggugat di dalem Posita No, 14 dan Petitum No. S, nomor uout
33), tertarggal 19 Maret 1998; {Bukti T13)

- &

kia Pengiks al Beli untuk setuan Rzzmah Susun Taman Kemayoran,
Nomor * $10, antara PT. Duta Adhiputra yang datam hal ind di wakill gleh IR,
Hindro ‘!jahjona Soemardian dan IR. Seno Margono selaku plhek pertama
taria Silva Gunawan Susile, selaku pihak kedua, atas objek
san; unik Rumah Susun yang terietak ‘Rmer B 1, Wisma Aster, lantal 7, Unit
0/05, Type 80, Rumah Susun Taman Kemayoran, (w:%e dafil Gugatan
Penggugat d dalam Posita No, 14 dan Petitum No, 5, pomer unit 17),
tertanggs! 24 Mel 1994; (Bukt 1-14)

sikatan Jual Belt uatuk satuan Rumah Susun Tamen Kemayoran,
Nomor ¢ 235, antara PT. Dute Adhiputra veng o wakill cleh IR, Hindro
Tjahjono Soemardjan dan IR, Seno Margono selaku pihak pertama dengan g
Rohby Hutaiulu, sefaku pihak kedua, stas objek satu unit Rumah Susun yang
terfetak Tower B.2, Wisma Bougentile, Lantal 14 Unit A / 01, type 96 Rumah
susun Taman Xemayorsn berukuran kurang lebin juas gross erea 108 M2 {vide
dall Gugaten Penggugat di dafam Posite No. 14 dan Petitum No, 5, ngmior
urut 22), tertenggsl 30 Mel 1804;-—-=(BukH T15)

nuikatan Jual Belf untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor ¢ 52, antara PT. Duta Adhipitre yvang dalam hsl int & wakili oleh 1R,
Hindro Thabiono Scemardjan dan IR, Seno Margono selaku pikak pertama
dengan sdy, Diuandl, selaku pihak kedua, atas objek sats vnlt Rumah Susun
vang terietak Towar B.2, Wisma Bougenvile, Lantal 17 Unit A 7 01, type 96
Rurmnah susun Tarnan Kemayoran berukuran kurang lebih huas gross erea 108
M2 {vide daiit Gugatan Penggugat i dalam Pasita No. 14 dan Petium No, 5,
ngmor uryt 24), tertanggal 10 Juni 1884w {Bukli I~16)

Al engikoatan Jual Beli untuk satuan Rumsh Susun Taman Kemayoran,
Homor ; 288, antera PT. Duta Adhiputra yang di wakili olgh IR, Hindro
Tiahjono Soemardjan dan IR, Seno Margono selaku pihak pertama dengan sgr,
Lukas Sempune. selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun vang
terletal Tower C.2, Wisma Cendana, Lants! 14 Unit C 7 93, type 128 Rumzh
susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebil fuas gross area 136 M2 (vide
dail Gugatan Penggugét di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, pomer
urpt 323, tertanggal 31 Ml 1984w fBURE Tl 7}
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ta Pengilatan Jual Belf untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor ; 43, antara PT. Duta Achiputra yang diwakill oleh IR. Hindro Tjahjono
Soemardfan dan IR, Seno. Margono selaku pihak pertama gengan B4,

srryanto Sunawan, selsky pihak kedua, atas objek saty unit Rurah Susun
yang tedetak Tower A - 1, Wisma Fambayan, Lantal 2, Unlt F / 07, type 80,
Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang febih iuas gross area 94 M2
(vide dalil Gugstan Penggugat df dalam Posits No. 34 den Petitum No. 5,

npmor grut 1), tertanggal 25 Mel 1034)—(Bukt] 1«18}

\ encikatan Jual Belf untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor 3 64, antara FY. Duta Adhlputra yang ¢ walkil oleh IR. Mindro
Tiahjono Soemardian dan IR, Seno Margono selaku pibak pertama dengan sdr,
Fenrvapto Gonawan, selaku pihak kedua, atas objek sabu unit Rumah Susun
yang terietak Tower A - 1, Wisma Flamboyan, Lantal 4, Unlt B 7 G2, type 80,
Ruiriah Susun Taman Kemayoran berukuran kureng lebih luas griss area 94
M2 {vide dalll Gugstan Penggugat di dalam Posita No, 14 dan Pelitum No. 5,
nomorurut 1), tertangqal 25 Mei 3994, (BUkti T-13)

ct wikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Momor &2, antara PT. Duta Adhiputra yang di wakiii oieh IR. Hindro
3@?1]0{10 Soemardian dan IR, Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdi.
Bartolomens Safely, selaku pihak kedus, atas objek satu unit Rumah Susun
vang teriemk Tower A i, Wisma Flamboyan, Lantal 8, Unit £ 7 08, type 80,
Rumeh susun Taman Kemayorsn berukuran kurang lebih luas gross area 94 M2
(vide daiil Gugatan Penggugat df dalam Posita No. 14 den Petitum No. 5,
nomor upwt 4). terfangoel 23 Met 1954 —— (k" 1-20)

k Hgikatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor @ 16, antara PT. Dute Adhiputrs yang dalam ha! Ini ¢ wakit gleh IR,
Hindro T}'ahjuna Soanardgan darr IR, Seno Margono selsku pihak pertama

giono Musatlm, selaku pihak kedus, atas objek saty unit
Rumah Susun yarg teﬁetak Tower A - 1, Wisma Flamnboyan, Lantal 10, Unit £/
07, type B0, Rumgh susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas
gruss area 94 M2 (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Pesita No. 14 dan
Petitum No. 5, nomor urut 73, tertanggal 20 Nopember 1995; s
{Bukti T-21)
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3 Pengika 1t Bel] untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Ramw : 44, antara PT. Duta Adhlputra vang dalam hal int di-waXill oleh IR,
Hindro Tishione Scemardjar’ dan IR. Seno Margono selaku plhak pertama
dengan sdr, Dionl, selaku plihak kedua, atas objek saty unit Rumah Susun
yang terietak Tower B. 1, Wisma Aster, Lantal 4, Unit B/ 02, type 404, Rumah
susun Taman Kemavyoran berukuren kurang lebih juas gross grea 40 M2 (vide
dall Gugatan penggugat di dalam posita No. 14 den Petitum No. 5, pomgr
unst 163, tertanggal 27 Agqustus 1897~ (Baklf 7-22)

Beti untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayeran,

Nomor 163, antare PT. Duta Adhipitva yang dafam kat Ini & wakill oieh IR
Hindro Tiahjono Scerurdian dan IR. Seno Margono selaku ‘pihak pertama
dengan Nyonya Winny Mullati, selaku pihak kedua, atas objek satu unit
Rurmah Susun yang terletak Tower B, 2, Wisma Baugernwile, Lantal 6, Unit € /
06, type 96, Rumzh susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebin luas
gross area 108 M2 (vide dallt Gugatan panggugst di dalam posita No. 14 dan
Petitum No. 5, pomor urut 18), tertanggal 27 Mel 1994;
(Bukti 7=23

Kta Pe At 3 urduk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor @ 136, antara FT. Duta Adbiputra yang di waklli cieh IR, Hindro
‘I;ahjono Scemardian <an IR, Seno Margono selaku pihak pertama dengan
Nyorva Tibin Thal Mei, seleku plhak kedus, afes objek satu unit Rumah
Susun yang ferdeiak Tower C, 1, Wisma Ebony, Lantsl 1, Unit D / 05, type 128,
Rursah susun Taman Kemayoran berukuren kurang iebth fuss gross area 136
M2 {vide dalil Gugaten penggugat di delam posite Mo, 14 dan Petitum Ne. 5,
nompr urut 26Y, tertanggal 26 el 1594;— —wr—v--{BUkE F-24)

ta Pengikats | Bell untuk satuen Rumah Susun Taman Kemayaran,
Nomor ¢ 194, antara FT. Duts Adhiputra yang dalam hal ind di wakili oleh IR,
Hindro Tiahjone Soemardian dan IR, Seno Margono selaky pihak pertams
dengan Nona Sheiia Kadir, selaku pihak kedua, stas oblek satu unit Rumah
Susun vang terletak Tower C.'{, Wisma Ebony, Lantal 4, Unit C 7 03, type 128,
Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang leblh juas gross area 136
MZ {vide dalif Gugatan penggugat di dalem posita No. 14 dan ?eiitum fo, &,
nomor urut 29), tertanggal 24 Juni 1994;-- (Bukt! 1-25}

itz Pengtkatan Jugl Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor 2 279, antzra PT. Duts Adhigutra vang dalam hal inl di wakili oleh IR,
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Hindio Tiahjono Scemardjan dan IR. Seno Margona selaky pihak perama
dengan Arun Purshotam Mahtani dan Mehwani Bhagwan Bherumal,
bertndak untuk dan ates ndma PT. Dhanna Hastipurs, setaky pihak kedua,
atas objek satu unit Rumah Susun yang terletek Tower C. 2, Wisma Cendana,
Lantal 4, Unit O /7 05, type 128.5, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran
kurang lebth luas gross area 136 M2 {vide daill Gugatan penggugat di dalam
posita No. 14 dan Petiturn Ro. 5; nomor yrat 30}, tertanggel 31 Met 1894;-
{Bukti =26}

naikalan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,
Nomor @ 2, antara PT. Duta Adhiputra yeng dalam hal Ini di waldl oieh 1R,

Hindro Tighjono Saemardjan dan IR. Sens Margono seiaku pihak pertama
dengan Nona Rel shifan Patyy selaku pitak kedua, atas objek
saty unit Rumah Susun yang tﬁriemk Tower €. 2, Wisma Candana, Lantai 9,
Unit C 7 03, type 128, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih
juas gross area 128 M2 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posia No. 14
dan Fetitum No. 5, nomor urut 31 ), tertanggal 1 Nopember 19865 womm-w-n
{(Buktf 127}

g Pgl 3 3] Beli untuk satuan Rumah Susup Taman Kemeyoran,
Nomor 3 4, antarz PT. Duta Adhiputra yang diwakilt oleh IR, Hindro Tjahiono
Soemardian dan IR. Seno Margono seleku pihak pertama dengan sdin
suleman Lasmang, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumabh Susun
yang tedetak Tower B.2, Wisma Bougenvile, Lantal 6 Unit C / 03, type 80,
Rumgh susun Taman Kemsyoran berukuran kurang lebih fuas gross area 93 M2
(vide dalil Gugaten Penggugat di dalem Posita No. 14 dan Petitum No. 5,
uemor urut 193 lertanggsl 1 Septerober 1994;
(Bukt! 728}

cc.  Atas objek satu unit Ramah Susun yang terietak Tower B, 1, Wisma Aster,
Lantai 4, Unit G / 08, Type 40 A, teleh di adakan Pengikatan antera PT.
Dhuta Adhiputra dengan gde, Tan Yung Fong, otas 1 {satu) unit tersebut
telah dilakukan Pembayaran dengan uang muka sebesar 30 % {tiga
puluh persen), sshagaimana Kwitansi tanda terima tertanggal 05
Agustus 1956 {vide dall Gugatan penggugst d dalam posita No, 14 dan
Petitum No. 5, pomeor uryt 15)% {Buktf 729}

dd. Atas objek setu unit Rumah Susun yeng teretak Tower C. 1, Wisma Ebony,
Lantai 01, Unit £ / 06, telah di adakan Pengikatan antare PT. Dinta Adhiputra
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ir, Hermes Thamn, stas 1 (saty) unit tersebut telah dllalukan
?ambayazan d&ngan uang muka sehessr 12 %, sebagalmana Kwitansi tanda
terima tertanggal 3 Junt 1696 {vde dalif Gugatan penggugat di dalam posita
No. t4 dan Petitum No. 5, nomor wrut_ 37):
{Bukti T-30)

ee. Atas objek satu unit Rumah Susun yang terletak Tower C. 1, Wisma Ebony,
Lantal 01, Unit € 7 03, telah ¢l adakan Pengikatan antara PT. Dhuta Adhiputra
dengan sy, Herme: amnrin, atas 1 {satu) unit tersebut telah dilakukan
Pembayaran dengen uang muka sebesar 11%, sebagalmana Kwitanst tanda
terima tertenggal 3 Junl 1596 (vide dalil Sugatan perggugat df dalam posita
No, 14 dan Pefitum No. 5, pomor uryt 28Y; - Bukti ¥=31}

Bahwa sebagaimana bukb-bukBl otentik tersebit diates, jelas bahwa PIHAK
KETIGA adaleh PEMILIK SAH atas URIT-UNIT vang di dafilkan oleh Penggugat
sebagaimana tertueng df dalam sertifikat kepemifikan hok atas satuan Rumah
Susun Taman Kemayorzn, den berdasarken bukd tersebut diates socwra fakia
hukum dan nyata bahwa TERGUGAT BUKANLAH sebagsl PEMILIK / PENGHUNI
atas Unit-unit aquo.

Timlnd pertanvaan hukum @ “mengapa techadap Tergugat df bebanken kewaliban
membaysr tunggaksn pihak /zin / orang lain yang secsra yiwridie hat ltersebit
bakan menjadi tanggung jawab Yergugat”,

Bahwa berdasarkan uraian vuridls Ekseps! distes yang didukung oleh bukti-bukt
otentik, oieh karens terhadap umit-unit yang dikatakan oleh Pengatigat adalah
merupakan milik dar Tergugat yang dianggap telah tidak memenuhi kewajibannya
terhadap Penggugat, sehingga oleh Penggugat dimahonkan uniuk diletakkan Sits
Jaminan, padahal atas unit-unit rumah susun sebageimana terural diatas, adalah
BUKAN merupaken MILIK Terquget lagi secara penuh, meialnkan felah beralih
menjadi milik dari Pihak Ke-3 (ketiga) selaku Pembell/Pemilik yang secars yeridis
mempunyal hak hukum pula dalam perkara inl, Aken tatap! pihek ke-3 {ketiga)
seiaky Pemilik tersebut TIDAK DILIBATKAN / TIDAK DI IKUT SERTAKAN sebagai
Pihak Tergugat dan atau  Turut Tergugat dalam perkara inl. Maka secara ywidis
formit Gugatan Penggugat menjadi KABUR, karena KURANG PIHAK/KURANG
PARTAL dan oleh sebab ity secara hukum sudah sepatumya Gugatan Penggugat
yang Kurang Pihak/Kurang Partal tersebut dinyatakar Tidak Dapat Diterima;
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Bahwa demiklon pula Tengugat juga BUKANLAH sebagal PENGHUNE atas 33
{tiga puluh Uga) untt Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (TKC), )
kareng sehagalmana bukti-bukti tersebut diates jelas bahwa Tergugat bukaniah
sehagal Pemilik/ Penghunl, disamping v juga sebagalmana  yang telah i
ketahui dan DY AKUL olch Penggugat sendii di delem dalil gugetan
Penggugat pada poin ke ~ 3 vang menyatakan bahwa:

Bahwa Tergugst adalsh perussfwan  swasia  berbadsn  hukum Iwionesia

vang teleh membangun {sebagal developer) seluruly Bapgunan Rinmnah
Susiny Taman Kemayoran Condaminium tersebu~—(Vide Surat Gugatan);

Bahwa sebagalmana yang telah di ketahui dan DI AKUI Penggugat sendiri
didalarn Gugatannya, babwa Tergugat bukanlah sebagai Penghuni atas 33 unit
rumah susun di Taman Kemayoran Condominium, Tetzpt Terguget adelah sebagal
developer atas sefurulfs bengunan Romah Susun Taman Kemayoran
Condominium tersebut, dan sekali lagl Tergugat legasken bahwa Tergugat
BUKAN SEGAGAL FENGHUNE:

Bahwa secars fakts hukum, Pengakuan Penggugat didepan persidangan inl secars
Yuridis berdasarkan ketentuan pasal 1925 jo. Pasal 1926 KUHPerdata (BW)
Jo. Pasal 174 HIR, PENGAKUAN yang diucapkan di depan persidengan adaiah

merupakan suatu BUKTT YANG SEMPURNA DAN TIDAK DAPAY DY CABUT
KEMBALT

Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan :
—e"Pengakuan yang Ghekukan 6 muke hakim memberikan suaty buktl
yang sempna {ethadap sispa yang telah melzkukanmva balk sendi

MFUDUN CEngan pereniaraan seseoreng yang khusus of kussakan untuk
V7

w’wazzz Mgakem yang mj'? & muks haklbn tdak dapet oF
tark kembal, kecusl] spabila dibuktikan babws pengakuan Hu sdaleh
skibat dari susty kelkhilafon mengenai hal-hal Yang rfadlt Ve mmenn v

~~~«-‘¥’engakuan yang dfucapkan af hadapan hakim, cukup menjadi bukty
untuk memberatkan orang yang mengaku ity, baik dl vcapkannys sendird
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maupun dengan pertofongan orang lain, ;'aﬂg Ltimews yang of kuasakan
untik ftu ™

~

Bordasarkan ketentuan pasal»pasa% tersebist diatas membukiikan bahwa dabi
Penggugat pada poin 3 gugatannya yeng menyatakan “ bshwa Tergugat
adalah  perosahaan swasts berbadan hukum Indonesla  yang telah
membangun (developer) sefurul bangunan Rumah Susun Taman Kemayoran
Comdominium terseblet.....dst” adalah jefas-jeias fakts hukum membukiiian

den Pengougat 7 menaakat 7 bahwa JTerguaat bukaniah
dirumrah susun {Condominium) Vaman Kemayoran tersebut.

Oleh karens it secara yuridls formil gugatan Pengugst adulah kurang partal
{kurang pihak), kerena seharusnya pihak yang di gugat oleh Penggugat
dalarm perkara inl adalzh pikak penghuni dan atag pemilik dari eoit-
unit dimaksud, atsu sefidak-Yidaknya terhadap pihak Penghuni dan atau
Pemilik Satuan Rumah Susun harus funut pula di jadikan sebagal Tergugat
atey Turut Tergugst dalam perkara int, sesusl dengan hak dan tenggung
jawab hukumnya fzzasing-masmg‘

Bahwa berdasarken alasan dan dasst yuridis ierseput diatas, maka sudah
sepatutnya  Majslis  Hakim  Pengadilan  Negard Jakarts  Pusat  untuk
memutuskan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
karena hurang pitak / kurang partai;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAM SUBJEK HUKUM, YANG
SEHARUSNYA GUGATAN DIAJUKAN TERHADAP PIHAK KE-IIX (KETIGA}
SELAKU PEMILIK BERDASARKAN BUKTI SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS
SATUAN RUMAH SUSUN, MAUPUN BERDASARKAN BUKTI AKTA JUAL BELI
CQ AKTA PENGIKATAN JUAL BELL ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TAMAN
KEMAYORAN CONDOMINIUM, DAN BUKAN TERHADAP TERGUGAT

4, Behwa secara fakta hukum berdasarkan Bukt-bukd Otentik berupa BUKTI-BUKTI
yang telah Tergugat uraiksn diatas, sebagaimana BukY Sertifikat Hek Milik Atas
Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium dan Bukti Akta Jual Beli
maupun Buktl berupa Pengikatsn Akta Jus! Bell atas Satuan Rumah Susun Taman
Kemayoran Condominlum (Vide Buki T.-1 sampal dengan Buktt T.-31), jetas secara
nyata bahwa pemilik sah atas unit-unlt satuan Rumah Susun yang didalikan oleh
Penggugat adaiah milik dart Tergugat adalah KELIRY / SALAH SUBJEK HUKUMNYA,
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5. Bahwa oleh kerena materi Pokok gugatan Penggugat dalem perkara inl adaiah
tentang Permbebanan Blaya Pengelolaan atas Pemakalan/Penempatan satuen Rumah
Susun Taman Kemayoran Condominlum, maka seharusnya secars hukum SUBJEK
TERGUGAT dalam perkara ini adalah Para Phak yang telah MEMBELT atay PEMILIK
dan pihiek yang MENEMPATI satuan rumah susun ar;isa.

Akan tetapi dalam Perkara Inl Pengugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat
Vg semata-mata hanya hertindak selaky DEVELOPER
(PEMOANGUN/PENGEMBANG) sehingga secara yuridis Tergugst tdak mempunvai
kapasltas dan kewaliban untuk bertangung jawab secara lukum Kepada Penggugat
mengenal pembayzran biaya Perawstan/Pengelolaan sebagaimena materi Gugatan
Penggugat, Karens Tergugat Udek memiiikd atau buken sebagal pemilik dan juga
tidak menempatl atau bukan sebagsl penghunt dar satuan rumah susun Taman
Kemayorar Condominfum dimaksud,

&. Bahwa berdasarken fokta-fokta hukum tersebut diatas, vide buld T.1 sampai
gengan bukl T.31, ternyata unit-unit rumah susun aquo bukanlaly milik Tergugat
dan bukan pule Tergugat yeng menempatinya sebagal penghuni. Maeka secara
yuridis farmit Gugatan Penggugat dalam perkare int seharusnys dan sepatutnys
diajukan Penggugat terhadap Pera Pemilik dan atau Penghunf, bukan terhadep
Tergugat, Cleh karena itu {gugétan Pengguoat terhadap Tergugat adalah SALAH
SURIEK HUKUM,

Maka sudah sepstutnya Majelis Hakim Pengadilan Neger Jekaria Pusat
memutus perkara Ini dengan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidsk
dapat diterima karena “SALAN SUBJEK HUKUMNYAS

EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT ( PPRS TKC ) SECARA HUKUM
BERDASARKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAR
TANGGA (AD/ART PPRS TKC) TIDAK BERWENANG, TIDAK MEMPUNYAT HAK
/ KAPASITAS UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN IURAN PENGELOLAAN DI
RUMAH SUSUN TXC, KARENA MERUPAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN DARY
BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM :

7. Bahwa secara yurdis berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar maupun Anggaran
Rumsh Tangga Perhimpunan Penghuri Rumahk Susun Taman Kemayoran
Condominium {ADJART PPRS TKC), Pengguaat Co. Pengurus PPRS TKC, adaleh
tidak berwenang dan tdak mempunyal hek untuk melsksanskan kegiatan
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pengelolaan secama langsung ( secars by pass), tanps membentuk dan menunjuk
BADAN PENGELOLA;

p
Bahwa ientang Penggugat Ca. Pengurus £PRS TKC tidak diperkenankan uniuk
melaksanakan kegltan pengelolaan, termasuk melzkuken kegiaten pemungutan
luran terhadap seluruh unit Satuan Rumah Susun TKC. Karena bal inl sudsh diatur
secara tegas berdasarkan ketentusn AD maupun ART Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun Taman Kemayaran Condominium (AD/ART PPRS TKC), dimana
dikatakan : yang berhak untuk melsksanakan kegia%an pengeio%aén, tarmasuk
melakukan keglatan pemungutan Iuran terhadap seluruh unlt Satuan Rumah Susun
TKC tersebut adalah merupakan tugas dan hak serta kewenangan dari pihak
BADAN PENGELQLA Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium yang felsh
tetap dan past;——(Buktf T-32)

Bahwa untuk lebih jelasnya kami kutlp Dasar Hukum kegiatan pengefolaan rumah
susun, sebagaimana dimaksud dalem ketentuan Anggeran Dasar msupun
ketentuzn Anggaran Rumah Tengga (AD/ART dar Perhimpunan Penghunt Rumah
Susun Taman Kemayoran Condominium), yang mengstur tentang BADAN
PENGELOLA;

Alenia ke-3 Mukadimah Anggaran Dasar‘;
Perhimpunan penghun! dapat imembentuk atou mesunjuk Badan Pengeiols
yerg bertugas untuk  menyelenggarekan  pengelolasn veng melputi
pengawasan terhaday penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanak
bersama, den pemeiiharasn serls perbatkanmva, Dana yang dipergunakan
untuk membiaysi pengelofazn den pemeliharasn sumah susun dipereiel; dari
pungitan iuran pengeiviean darl anggota perhimpunan®

«Pasal 1 ayat (8) Anggaran Dasar {tentang Ketentuin Umim}:

“Badan Pengelois adslah badan yang bertugas uptuk mengeiole Rumah
Susury Hurdan Taman Kemavoran Condominium yang dibentuk atav ditunjuk
oleh pengurus perblimpunan penghun! berdssarken progas paie&ngarz vang
ransparan dan profesionat”

Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar {tentang Tugas Pokok Perhimpunan):

Menurfuk atzy membenivk  Baden Pengelofa dan mengewast Badan
Pengelola dolam pengelofaan nuimat susun datam ingkungennys ;
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Pasal 22 Anggaran Dasar (tentang Penunjukkan Badan Pengelola):
Ayat{1}: ®

Pertlmpunan melalul pengurusnys dapat menurfuk Badan Pengelols yang
berstatus Badan Hukum dan profesional dengen proses lender yeng
bansparen  sesui  dengan  Ungkat Kebutuhannya  yeng dertugas
menyglenggarakan pengglolaan mmeh susun”

Ayt (2):
Fika Badan Pengelola yang teleh ditunjuk oleh perbimpunsn Hdak dapat
melaisanakan Hgasis secara profesional, perbimpunan dapat menggant!
Badan pengelola fersebut dan menunjuk Badan pengelcla laln yeny lebih
profasionel”

Pasal 23 Anggaran Dasar (tentang Tugas-tugas Badan Pengelola):

Ayat {1): _
Melaksanakan permnerksaan; permelibaran, kebersihan dan perbaikan rumah
susun desr fingkengannya padd bagian bersamna, bendd barsama, dan taneh
bersama’

Ayat{2):
Mengawasi ketertiban don keamanzn penghunt serts penggunasn bagion
bersams, benda bersama, Sesual dengsn peruntuiiannye™

Ayat (5}
Memperlanggungiawabken kepads  pengurus lenlang  penyelsnggaran
pengelizan”
%
Pasal 24 ayat (2) Anggarap Dasar (tentang Hak dan Kewenanyan Badan
Pengelola):
Melaksanakan pemungutan  ian  pengelolzan  dan  juran
fainnya......dst”

Pasal 7 ayat (4) Anggeren Rumab Tangga / ARY {tentang Badan
Pengelola): .
"Badan Pengelola yeng ditunjuk oleh Perfdmpunan harus berbadan bukum
serta mampu secara profesionst menangani pengelofaan rumah susun”
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Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga / ARY (tentang Badan Pengelola):
“Badan Pengelols mempunyal tugas sebagaimaria leleh distur dafam Pasal 23
Anggaran Dasar™ X

Bahwa berdasarkan kefentuan dan daser hukum sebagalmana tersebut diatas,
telah jelas den terang bshwa Pengguoet <q. Pengurus PPRS TIDAK
DIPERKENANKAN untuk melakukan keglatan pengelolaan terhadap Rumabh Susun
Taman Kemayoran Condominium, termasuk melakukan keglatan pemungutan
uran terhadap selursh unit Satuan Rumah Susun TKC, Karena berdasarkan
ketentuan AD meupun ARY Perhimpunan Penghunt Rumah Susun Taman
Kemayoran Condominium (ADYART PPRS TKC), sebagsimana tersebut dietas,
yang berhak untuk melsksanakan kegiaten pengeloiaan, termasuk melakukan
kegiatan pemungulan ires terhadap seluruh unit Sahuan Bumah Susup TKC
tersebut adalah merupaken tugss dan hak serte kewenangan dan pibiak BADAN
PENGELOLA Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium, dan bukian fugas dan
kewenangan darl Penggugat selakil Pengurus Perbimpunar;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal datam AD / ART PPRS TKC sehagalmana
tersebut diatas, Penggugat WAJIE untuk menunjuk Badan Péngelola yang
herstatus badan hukum dan profesional, guma menyelenggarakan kegisten
pengeiolaan atas rumah susun Taman Kemayoran Condominium,

Selanjutnya, timbul PERTANYAAN HUXUM yang harus dijawab oleh Penggugat :

> Apakah Penggugat seleku Pengurus Perkimpunan Rumah Susun
TRC telah membeniuk alaupun menuiuk Beden Pengelols yong
berstatus Badan Hukom Jen profesiondl yang bertugas tntuk
menyelenggarekan Regiatan pengelviaan sebageiniane yang
amanatian  dalam  ketentuen  Anggarsn  Dessr  mauvoun
Anggsran Rumah Tangge (AD 7 AR ) cun ?

»Apakafr Penggugst cq. Pengurus secara Nyeta-nyelz secars
meiawar hukuin telsh melanggar sendid ketentuan Anggaran
Dasar mavpun Anggeran Rumah Tangge (AD 7 ART), dengen
sexara langsung mengambil aif (by pass) tugss dan hak serte
kewenangen Bedan Pepgelols dafam melskukan pEmungiian
furan terhadap unlt-uait rumah susun yang 2da of TKG tanpa
meniirguk Badai Pengelola rumah susun TKC.....?

Bahwa secara yuridis ketentuan Anggaran Dasar maupun ketentuan Anggaran.
Rumiah Tangga (AD/ART dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman
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Kemayoran Condaminium} adalah mertpakan kedudukan tertingg! dalam suatu
Organ Baden Hukum, dan XKarepanya haruslah dipedomani oleh Pengurus dan
Perhimpunan; - '

Bahwa berdasarksn uralan yuridis diatas, oleh karena Penggugst TIDAK
BERWENANG dan tidak berkapasitas serta tidek mempimyel hek untuk
melakukan keglatan pengeloiaan terhadap Rumah Susun Taman Kemayoran
Condominium, termasuk melakukan keglatan pemunguian juen terbadap
seluruh unit Satuan Rumah Susun TKC, maka Penggugat TIDAK MEMPUNYAI
KAPASITAS PULA dalam mengajuken Gugatan da{_am ;}ﬁrqua int, Sudah
sepatutnya Guygatan Penggugat aquo harusiah dinyatzkan TIDAK DAPAT
DITERIMA,

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR
LIBELS), DAN KARENANYA HARUSLAH 'DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA ;

13. Bahwa Gugatsn Penggugat adalah tidak jeias 7 kebur {obscour libel], dan saiah
tentang jumlzh hitungan nilai kerugien meterilnys, ral i sebagaimans tertuang
dalam surat qugatan Penggugat pada poin ke 11, yang menjumbabkan tofal nilai
kerugian nunggsken oleh Tergugat dad buien Nopember 2002 sampal bulan
Cktober 2007 adalah sebesar Rp.1.011.26.740,- (satu milyar sebelas juta dua
pulih enam Abu tWwiuh ratus empat puluh rupiahl, demildan Mhungan Penggugst
vang tertulis dalam gugatannya peint 11 tersebut ;

Bahwa secara fekta hukum, setefah Tergugat hitung dengan seksama berdassrian
fimu hitungan matematika, temyata Penggugat tefah salsh dan kelfru datam
menjumiah nilai kerugiannya vang berieiten dengen nilal tunggakan bulan
Nopember 2002 $/d bulan Oktober 2007. Karena setelah Tergugat hitung dalll
Penggugat pada point 11 ié;izsazsnya yang berkenaan dengan tunggakan adaleh
hanya berjumiah sebesar Rp.966.807.366,~ (sembiian ratus epam puluh enam juta
sembilan ratus Wijuh obu tiga rotus enam puluh enam rupall) dan bikan
berjurniab sebesar Rp. 1.011.26.740,- (satu millyer sebelas juta-dua puluh enam

ribu tujuh ratus empat puluh rupieh} sehagaimana perhitungan Penggugat vang
keliry tersebut ;

Bahwa oish karena Penggugat telah salah den keliu dalam menjumiahkan nilel

kerugiannya dalam perkara Inl, dan secars hukum terbvadap nilal pejumizhan yang keliru
dan salah darl Penggugat tersebut, menyebabkan gqugatan menjadi Hdak cermat dan
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salahfkeliru nilai keruglanmya, harusiah dinyatakan tidak dapat diterima  {WNiet
Onvankelifke verkizard);

i4.

13,

16.

Y

Bahwa disamping salah perhitungan jumiah keruglan materiinys, secara faka
hukum gugatan Penggugat dafam perkara inl KABUR / tidak jelas, kerena tidak
menguraikan secara jelas dan terpering mengenal nifal uang, sehagaimana i
dalam Surat Gugatan Penggugat pada poin ke - & dan ke — 11, yang entah dari
mana cara penghltungan nilal uang tersebut, hingga tanpa perincdan dan fmnpa
perhitungan langsung muncut nilal sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu milyar sebelas
juta dua ratus enam putuh enam ribu tujuh ratus empat puluh ruptah);

Hahwa Gugatan Penggugat mendenai nifal funggaken fedalu berdebihen den
mengada-ada, bageimana mungkin Pengguget tenpa menjelaskan dan taops
menguraikan secare terperind di dalan gugelannya mengenal tunguskan aps

berapa masing-masing nilal tunggaken seliep unit-unitiya .7, hingge tbe-Uba
muncul angka / nilal sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu milyer sebelas juta dua
ratus enam puith enam riba Rujeh ratus empat pulch raplah);

Behwa secara yuridis dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah
TIDAK JELAS / KABUR, Kkarena secara fokta hukum Penggugat didalam Surat
Gugatannya fidak aila rgsén}efaskan dan menguraikan secam terpering mengenat
wunggakan-tunggakan dwi masing-masing unit satian Rumah Susun tersebut, dan
bagaimana smungkin tanpa menvebitkan tunggakan ape sala  don berapa
besarmya nilal masing-masing tunggakan dan juga Penggugat  tdak mering
tunggekan - hunggakan 3pa sala vang di tanggung Pengouget tersebut, sehinggs
muncul nilal sedemikian DESBITYE ...ue 7

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkahamah Agung RI
No,: 492 K / Sip / 1970 tertanggal 21 Rovember 1970, dikatakan bahwa :

—-—-"Qugatan yang tidak sempuma, Karena tidak menyebutkan dengan
) Jolas apa yang dituntut adalsh harus dipyatakan tidak dapat
diterima, scperti halaya  dalam perkara inf dituntutkan © agar dhukum
membayer gantl ruygl sebesar Ro. 1,000.000- {saty fula rupisl) tanpa

merinc untuk keruglon-kerugian apa sajs dan berspa nilalnys”
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Bahwa oleh karena terbukt Gugatan Penggugat adalah Hdak jelas / kabur
{obscuur libel), maka secara yuridls Gugatan Pengugat. harusiah
dinyatakan tidak dapat diterlma;

EKSEPST TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARI OLEH DASAR
HUKUM DAN TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI HUKUM YANG KUAT,
DAN KARENANYA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA :

1?0

18,

12

20,

Bahwa Tergugat dengan teégas menolak seluruh dalil-dalit Gugatan Penggugst yang
tidak herdasarkan hukumn dan tidak sesuat dengan fakta hukum;

Bahwa secara fakia hukum Gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam
Register No. 377 [ PALG / 2007 /7 PNJkt.Pst. aquo haruslah dinyatakan ditolak,
karena tidak disertal dan tdak didukung oleh Bokti-bukt yang kuat;

-{Vide Surat Gugatan Pengugat);

Bahwa sewra vuridis berdesarkan  kefentuzn Huokumn Acara Perdeta dan
Yurisprudensi Mahkamealy Agurig R, diketakan bafwa Surat Gugslan yang busk
didasari oleh dasar hukam dan Bdek disertal / tidak didukung olel Bukti-bukif yang
kust dan saft Gugatan tersebut HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK,

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat unﬁjk seiebihnya:

Bahwa berdasgrkan uralan dan Alasen yuridis’ EKSEPSI tersebut diates,
selanfutmya Tergugat mohon Rirenys Pengadilan Negert Jokarta Pusat Ca.
Majelis Haldm vang memedksa dan mengadili Perkara fnf barkenan untuk
memutus dengen amar puiusan sebagal berikug |

DRALAM EKSEPST ¢

. Menyatakan menetlma Ekseps! Tergugat;
. Menystakan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menyatakan Penggugat tiiak mempunyal kapasitas untuk mengsivkan Gugatan

dalam perkara In;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obsouur libel);
5. Menvatakan Gugaten Penggugat Tidak dapat diterima;
6. Menetapkan blaya menunit hukum;
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DALAM KONPENSE:
DALAM POKOK PERKARA;

21,

24,

235,

Bahwa dalii-dalll hukum Tergugat sebagaimana yang termust dalam uraian Eisepsi

diatas, mohon dianggep sebagal satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan
karenanya termasik di datam walan Pokok Perkara inl;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dali-dalll Penggugat scbageimana
tertuang dalam Surat Gugatan Penggugst, kecusli yang diskui dengan tegss dan
tertulis sebagaimana tersebut dibawah In};

Bahwa Tergugat menolsk dengan tegas o3l Penggugat pada poit k2-6, yang
menystakan behwa "sajak pelimpalian wewenang pengurusan Rumah Susun
Taman Kemayoran Cordominiun pada bulan Nopember 2002 darf Tergugat ke
pada Pengguoat, Pembayaren Baye Pengelolasn sarans / BFS (service charge +
sinking fund), fisttk alr ‘dan ubitas lainys darf unibonit rumah susun milik
Yerguest sompdl pady tongoal gugsten W of daftarikan, BELUM PERNAKH
DIBAYAR olch TERGUGAT : =

Bahwa sebelum Tergugat menguraikan mengenal Pengurusan PPRS TKC, tedebih
dahuiu tergugat sampalkan df muka persidangan i bahwa tunggakan
pembayaran baik Listrik, alr {PAM), BPS dan utilitas lainnya temadan unit-unit
sgbagaimana yang di dalitkan oleh Penggugat adalsh BUKAN MERUPAKAN
TANGGUNG JAWAB DART TERGUGAT, tetapi menjed! tanggung jawab pihak keltiga
selaky pemilik atas unit satuan Rumahb Susun, karena unit-unit Rumah Susun
sebagaimana yang df daliikan oleh Penggugst adalah menjadi HAK MILIK ORANG
LAIN [ BADAN HUKUM fein [ PIHAK KETIGA sebagaimana BUKTEBUKTI
SERTIFIKAT hak kepemilikan satuan rumsh Susun tersebut dlatas, dan tunggakan-

unggakan tarsebt menjadi tanggqung dwab dant masing-masing pemilik unit itu
sendit;

Bahwa perlu Tergugat felaskan, bahwa sebelum Pengurus Pediimpunan Penghunt
Rumah Susun  Taman Kemayoran Condominium (PPRS TKC) berada of bawah
pianpinan Penggugat {(Fengurus PPRS perfode ke-Zi7). sebelumnya  Pengurus
Perbimpunan Penghuni Rumsh Susun  Teman Kemayoran Condominium (PPRS
TKC) Ferfode ke-i, PENGURUS PERTAMA (dart sejak Periode Tubun 2001
s/d Tahun Z004) yaitu alm, Bapak Brigiend. Sutan Iskandar, SH. selsku
ketua PPRS TKC, dan pada saat of bentuk dan of plfinnys ketus PPRS TKC tersebut,
secara fakia hukum berdasarken kesepakalon dsfarm Rapat Umm msupun
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kesepakatan vang dibust secara lsan pads waktu itu antva PT. Duts Adhiputra
dengan Pengurus PPRS TKC Periode yeng Ke-I (pertsma), disapakati dan
berlaku pada saat ity terhadap Unit-unit rumah susun PT. Duta Adhiputra yang
belum faku terjual atau yang beium di sewakan atau yang belum beralil kepada
pihak lsin atau terhadap unit-unit yang masih kosong, PT. Duta Adhiputra
selaku developer hanya dibelidni kewajiban membayar biays Perbaikan
Sarana (BPS) sebesar 10 % {sepuwiuh persen), dan apabila sudah terjual
barulah atas unit-unit tersebut diwalibkan membayar BPS sebesar 100 % {seratus
persen) vang dibebani kepada pemilik, dan bukan lagl menjadi beban tanggung
fewab dari PT. Duta Adhiputra {Yergugat);

Bahwa kesepakatan mengenai pembayaran blaya Peibaikan Sarana (BPS) sebesar,
10 % (sepuiuh persen), Pambayaran listik (PLN), air (PAM) sesual dengen
pemakaian / abodemen TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH TERGUGAT mulal
dari Pengurus perama (Bapak Brigiend. Sutan Iskandar, SH.), bal ind tery

berfanjut kepada PENGURUS KEDUA (dari sejek periode Tahun 2004 s/d tahu

2007) yaitu Bapak M. ST. Soekernotomo seloku kebua PPRS THC periode ke « 11
dan pembayaran sebesar 10 % {sepuluh persen) ini tetap berjalan tanpa ad

tegaran, dan di sepakst! serta diterime dengan baik oleb pengurus yang kedua
PPRS TXC; '

Bahwa perlu Terg;zga’c teqaskan sekali ionl, hahwa mekanisme pembayeren GFS
sehesar M= y percend atas ynitunit PY. Duta Adiipuirs yang masih
kmcng dan atau belum terjual, adalah telah disetujul oleh Pengurus PPRS periode
keI {Pertama), dimana pembaysran BPFS H) % (sepuivh persen) yang dilakukan
oleh Tergugat tersebut, telal diterima dengan balk oleh Pengurus PPRS periode
ke-l, dan mekanisme pembayaran tersebut dilanjutkan oleh Pangurus PPRS
Periode ke-II, dan selaln diterima dengan baik tanpa sda komplain / keberatan dani
Pengurus PPRS;

Bahwa secara fakis hukum dengan diterimanya pembaiyaran BPS sebesar 10 %
{sepuluh persen) atas unit-unit PT. Duta Adhiputra yang masih kosong /7 balum
terjual tersebut oleh Pengurus PPRS Periode I {Tahun 2001 s/¢ Tabun 20043, dan
kemudian difanjutkan oleh pengurus Perlode ke-II (Tahun 2004 s/d Tahun 2007),
adalah merupakan suatu kesepakatan yng telah berjatan dan terlaksana dari sejak
tahun 2001 ¢/d Tahun 2007 {selama & tahun), dan adalah menspakan kesepakatan
management (kepengurusan) periode Pengurus kel dan Pengurus ke-ll, Qieh
karena itu pengrapan pengenaan pembayaran BPS sebesar 10 % (sepuluh persen)
adalah merupakan ketentuan tetap yang diberdakukan sleh Pengunus PRRS pada
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wakts i, Maka ketentuan yang dibuat dan diterapkan oleh Pengurus PPRS kel
dan pengurus PPRS keIl temadap Tergugat adalah SAH SECARA HURUM,
Sedarigkan fugas dan tanggung jawab Penggugat {(Pengurus PPRS Perlode keI,
hanyalzh sebatas dan beraiu se;ak tahun 2007 s/d sekarang), Oleh karenz itu
apabila Penggugst (Penguris PPRS ke lil) ingin melakukon suatu perubahan
sturan [ sistern tenteng Biaya Pungutan (BPS) hanyalah dapa%_: diberiakukan
teriitung sejak Penggugat menjabet sebagal Pengurus PPRS, dan Penggugat tidak
mf:zm;zunyaz kewenangan secara hukum untuk mengkrdtist dan atau merubah
ketentuan yang sutlah dibedakulan dan diterapkan oleh Pengurus-pengurus PPRS
TKC sebelurmnya (Pengurus PPRS Periode ke-1 dan Pengurus Periode ke-I);

Batwa pada awslnva pembayeren bisye Perbaiken Ssrons (B8PS} sebesar 10%
(septiéuh persen), Pembayaran liSirk (PLN), sir (PAM) sesuat dengan pemakaian /
abodemen dari pengurus kedua yang Kemudian diteruskan 7 di lanjutkan oieh
PENGURUS KETIGA yaitu Bapak Achmad Widiaya, hingga pembayaran
tersebut terus &l Iakukan dan bal i berjalan dengan baik dan lancar seperi
sebelutnnya sast PPRS TKC dl pegang oleh Pengurus Pertams den Kedug, ini
dapat kami bukiikan dengan bukli pembayaran yang selama Inl terus barjalam;

Bahwa Penggugat dalam daliinye pada poin 6 sebagaimana tersebut diatas terialu
mengada-ada dan berlebihen, karena sejek pefimpahan wewenang pengurusan
Rumah Susen Tanten Kemayoren Condominivm dari PT. DIFIA ADHIPUTRA ke
Pettimpunan Penghuni Rumnah Susun Taman Kemsyoren Condomirium (PPRS
TKC), TELAN DI LAKUKAN PEMBAYARAN, kepadas PENGURUS Perkimpunan
Penghunl Rumph Susun Taman Kemayoran Congominim (PPRS TKC
yang PERIAMA diteruskan kepada PENGURUS yeng KEDUA ol dilanjutksn
kepada PENGURUS yang RETIGA yaitu ACHMAD WIDIAYA (Penggugat))

Bahwa Tergugat menolsk dalil Penggugat veng menyataksn Tergugat Tidek
Pernah  Melaksanakan Kewafian pembayaran atas BPS {Biava Pengelolsan
Sarana), stk dan alr atas unil-unit satuan Rumah Susun TKC, Berdasarkan bukt-
bukti yang ada pada Tergugat, dapat dibuktikan secara fakta hukum bahwa atas
unit-unit saluan Rumah Susun TKC sebagalmana BUKTT T-1;T-2;T-3;T-4; dan T-5,
adalah MILIK DART PIHAK KETIGA, dan Paro Pemilik Unit-unit tersebut teiah
melaksanskan kewajibannya melakukan Pembayaran BPS, LISTRIK dan AIR PAM

kepada Pihak Pengelola Cgq PPRS dan pembayaran tersebut TELAH DITERIMA oleh
PPRS; e Biiict] T-33;T-34;T-35; 136, 7-37)
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Bahwa Tergugat menolak dengan tegas daiil Penggugat pada poin ke-7 dan
poit ke - 8, yang Intinya menyatai@r bahws tunggakan BPS, fistik dan air yang
balum dibayar ofeh Tergugat kepada Pengguget untuk 33 unit sumah susun
SEJAK bulan NOPEMBER 2002 sampal dengan tanggal 30 Oktober 2007
adalah sebesar Rp, 1.011L266.740 (satu milyar sebelas juta dud ratus eram pululy
enam vbu tfuh ratus empat pulul ruplah), karena sebagaimana bukd-bukt
tersebut di atas jelss TERGUGAT BUKANIAH PEMILIK ATAU PENGHUNI,
mengapa tunggakan yang menjadi tanggung jowab orang lzin / pihak
ketiga di bebankan kepada Tergugat untuk membayamya.a.?

Bahwia Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin ke 9, dan ke -~ 10 di dalam
surat gugatannvae, yang Infinve menvetakan terQuoat telah jalai dan telah
melakikan wanprestast serla menunjukkan ketidak adilan dan arogansi tergugat
bagi penghunt lain;

Bohwa Pengguget telah kellny, terdat berlebihan dan mengads-ada tanpa
melihat dan tanpa mengecek iagl pembukyan 7 arsip setizp pembayaran yang
ada di kantormya dart setiap penghuni TKC termasuk Tergugat selaky develover,
dan menunit hemat Tergugat, tanda bukti HAK KEPEMILIKAN ATAS SATUAN
RUMAH SUSUN yang dibuktkan dengan sertifikab tersebut diates  adalah
merupakan suatu bukl, bahwe tunggakan yang di daliikan oleh Penggugat bukan
menjad! tanggung jawab dari Terguaat, -

Bahwa Terqugat menolak dengan tegas dan terslu berlebihan dali Penagugat i
dalam gugatannya pada poin ke -11 dan ke - 15, adapun pada poin ke - 13 vang
intinys menyatakan bahwa :

112, Tolal tunggaksn tehun 2002 sebesar Rp. 30,287,588,

11.2. Tolal tunggakan tahtn 2003 sebesar Rp. 184,879,180,

11.3. Total tunggakan tahun 2004 sebesar Rp. 187,839,075,

11,4, Total tunggakan tahun 2005 sebesor Ry, 189.472.003,

11.5, Tolsl tunggakan tehun 2008 sebesar Rp. 204.315.781,-

11.6. Tolal tunggakan telhum 2007 sebesar Ry, 170.103.233.-"

Total Rp, 8966907366~

Bahwa dalil Penggugat Konpensi tersebut distas adatah TIDAK BERDASAR dan

merupakan DALIL YANG MENYESATKAN, karena tanpa menguralkan dan
memperine! tunggakan apa saja dan berapa nilal masing-masing tunggakan, yang
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entah dari mana langsung muncul dan menyebutkan tunggakan pertahun, mislai
dari tahun 2002 s/d 2007, hal int sungguh aneh tapl nyata;
Bahwa ates dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada pain ke - 11 tmbui
pertanyaan;
a. apakah tnggakan tersebut di bayer hanye setlap tohun sekall
ataukan setfep bulan berdalan L.....7
h, atas tunggakan apa sajakah masing —masing jumish nlfat tunggakan
pertahun tersebut....?
¢. Kalty memsng wmerupakan dadi beberapa funggaekan, maka
berapakah nlial masing-masing darl tungaskan...,..?
d. Apskah benar jumish dar allal Ringgakan tersebut....?
e. Apaksh benar nilel tunggaken tersebut adalahr  tunggekan
tergugat.....? |

Bahwa atas deill Pengaugat pada poin ke — 11 yoang tidak berdasar tersebut,
selarjutnye Tergugat mepsomir Pengguezt untuk membuitikan daliinyg yang
menyatakan bahwa botal tunggakan Terqugat darl bulen Nopember 2002 sampai
bulan okiober 2007 adalah sebesar  Rp. 1.011.26.740,~, dan berapa masing-
masing nilai lunggskan;

Bahwa perht yang mulia majelis hakim ketshui dan mat ki bukBkan bersama,
pahwa nilal tunggakan sebagaimana yang di sebutkan oleh Penggugat sebesar Rp.
1.011.26.740,~ Inl adolah tedalu mengada-ada, karena apabile kita hing
bersame, dall Penggugst peds pola ke - 11 TIDAK ADA TOTAL sebesar Rp.
1011.26.740,~, dan ika kita Bikung / jumiatkan bersema, maka jumiah dar niisl
yang dischutkan adalah sabesar Rp. $66.907.366, (inl hanyalah sebagai
hukti bahwa dalam penghitunganpun Penggugat telab LALAY dan
KELIRU}; fakisnya dalem hal penghittngan selish setu angkapun maka nllainya
akan SALAH BESAR dan bahkan berakihat FATAL, dan dalil Penggugat Konpensi
rersebut diatas adalah Hdak berdasarkan hukum dan merupakan dalil yang
menyesatiian, karens secare fakds hukum gugatan Penggugat adatzh CACAT
HUKUM, yang menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut termasuk penghitungan
bunga atas Pethitungan Nilal vang salbh, secars obematis juga mengandung
CACAT HUKUM. Dan menurut ketanhian Hukum dan Perundang-undangan yeng
beraku, Gugatan vang demikian hanislal dinyatakan DITOLAK:

Bahwa Tergugat menolak dengat tegas dalil gugatan penggugat pada poin ke- 12,
yang menyatakan bahwa “tergugst tetap tidak membayar tunggakan tersebut”.
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Tertunya secara yuridis, adalah suatu hal yang Hdak mungkln Tergugat bersedia
membayar wnggekan tagihen yang bukan menjadl tanggung j%wab Tergugat,
Kerena unf-unit rumah susun sebagaimana vang di dalilkan tersebut adalah
BUKAN MILIK TERGUGAT, tetepi MILIK PIHAK KETIGA, Dan secsra fakta
hukumptn tunggakan-tunggakan tersebut menjadl tanggung Jawab pihak ketiga
dan bukan menfadi enggung jawab Tergugat;

37, Bahwa Tergugat dengan tegas menclak tuntutan Provist Penggugat, yang intinya
menyatakan &

® oy HHEka dengan ki kamil mohon Pengedifan Negeri Jokarla Pusat
memerintaikan kepada Perhimpunan penghoni Rumsh Susun / PPRS
Yaman Kepayorsn Cordoriiurm  (Pengguget) alou susty  bedan
pengslola yvang of funjok oleh Penggugat unluk segera Jan seketika
menabat dan atgu memusken semie fesiles laln yeng of gunakan
oblam unft-unit mifk Tergugst of Rumah Susun Taman Kemayoran
Condominium sampal semuya kewsjiban Tergugst of Bayar linas?y

Behwa tuntuten provis! tergugat tersebut hanya kedok belaka, Karena Enpo
sepengetahuan  Tergugat,  Pengouget teleh melakukan perbuatan
sewenang-wenang terhadep fasllitas yang ada pads unit-unit rnumab susun
sebagairmana yang ¢ dalilken ?éﬁggugat, yaitu telah melakukan pemutusan
sambungan listrik (PLN] alr (PAM) secara sepihak, yang sejak awal di keipia cieh
PT. DUTA ADHIPUTRA fasilitas tersebut ielah ads, yang akhimya setelah i
beniuk PPRS TKC pengelolsan ini gl serahkan oleh Tergugal kepada PPRS TKC;

Bahwa tindakan Penggugst terhadap Tergugat dengan melakukan permutusarn
sambungan #saik (PLN} alr {PAM] secara sepibak, adalah merupaken perbuatan
yang bertentangan dengan perundang-undangsn yang berfaku, dan kKarenanya
merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

38. Bahwa Permohonan Sita Jaminan vang diajukan oleh Penggugat sebagalmani
dalinya pada poln 14 Surat Gugatan herusiah DITOLAK kerena secara fakia hukum
Gugaten Penggugat ini adalah menyangkut pengelolaan seperd Blays Serana
Pengelolaan (BPS), listik {(PLN}, alr (PAM) dan bukan menyangkut sengketa
kepemilikan  hak stss  unit-unit tersebut. Oleh karena #u sudsh TIDAK
SEPATUTNYA secare hukum Pengougat mengajukan Sita Jaminan delam perkars

ink;
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39. Bahwa selain iy, atas-uni-unit tersebul juga teleh menfadi milk plhak keliga
sebagakmana yang di buktikan dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun

chan kukan milik Tergugat; -
40, Bahwa Tergugat menolak dailt penggugat pada poin 16 dan ke ~ 17, karena tidak
berdasarkan hukum;

41, Bahwa tergugat dengan tegas menciak selunth 187 amar tuntutan Penggugat yang
Hdek berdasarkan tersebut, kerena d dasari oleh gugatan yang CACAT HUKUM,
yvang wmenyebabkan Gugatan Penggugst tersebst serara omatls  uga
mengandung CACAT HUKUM;

42, Bahwa dalil Petitum vang dimohonkan Penggugat Karpens! sebagalmana tersebit
diatas adalah tidek berdasar dan KABUR (Obscuwr Ubeld yang menyebabkan
Gugatan Penggugat harusiah dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;

Bahwa berdasarkan uralan weidis diatas, maka sudah sepatitnys Gugaten Pengougat
HARUSLAH DITOLAK selurvhnys ateu setidak-tdaknyz dinyatmken TIDAK DAPAT
DITERIMA dalam perkara I

Bahwa oieh kareng Gugaten Penggugat Sdek didasari oleh dassr hukum dan tidak
didukung cleh alat-alat bukd surat maupun bukii islonya dalam perkara inf, maka sadah
sepatulnys Gugaten Penggugat dalam pokok perkara Ini, dan Tuntulen Provisl
Penggugat harusleh ditolak seluruhnya demi hukum, Den selanfitnva Tergugst
MENOLAK datii-dalii Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa berdasarkan ursien dan  Alssan vmidis tersebut diatas, seianjulnyz Tergugst
mohon kiranya Pengadifan Negerl Jakarts Pusat Cn. Yang Mulia Majelis Hakim vang
memeriksa dan mengadill Perkara ind Derkenan untuk memutus dengan amar putusan
sehagsat berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSL:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugal;
2, Menyatakan gugaten Pengguagat kurang pitak;

3. Menyatekan Penggugat tidek mempunyal kapasites untuk mengajukan Gugatan
talan; perkars inl;

4. Menyatakan Gugsatan Penggugat Kabur {obscuur lbef;
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5. Menyatekan Gugatan Pengquyat Tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA 3 .
1. Menyatakan menclak Gugatan Penggugat untuk selurubinya;
2. Menghukuem Penggugat untuk membayar biaya yang timbd dalam perkara ini;

daielis Hakim Yang kami Muitakan;

Berdasarkan Jawaban komi dalem Fksepsi dan Pokok Perkara dalam Konpensi
sebagaimana dalil-dalll tersebut diatas, dan dalam perkara ind terdapat adanys tindakan-
tindakan Penggugat dalam Konpensi yang nyate-nyata telah meruglkan kepentingan
Tergugat dalam Konpensi, maeka selanjutnya Tergugst Konpensi aksn mengajukan
Gugata REKONPENST berdasarkan dalil-alil yuridis sebagst berikut:

DALAM REKONPENST:

1. Bahwa segala sesuatu dalt yang telah Penggugat Rekenpenst kemukakan dafem

2

Eksepsi maupun Jawsban dalam Konpensl, mohon agar difedikan sebagal satu
kesatusn yang thiak terpisahkan dengan dalil-dalit dalam Rekonpensi ini;

Bahwa sebagaimana yeng  ielah Pengguget Rekonpensi kemukekan dalam
jawaban Konpensl, bahws seheium Pengurss Perbimpunan Panghuni Rumah Susun
Taman Kercayoraa Condeminium (PPRS THE) berada & bawah pimpinan Tergugat
Rekonpensi (Penguruz PERS periode ke-111), sebalumnys Pengurys Perhlmpunan
Penghiunl Rumah Sysun Taman Kemayoran Condominium (PPRS TKE) Periode ke-i,
PENGURUS PERTAMA (dast sejak Periode Tahun 2001 s/d Tahun 2003)
ditawah pimpinan alm. Bapak Brgjend. Sutan Iskandar, SH. seloku ketua
PPRS TKC, secars fakta hukum telah dibuat kesepakatan dalam Rapat Uraum pada
wakeu [y antara PT, Duta Adhipuira dengan Pengurus PPRS TKC Periode yang Ke-I
(pertama}, telah disepakatd dan beriaku serta diterapkan pada seat
kepengurusan tersebut, bahwa terhadap Unit-unit rumsh susun PT. Duta
%dhipzm'a yang belum laku terjual atau yang belum df sewakan atau yang belum
beralin kepada pihak ialn atau terhadap unit-unit yang masih kosong, PT. Duta
Adniputra selaku developer hanya dibabani kewaijlban membayar biaya
Perbaikan Sarana (BPS) sebesar 10 % {sepuluh persen), dan apabila sudah
terjual barulah atas unit-upit tersebut diwajibkan membayar BPS sebesar 100 %
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(seratus persen) yang dibebani kepada pemili, dan bukan legl menfadi beban

tangoung jawab dard PT. Duta Adhiputea (Penggugal Rekonpensi);

3. Bahwa kesepakatan mengenal pembayaran biafa Perbalkan Sarana (BPS)
sebesar 10 % {sepuiuh persen), Pembayaran Hstrik (PLN), air (PAM) sesual
dengan pemakalan / abodemen TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH
PENGGUGAT REKONPENST mulal dart Pengurus pertama (Bapak Brigjend. Sutan
Iskandar, SH.), hal inf terus berfanjut kepada PENGURUS KEDUA (dari sejak
periode Tahun 2003 s/d tabun 2006) dibawah pimpinan Bapak H. ST.
Soekamotomo selaku ketua PPRS TKC periode ke - XL, dan pembayaran sebesar
10 % (sepuluh persen) Inl tetap berjalam tanpa ada tegoran, dan di sepakati
serta diterima dengan balk oleh pengurus yang kedua PPRS TKC tersebut;

4. Bahwa mekanisme pembayaran S5 sebasar 11 iy persen) atas anit-
unit PT. Duta Adhiputra yang masth kosong dan atau balum terjual, adalah telah
diseturjul olet Pengurus PRRS pericde kel (Pertama), dimana pembayaran BPS
10 % {sepuluh persen) yang dilakukan olel Penggugat Rekonpens! tersebut,
telsh ditedma dengan balk oleh Pangums?’?as periode ke-J, dan .mekanisme
pembayaran tersebut dilanjutkan oleh Pengurus PPRS Pericde ke-11, dan selalu
diterima dengan baik tanpa ada komplain / keberatan darl Pengurus PPRS;

5. Bahwa secars fekia hukum dengan ditedmanye pembayaran BPS sebesar 10 9%
{sepuiuh persen} atas unit-unit PY. Duta Adhipudra yang masih kosong / belum
terjuat tersebist oleh Pengurus PPRS Perinde I (Toahun 2001 sid Tahun 20035,
dan kermudian dilanjutkan oleh pengurus Perlods keelT {Tahun 2003 s/d Tahun
2006}, adaleh merupakan suats kesepakatan yng telalh berfalen dan terakssns
dari sejgk tahun 2001 ¢/d Tehun 2008 {selama & tahun), dan merupskan
kesepakatan management {kepengurusan) periode Pengurus kel dan Pengurus
ke-I1. Cleh karena MU penerapan pengenasan pembayaran BPS sebesar 10 %
{sepuluh persen} adalsh merupakan ketentuen letep veng diberiakokan oleh
Pengurus PPRS pada waklu itu, Make ketentusn yang dibuat den diterapkan cleh
Pengurus PPRS kel dan pengurus PPRS ke-H! terhadop Penggugat Rekonpens!
adalah SAH SECARA MUKUM,

5. Bahwa tugas dan tenggung jewsb Tergugst RekonpensifPenggugst Konpens!
selaku  Pengurus  PPRS  Periode  kelll, henyelah  sebatas  periode
kepengurusannya yaitu sejak tehun 2006 s/d sekarang)., Oleh karena Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Kmper%! tdak rmempunyal kewenangan secara hukum
untuk mengktisi dan atau merubah ketentuan yang sudab diberlakukan dan
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diterspkan oleh Pengurus-pengurus PPRS TKC sebwmnya {Perqyunss PPRS
Periode kel dan Pengurus Periode ke-DI). Bankan selaku Pengurus bary,
seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpenst TETAP MENGIKUTI
kebijakan dar Pengurus Lema (Pengurus Sebelumnya), yang jeles-jelas telah
berialan secara kondusif dan TIDAK TERDAPAT ADANYA UNSUR KERUGIAN bagi
PPRS TKC; :

Bahwa pembayeren blaye Perbaikan Sarena (8PS) sebesar 10% (sepulufi
persen),  Permbayaran ik (PLN), ar (PAM) sesusi dengan pemakalan /
abodemen TELAH DILAKSANAKAN dleh Penggugat Rekonpensi tanpe ada
tunggakan delam benkik apapun jugs, dan telsh diterima ocieh Pengurus
sebelumaya {(Pengurus I {Pertama); Pengurus 11 (Kedua) dan dilanjutkan oleh
Pengurus TI  (Ketiga) veity Sdr. Achmad Widiaya (Tergugal
RekonpensifPenggugat Konpensi).  Hal Inl dapat kami buktikan dengan
Huktl pembayarsss yang selama ind terus berfslan dan diterima oieh Pengurus-
pengurus Periode sebelumnya serta cleh Tergugatl Rekonpensi/Penggugat
Konpensi sebageimana bukt kwitanst tandsterima resmi yeng dikeluarkan oleh

 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpens;

Bahwa adalah sudtu hal kewafaran memsrut hukum dan yang Deslaky dalam
kebidupar bermasyarskat/sosial, bahwa terhadap Blaya Perbalken Sarana (8PS)
sepantasnya  Penggugat  Rebonpensl/Tergugat Konpenst  seleku Pibak
Pergembang/Developar, HANYA DIBEBANI BIAYA 10% (Sepuluby persen) bagl
unit-unit vang belum terj;.tai, yang belum dikontakkan atau -yang belum
diterspall. Sungguh svatu hal yang Hdak wajar apablla terhadap wnit-tinit
tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Korpenst dibebant  unbuk membayar
tdayn BES secara penuh {100%). Hal ini dengan pertimbargan karena unitunit
tersebut TIDAK TERPAKAI atau TIDAK BERFENGHLUNI ataw MASIH DALAM
KEADAAN KOSONG. Karena secare umum pengenaen biaya BPS adalah hanya
dibebankan kepads Pars Pemakal dan atey Pemiik dari Unit-unit tersebut, dan
bukars  kepada  Penggugat  Rekonpensi/Tergugat  Konpensi  salaku
Pengembang/Develnper;

Bahwa oleh karena tu maka sudah sepatulnya Majells Hakim menyatakan SAH
PEMBAYARAN yang ditakukan olefz Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpens!
atas Biaya Perbaikan Sarana (BPS} sebesar-10%, vany telah dibayar dan diterima
baik oleh Pengurus PPRS TKC Pericde I {Pertama} dan Periode T {Kedua)
maupun Perode UL (Ketiga) dalam kepengurusan Tergugat Rekonpensl/
Pengugat Kohpens! ;
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Bahws  tindekann  Tergugat  Rekonpensi/Pengguget  Konpenst  yang
mewajibkan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biays BPS dengan nilai
seﬁ&sar 100% (seratus) persen, adalah dapat didagifikasikan sebagai Parbuatan
MELAWAN HUKUM, karena tindaksn tersebut telsh bententangan dan beriolak
telakang dengan Keputusan dan atau  Kesepekaten yang dlbuat dan
giterapkan/difalankan oleh Pengurus PPRS TKC dari pericde Pertamae, Kedua
(Kurun wakta fahun 2001 sampal dengan tahun 2006). Dan  Undakan
Pembebanan blays 100% {serdius persen} tersebut sangat memberatian
Penggugat Rekonpens/Tergugat Konpens), karena unlt-unit yang masth berada
dibawah penguasaan Pengguyat Rekonpens!/Tergugat Konpensi, adalah unit-unit
yang BELUM LAKU TERJUAL atau BELUM DISEWA/DIKONTRAKAN dan atau
BELUM DIHUNI/BELUM BERPENGHUML.

11. Balwa olish karena itndakan Tergugat Rekonpensl / Penggugst Konpens!

}«2'

adalabh merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara membebankan
Pengqugat Rekonpensl/Terguget Konpensi untuk membaysr blaya 8PS 100%
{seratus persen) dan TIDAK BERSEDIA MENERIMA Pembayaran BPS 10% dari
Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kenpensl, Maka untuk menjemin keabsahan
Pembaysran BPS  sebesar 10% (sepuluh persen) oleh  Penggugat
RekonpensifTergugat  Konmpens! kepada Tergugat Rekonpernsi/ Penggugat
Konpensi, sudah sepatubiys sangatieh diperiukan adanye Putusan Majelis Hakim
yang “Menghukum” Tergugst Rekonpensi/Penggugat Konpenst untok
“Menerima Pembayaran 8PS sai&ésar 10% (sepuluh persen) dari
Perggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensl, sepanjang terhadap Unlounit
yang BELUM  TER3IUAL, BELUM DIKONTRAKAN, dan  ateu  BELUM
BERPENGHUNI/DITEMPATY;

Bahwa Berawal dart  adenya perseflshan  antera  Penggugat
Rekanpensi / ?ezgugat‘_i{:}npeﬁsi dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat
Konpensi tentang pembebanan blaya BPS sebesar 10% vang safema inf telah
dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi kepada Tergugat
Rekonpensi/Penggugat iﬁanpm?, dengan cara MELAWAN HUKUM Tergugat
Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah melakukan TINDAKAN TIDAK TERPUJI
dengan cara MENCABUT ALIRAN LISTRIK dan AIR PAM seisk bulan November
2007 ates 1 {satu) buash unit Rumah Susun Wisma Aster, BL Lentat 4 Unit Gf08
yang berads dlbawah pengussaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
Padahal secara fakts Hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpens! TIDAK
MEMILIKI TUNGGAKAN atas blaya abodemen dan pemakalan Listik dan AIR
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PAM tersebut, karens pembayaran tagihannys telah ?mggégat Rekonpens
bayatkan kepada Tergugat Rekonpensl;—-——{Bukti PR-1)

Bahwa tHrdakan Tergugat Rekonpenst/Pengyugat Konpensi yang secara
SEWEnBNg-wWenang telah MENCABUT sehinyiga Tidak gapat
dipergurakan/dimanfaatkan sebagalmana mestinya atas ALIRAN LISTRIK PLN
dan ATR PAM terhadap 1 (satu) unit Rusun miflk Penggugat Rekenpensy/ Tergugat
Konpensl, adalal menmpaken PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan telah
memimbulkan keruglan Dagl Penggugat Rekonpansi berupa kerugian Materiel
karena Penggugat RekonpensifTergugat Konpensl Telah Melakukan Pembayaran
tetapi selams 3 (tiga) bulan terakhlr It TIDAX DAPAT MENIKMATI ALIRAN
LISTRIK PLK dan AIR PAM temebut. Adapun kerugian Materiel Penggugat
Rekonpens! atas Hndakan Terguget Rekonpensi sampal saat inl diperkirakan
sebesar + Rp. 450,000, x 3 balan = B 1.350.000,- {saty juta tiga ratus lima
puiiuhy fby ruplah); \

Bahwa Tergugat Rekonpenst TIDAK MEMPUNYAT KEWENANGAN maupun
HAK SECARA HUKUM untuk MENCABUT atau MENJADIKAN TIBAK DAPAT
TERPAKAT LAGL aliren Ustrik PLN dan AIRPAM pade Unit-urst yang berads
dibawah penguasaan Pengugal Rekonpensi. Hal ini terbuki karena ALIRAN
LISTRIK PLN dan AIRPAM tidak ada hubungan dan ksitannya dengan kasus
sengrets aquo dan mengensl pembayaran tagihen serat abodemenrya telan
Penggugat Rekonpensi bayar langsung kepada Instans! yang bersangkatan, Oleh
karena ity sudsh sepatutnya pula Tergugat Rekonpenst dihukum dalam PROVIST
untuk segers menyambung kembali Alian Lstrik PLN dan AIRPAM vang telah
dicabut oleh Terqugal Rekonpensi;

Bahwa akibat tndakan  Melawan Hukum  Tergugat Rekoopenst tersebut,
telah mengakibatkan pula Penguuget Rekonpens mengalami keruglan Morel,
karena selsku Pengembang/Developer yang tefsh  membsngun  Taman
Kemayoran Condemintum tersebut, temyaté diperiakukan dengan cara TIDAK
WAJAR, TIDAK SEPANTASNYA dan SEWENANG-WENANG oleh plhak PPRS
Pericgle Ke-ill (Tergugat Rekanpensl/ Penggugat Konpensi), Kejadian i telah
mengakibatkan trmbulnya Persepst vang Negalif dan Repulasi yamg bunik
terhadap  Penggugat  Rekonpensi/Terguget  Konpensi, bak dard Para
Penghuniffemdlilk, mavpun dari  Pare  Relasl  Binis  Penggugat
RekonpensifTergugat Konpensi, Keruglan Morlel tersebul sesunggubnya tdakiah
tarhingga akan tetapl apablis dinflal dengan vang, maka kerugian Morizl yang
dizlam)  Pengguast  RekonpensifTergugat  Konpenst  akibat  dard
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perbuatan{ﬁndakén Tergugat RekonpensifPenggugat Konpensi tersebut acdalah
tidak kurang dari Nilgl sebesar Rp.20.000.000.000.-Duapuiuh Milyar Rupiahy;

16. Bahwa oleh kerena Tindakan Melawsn Hukum yang dilakukan oleh Tergugat

17.

RekonpensifPenggugat Xonpensl terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Korpansl, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian
Morlel, maka sudah sepatutnyva Tergugat Rekonpensi DIHUKUM untuk membayar
keruglan Moriel Penggugat Rekanpens! akibat dari perbuatannya ity dengan nilal
sebasar Re,20.800.000,008~(Duapuluh Milyar Ruplah);

Bahwa untuk wmenjarmine tdak sla-sianya Gugatan Penggugat Rekonpansi [
Tergugat Konpensi apabila Putusan dalam perkars ini fefsh mempunyal kekuaten
hukurn yang Tetap dan Pasti {In Kracht Van Gewdjsde), maka sudah sepantasiya
Pengaugat Rekonpens! mengaikan agar diletakkan Sia Jaminan (Conservatoir
Beslag) atas Harta Mitik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi benupa:

a. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN vang teretak di Rumah Susun
Taman Kemavoran Condominiur, Wisma Ebony L5, 12 unit C-03, millk
Tergugat Rekonpensi, at@s name Sdr. ACHMAD WIDJAYA (Tergugat
Rekonpsenst);

B 1 {Saty) Urét SATUAN RUMAH SUSUN vang feretek di Rumah Susun
Taman Kemayoran Condomioium, Wisma Ebony L. 12 unit D-05, milik

Tergugat Rekonpensi, atas nama Sdr. ACHMAD WIDJAYA (Tergugat
Rekonpersi);

¢, & {Satu} Lnit SATUAN EUMAH SUSUN, vang terietak ¢ Rumah Susun
Taman Kemayeran Condominism, Wisma Ebony Lt 10 unit £3-05, milik

Tergiagat Rekonpensi, atas nama Sdr, POEDIL PURJANTO {Tergugat
Rekonpenst ;

18, Bahwoe demi kepastan hukum, Riranya pabtut dibgkum pula  agar Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar Uang Paksa {Dwangsom) sebesar
Rp.5.000.000.-{Lima Juta Rupizh} setiap harl apablla taial memenuht i8] putusan
dalars perkara inf;

i9. Bahwa mengingat Gugatan Rekonpens! inl ¢idasarkan pada alasan yuridls dan

daill hukum vang didukung kebenarannya berdasarkan bukti-bukti otentik secara
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hukum, maka sudab sepatutnys Majells Hakim unfuk memperdmbangkan dan
Mengabuikan Gugatan rekonpensi inl untuk seluruhnya;

Bardasarkan seluruh uralan dali-dalil vang dikemukakan dalam Cksepsl dan
jawsban dalam Konpensl, maupun Rekonpensi, selanjuthya kemi mohon Majelis hakim
Yang Mulla berkenan untuk memeriksa, mempedimbangkan serte memutus perkara inl
dengan Amar Putusan sebagai berjkut

MENGADILY:

DALAM KONPENSE:
DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima tkseps Tergugat;
2. Menyamkm gugatan Pengougat kurang pihak;

3. Menyatakan Penggugat Hdak mempunyal kapasitas untuk  mengajukan Gugatan
dalam perkara ini;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur {obscuur libel);
5. Menyataken Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menofak Gugatian Penggugat untuk selururnya;
2. Menghukum Penggugat untuk rmembayar blava yang Smbut dalam perkara inf;

DALAM REKONPENST:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Pengogugal
Rekonpenst / Tergugat Konpenst  untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugst RekonpensifPenggugat  Konpensi  telah melakukan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menerima Pembayaran BPS sebesar 10%
{Sepuiut Persen) dan Penggugat Rekonpens! sepanjeng terhadap unit-unit yang
beluen terjual, atau yang befum dikontrakkan, dan atau yang belum berpenghur;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpens! unbuk membayar Kerugtan
Materlel yang dialaml Pergugst Rekonpensi/Tergugat Konpenst sebessr + Rp.
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3.000.000,- + 1.512,,000,- = Rp. 4.512.000,~ (empat juta ima ratus 12 ribu ruplah}
sebagat Akibat Tindakan Tergugat RekonpensiPenggugat Konpensl yang teish
memutuskan Allran Ustrik PLN das® AIR PAM sehingga tidek dapal terpakal lagi,
secara wnal dan seketika setelah perkers inl mempunysl kekuatan hukum yang
tetap dan pasti;

5, Menghukum Tergugat RekonpensifPengougat Konpens! untuk membayaer Keruglan
Moriel wyang dizlami Pengugat RekonpensifTergugat Konpensi sebesar
Rp.20.000.000.000-{Duspuluh  Milyar Rupish) secara tunal dan seketika setelah
perkara inl mempunyai kekustan bukum yang tetap dan pasti;

8. Menghukum. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpenst ontuk membayar Uang
Dwangsom sebesar Rp.5.000.000.- seiap har keteriambatan dalam melaksanakan
ist putusan dalam perkara jnd;

7. Menyatakan Sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan ates:

a. 1 {Saf) Unit SATUAN RUMAH SUSUN vang terietak 4l Rumah Susun Taman
Komayoran  Condominiiam, Wisma Ebony L 12 unit {03, miik Tergugat
Rekonpens!, atas nama Sdr, ACHMAD WIDJAYA {Tergugat Rekonpensi);

b. i {Satu} Unit SATUAN RUMAH SUSUN vang terietak di Rumeh Susun Taman
Kemaycran Comdominkim, Wisma Ebony L& 12 unit D-05, milik Tergugat
Rekanpensi; atas nama 5dr. ACHMAD WIDIAYA (Tergugat Rekonpensi);

¢ 1 (San} Unit SATUAN RUMAH SUSUN, yang terietak &i Rumah Susun Taman
Kemayoran  Condominium, Wismz Ebony 14 10 unit D-05, milik Tergugat
Rekonpensi, atas narna Sdr, POEDS PURANTO (Tergugat Rekonpensi);

DALAM KONPENSI DAM REKONPENST:

8. Menghukum Penmgugat Konpensi/Tergugal dalam Rekenpensl  untuk membavar
bfaya yang timbul datam perkara ini;

Atau:

Apsbila Majelis Hakim  berpendapst kin kami sefaku Pencarl Keadilan MCHON
MENDAPATKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN HUKUM YANG BAIK
(ex aquo et bono); ‘

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Replik secara tertulls pada tangge! 26 Maret 2008;

Menimbang, bahwa ates Replik Penggugat tersebut, Tergugat tetah mengajukan
duplik secara tertulls pada tanggal 9 April 2008 ;
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Menimbang, bahws selanjutnya Penggugat unfuk menguatkan  dalil-daiil
qugatannya telah mengajuken buktl tertulls berupa Tolo copy surat-sural yang
bermateral cukup dan talah dicogokkan sesual dengan surat aslinya dibert tanda P-1 s/d
P-15 sehagat berikut :

1. Bukt P-1 : Foto copy Anggaran Dasar {AD} PPRS TKC

2. Badl P-2 . Foto copy Anggaran Rumah Tangge (ART) PPRS TKC;

3. Buktl B3 : Folo copy Belssan surat No.l16/PPRSJJBG/IX/07 tertanggal 24
September 2007 ;

4. Bukti P-4 3 Fobo capy perincian tunggakan DAP periode Aprlt 2004 s/d Juli 2007

S. Bukli P-13 © Folo copy Surat peringatan ketlga Z Oktober 2007 ;

& Bukii P-14 ¢ Foto copy Surat Persshujuan vang ditendatangani oleh Aswin Mulia
(selaku Pengawas PFRS-TKC pada waktu itu), tertanggal 30 April 2004 ;

7. Bukti P-15 7 Folo copy Surer persetifuan vang ditandatangani cleh PIETER PURBA
tertanggal 03 Jull 20086, seolah-olah ia PIETER PURBA bertindak sebagai
Bendshara PPRS TKC, padahal pada tnggal tersebut PIETER PURBA
belum diangkat meniad] Bendahara PPRSTRE ; -

Merambang, bahwa selanjutnye Tergugat ontuk  menguatkan datil-dalil
Jawabannya telah mengaiukan bukd tertulls berups foio copy suret-sural yang
benmateral cukup dan telah dicocoidan sesual dengan surat aslinya diberd tanda 7-1
sfd ¥-23 dan PR-1 s/d PR-13 dan 8uku Fambahan T-6 s/d T-11 sebagai berikut 3

BUKTZ YERGUGAT :

£, BUKFT T~ 1: Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
No, 2925504/8, Kel, Kebon Kosong, Kec. Kemayorsn, Jakarta

Pusal, dengian luas 158.83M2, atas nama DANA PENSIUNAN
PERKEBUNAN,;

2. BUKTI T-2: Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMANM SUSUN
No. 3137/x3/D, Kel. Kebon Kosong, Kee. Kemayoran, Jakarta

Pusat, dengan iuas 90,34M2, atas nama DANA PENSIUNAN
PERKEBUNAN, ;

3. BUKTL T~3: Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
No. 315300/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakanta

Pusat, dengan luas 76,45M2, atas nama DANA PENSIUNAN
PERKEBUNAN,;
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BUKTI T-4: Folo copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

BUKT T-5§:
BUKTI T — & :
BUKIT T~ 7

No. 3009/T/D Kel, Kebon Kosong, Kec, Kemayoran, Jakarta
Pusat, dengan luas 7645M2, atas mama DANA PENSIUNAN
PERKEBUNAN, ;

Fato copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
No. 2936/1/C, Kel. Xebon Kosong, Kec, Kemayoran, Jakarta
Pusat, dengan luas 90,14 M2, atas nama DANA. PENSIUNAN
PERKEBUNAN,;

Fobo copy Akka Jual Bell untuk Satuan Rumsh Susun Taman
Kemayoren, Nomor : 24/Kemayoran/2002, antara F1. Duta
Adhiputra yang dalam hal Inf di wakill aleh  Sdr. Thonnius Max
Wagannia, selaku pihak perama dengan sdr. Bernny
Kalondang, selaku pihak kedua ;

Foto copy Akta Jual Bell untui Satuyen Rumah Susin Taman
Kemayoran, Nomor ¢ 10472003, antara FI, Dus Adhiputrs
yang dalam hal ini di wakifl oleh sdr. Thonnius Max Wagannia
selaku pihak perfama dengan sdr. FENNY WIDJAYA selaku pihak
kadua ; :

BUKTI T — 8 : Fole copy Akiz Pengikatan Jual Ball untuk Satusn Rumsh Susun

Taman Kemayoran, Nomer @ 80, antara PT. Duls Adhipuba
vang dalam hal int di wakili oigh IR, Hingro Tiahjono Soemardjan
dan IR, $eng Margono selsky pihak pertama dengan sdr. Leo
Sudibyo, selaku pihak kedua ;

BUKTT T - 9 : Folo copy Akta Pengikatan Jual Bell untuk satiian Rumsab Susun

BUKIT T~ 10:

Tarnan Kemayoran, Nomor ¢ 57, antara PT. Duta Adhiputra yang
dafam hat inl di wakill oleh I, Hindro Tiahjono Soemardian dan
IR, Seno Margono sefaku pihek pertama dengan sdr, Lucks Kands
Sutiarg selaku pihak kedus ;

Foto copy  Akta Pengikatan Jue! Bell untuk satuan Rumah Susun
Taman Kemaygran, Momor ; 210, antara PT. Duls Adnhiputm
vang dafam hal Int < wakill oleh IR, Hindro Tighjono Scemardian
dan IR Seno Margeno selsku phak perizma dengan sdr.
Sunyoto Chandra;

Analisa Kasus..., Henny, FH Ul, 2009



1

12.

i3,

14,

15.

16.

17.

BUKTT T~ 11:

BUKTI 7~ 14+

BUKTE T—13:
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Foto copy Akta Pengikatan Jusl Bell untuk satuen Rumsh Susun
Taman Kemayoran, Nomor @ 37, antara PT. Duta Adhiputrs yang
dalams hal Ini dlwaldit oleh IR, Hindro Tizghjono Soemardian dan
IR Seno Margone selaku pihak pertama dengan sdr, Insinyur
Kiming Marsono, selakus pihak kedua ;

Foto copy Akta Pengikatan Juat Belf untuk satuan Rumsh Susun
Taman Kemayoran, Nomor : 37, antara PT, Duta Adhiputra yang
dalarm hal il di wakill oleh IR, Hindre Tiahjano Socemardjan dan
IR. Seno Margono seleku pihak perfama dengan sdr. Insinyur
Kiming Marsono, sefaku pifiak kedua ;

Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun
Faman Kemayoran, Nomor § 11}, antara PT. Duta Adhiputra
yang dalam hial inl ¢t waklil oleh IR, Hindro TiaMono Scemardian
dan IR, Seno Margonu selaku pihak perfama dengan Ny. Maria
Silva Gurawan Susfio ;

Foto copy Akta Pengikatan Jual Bell untuk safuan Rumah Susun
Taman Kemayoran, Nomor ¢ 235, antara PT. [asta Adhiputra
vany i wakill oleh IR, Hindro Tizhjono Soemardian dan IR, Seno
Margonn selaku pihak pertama dengan sdr. Robby Hutajuly,
selaki: pihak kedua ;

Foto copy Akta Penglkatan Jual Bell untik satuan Rumah Susun
Taman Kemayoran, Nomer & 62, antara €T, Dits Adhiputra yang
dalam hat int di wakill oleh IR, Hindro Tjehjono Soemardjan dan

IR, Seno Margono selaku plhek pertama dengan sdr. Diuvandi,
selzky pihak kedua ;

Foto copy Akta Pengiiatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun
Taman Kemayoran, Nomor 258, antara PT. Dula Adhipubrs
yang ¢l wakiil oleh IR, Hintre Tiahjone Soemardian dan IR, Seno

Margono selaku pihak pertama dengan sdr. lukas Sempuno,
selaky pihak kedua;

Foto cupy Akta Pengikatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor © 151, antara PT.Duta Adhipubra veng
¢ wakiit oleh IR, Hindro Tjahjmw Soemardfan dan IR, Senp
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Margono selaku plhak pertama dengan sdr. Simon Tan Tiong
Hon selaku pihak kedus ;

Foto copy Akta Pengikatan Jual Bell wduk satuan Rumah Susun
Taman Kemavyoran, Nomor : §2, antara PT. Duta Adhiputra yang
dif waklli oleh IR. findro Tiahjono Soemardian dan IR, Seno
HMargonn selaku pihak pertema dengan sdr. Bartslomeus Saleh,
selaky pihak kedua ;

Foto copy Alda Penglkatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susus
Teman Kemayoran, Nomor : 44, antara PT. Duta Adhipubre yang
dalarn hal Il dl wakill oleh TR. Hindro Tizhjono Soemardjen dan
IR, Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Dioni,
selaku pifak kedua ;

Foto copy Aiczzsabengixamn st Beli untuk safuan Romah Susun
Taman Kemayoran, Nomor 3 138, antera PT. Duts Adhiputrs
yang 4l wakill oleh IR, Hindro Tiahjono Soemardian dan IR, Seno
Margone selaku pihek pertama dengan Nyenys Tile Thal Me,
selaky pihak kedua ;

Foto copy Akt Pengikatan Jual Bell untuk satuan Rumsh Susun
Taman Kemayoran, Nomor : 164, antara PT. Duta Adhlpuira
yang dalam hal int di wakiii ¢leh IR. Hindro Tishjono Soemardian

dan IR. Seno Margono sefeku pihek pertama dengan Nona Sheila
Kadir, selaku pihak kedys ;

Foto copy  Alda Pengikatan Jual Bell untuk satuan Rumsh Susun
Taman Kemayoran, Nomor @ 270, antara PT. Duta Adhiputra
yang daiam hal ni i wakili olgh IR, Hindro Tighiono Scemardjan
dan IR. Seno Margong selaku pihak pertama dengan Arun
Purshotam Mahtan! dan Melwan! Bhagwan Bherumal, bertindak

untuk dan afas nama PT. Dharma Hastipurs, selaku pihak
Kedua ;
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23, BUKTT T'- 23 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Befl untuk satuan Rumah Susun
Tarsan Kenayoran, Nomor : 4, antara PT, Duta Adhiputra yang
dalam hal il dhwakil oleh IR, Hisdro Tiahiono Seeétardjan dan
1R, Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Harun Adi,

selaku pihak kedua ;
BUKTI DALAM REKONPENST:

I, BUKTT PR -1: Foto ¢copy SURAT KETERANGAN dari Perfimpunan Penghun
Ruisah Susun Taman Kemayorsn Condominlum {Penggugat
Konpenst / Tergugst Rekonpensi), tertanggs! 10 Maret 2008 ;

2. BUKTI PR~ 2: Fotncopy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun. Taman Kemayoran Condominium {(Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekanpensi}, tertanggat 10 Maret 2008 ;

3. BUKTE PR — 3 : Foio copy SURAT KETERANGAN dard Perhimpunan Penghuni
Rumah Susur Taman Kemeyoran Condominium {(Penggugat
Konpens! / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 Maret 2608,

4, BUKTI PR~ 4 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium {Penggugat
Kongpensi / Tergugat Rekonpens!}, tertangaal 11 Maret 2004 ;

5, BUKTI PR ~35: Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni
Rumzh Susun Teman Kemeywren Condominlum {Penggast
Konpensi [ Tergugat Rekonpensl), tartanggal 11 Maret 2008 ;

6. BUKTI PR~8 @ Folo copy SURAT KETERANGAN dad Perhimpunan Penghuni
Rumalt Susun Taman Kemayoran Condominitm (Penggugat
Konpensl / Tergugat Rekonpensl), tertanggai 10 Maret 2008;

7. BUKTT PR ~ 7 : Folo copy SURAT KETERANGAN dar Perhimpunan Penghunl
Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 11 Maret 2008 ;

8. BUKTI PR ~ 8 : Fotp copy SURAT KETERANGAN darl Perhimpunap Penghunl

Rumah Susun Taman Kemayoran {ondominium (Penggugat
Konpens! / Tergugat Rekonpensl), tertanggal 10 Maret 2008 ;
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9, BUKTI PR~ 9 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

10, BUKTI FR-10:

11. BUKTI PR-11:

12. BUKTI PR~ 12:

13 BUKTE PR—13:

BUKTI TAMBAHAN

L BUKTI T-6

Rumgh Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat
Konpenst / Tergugat Rekonpens!), tertanggal 11 Maret 2008,

Foto copy  SURAT KETERANGAN dart Perhimpunan Penghunt
Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonpens), tertanggal 10 Maret 2008

Fow copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni
Rumah Susyn Taman Kemayoran Conderinium (Penggugat
Kenpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 31 Maret
2008 ;

Fote copy  SURAT KETERANGAN dart Perhimpunan Penghurd
Rumsh Susun Taman Kemayoran  Condominium
{Penggugat Konpensi / Tergug&t vﬁekenpmi), tertanggat 10
Maret 2008 ;

Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni
Rurmah Susun  Taman Kemayoran Contgminium

{Penagugat Konpens! / Tergugat Rekonpens)), tertanggal 11
Maret 2008 ;

Foto copy Akta Pengikaten Jual Bell untuk satuan Rumzh
Susure Taman Kemayoran, Nomor | 43, antara PT. Dula
Adhiputra yang diwaldif oieh IR. Hindro Tiahjono Soemardjan
dan IR. Senc Margono selakis pihak pertama dengan sdr
Ferryanto Gunawan, selaku pihak kedua,

Foto copy Akta Penglkstan Jual Bell untuk satuan Rumah
Susun Taman Kemayoran, Nomor : 44, antara PT. Duta
Adhiputra yang di wakilt oleh IR, Hindre Tiahjono Soemardian
dan IR. Senc Margono selaku pihek pertama dengan sdr.
Ferryanto Gunawan, sefaky pihak kedua ;
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3. BUKTI T~8: Foto copy Akla Pengikatan Jual Beli untuk satian Rumah
Susun Taman Kemayaran, Nomor o 163, antera PT. Duts
Adhiputra yang datam hat Inl di waldll oleh IR, Hindro Tiahjono
Scemardion dan IR, Seno Margono selaku pihek pertama
dengan Nyonya Winny Muliad, selsku pihak kedua ;

4, BUKTI T-9: Foto copy Akta Pengiketan Jual Bell untuk setuen Rumah
Susun Taman Kemayoran, Nomor @ 2, antere FT. Duta
. Adhiputra vang dalam kal Ind dl wakilf oleh IR, Hindro Tianjono
Soemardjan dazz IR. Seno Margono selaku plhak pertama
dengan Nona Retno Iviantl_Dahdan Puotri, selaku pihak
kesdua

5. BUKII T-10: Foto copy Akta Pengiatan Jual Belf untuk satuan Rumah
Susun Taman Kemayoran, Nomor : 16, antara PT. Dulas
Adiiputra yang dalam hal Inl df wakdli ¢leh IR, Hindre Tiahiono
Soemardien dan IR, Sero Margono seigky pihak pertema
dengan sdr. Ir. Sugiono Nusatin, selaku pihak kedua ;

8. BUKIT T-11: Foto copy Akia Pengikaten Jual Bell untuk satuan Rumah
Susun Tamen Kemayoran, Nongr @ 14, antara PT. Buta
Achiputra vang di wakill cleh IR. Hindro Tialjono Soemardian
dan IR. Seno Maraono seisku pihek pertama dengan Sdr.
Erna Karmanti, SE, selakuy pihak kedus ;
Menlmbang, bahwa Panggugat dan Tergugat tidak rengajukan saks! ;

Manimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada
tanggal 14 Mel 2008 ;

Menimbang, behwa untuk mempergingkat uralan putusan inl selanjutnya
menunjuk pade hal-hal yang termuat dalam beritz acara persidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menlmbang, bahwa maksusd dan tujusn gugatan Penggugst adalah
sebagaimena tersebyut dimuka ;

Analisa Kasus..., Henny, FH Ul, 2009



49

DALAM KONPENSY :
DALAM EKSEPSI ¢

. : |
Menimbang, - bahwa terhadap gugatarz Pengugat, plhaf( Tergugat mengajukan
ﬁkseps: yang didasarkan pada alasan-alasan :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang partsl, sebab Penggugat sefaku
Developer/pemiiik sementara  atas Rumah Susun  Teman  Kemayoran
Condomonium telah menjuat s&lumhnya Repada pibak ketiga atas dasar Akda
Jual Beli T-1 s/d T-31 dengan demiklan Terqugat bukan lagi sebagal perdik
atas obyek sergkels a quo ;

2. Gugatsn Pengougat selah subvek hukum, seharusnya gugatan dizjukan kepada
phhak ketigs  selaku pemliik atas obyek sengketa ;

3. Bahwa Penggugat secara hukum berdasarken ketentuan ADJART PPRS TKC
tidak berwenang, tidsk mempunyal kapasitas/ hak untuk melakukan
pemughguian kran pengelolsan di ramah susun TKC, karers menpakan
tugas dan kewenangan dari Baden Pengelols Rumab Susun Taman
Kemayaran Condomoniism ; ;

4. Gugatan Penggugat tidak jeles/ kabur {obmiur Hibels) dan salzh tentang nilei
materiinyg ;

5. Gugstan Penggugat Hdak didasari oleh daser hukum dan tdak didukung
dengan bukk-bukt vang kust ;

Berdasarkan olasanealasan tersebut diatas, maka gugstan Penggugat harus
dinyatakan ditolak stau setiak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima |

Menimbang, bahwa terhadap ckeepsi tersebuf, Penggugat telsh menanggapi
dalam Repliknya tertangga! 26 Maret 2008 ;

Mentmbang, bahwa terhadap alasan-glasan yang s%ijadikanv dasar oieh pihak
Tergugat mengaiukan eksepsl, Majells Hakim mempertimbangkarmya sebagal berikut :

- Bohwa hakekat kewsnang pihak Tergugat untuk mengajukan eksepsl adalah
didasarkan adanys sustu fakta hukum sebagaimana dimaksud dslem ketentutan
pasal 136 HIR Yaltu yang menyangkut persoalan mengenal kewenangan mengadili
maupun mengenal sygrat formalitas gugatan, dengan demikian berarfi alasan-siasan
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diluar hal tersebut harus dinflyi dan dibuktikan bersama-sama dengen pokok
perkaraiya;

Sahwa menqenal alasan ekseps! poin 1 dan 2 Penggugat melakil deliknya pada
halaman 2 rengakul secora tegas kebenaran aksepsl Tergugat, bahwa gugatannya
memang kurang pihak dan selsh dalam penempatan subyek hukurntya, disamping
itu Penggugat juga mengekul antara Penggugat (Perhimpunan Penghunl Rumah
Susun Taman Kemsyorann Condomonium) dengan Tergugat {(FT.0uta Adhipura)
tidak mempinyat Bubungsns hukum apapun ;

Bshwa dengan pengakuan Penggugat yang menyatakén bahwa gugatannya benar
kurang pihek dan saiahvkeliru mengenst subyek hukum yang dijadikan Tergugat,
serta penegasannya antars Penggugat dengan Tergugat a quo Hdak ada hubungan
hukum apapun, menurut Malefis Hakim pengakuan tersebut apabila dihubungkan
dengan ketenfuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 19268 KUH Perdota J¢, pasal 174
HIR mempunyal konsekuenst hukum  gugetan Penggugat tidax memenuhi syarat
formil meupun syaret materiil suaty gugatan

Bahwa mengenai syarat formil dan syarat materiil suate gugstan tidak secare tegas
diatur datorm HIR, aken teltopd  bila merujuk pada ketentusn pasol 8 Ry seris
Yurisprudensi Tetap MA RI ditegaskan suatu gugatan harus memuat :

@, Subyek Hukum heserts identes pare plhak yang lengkas ;

b. Adanya hubungan hukum antara para pihak vang berperkara dengan
obyek yang disengketakannya ;

€. Adanya hubungan hukum antara positz atau fundamentat petend! dengan
petitum gugataniya ;

d. Adanya pebitum {tuntutan) primar maupuan subsidair ;

Bahwa apsbila ads ketenbuan terssbut ¢ ates dihwbungkan dengan pengakuan
Penggugrat menyatekan benar gugatannye adaleh kurang pihak dan salah/kelicu
mengenal subyek hukum tergugatnya, serta penegasan antara Penggugat dengan
pihak Tergugat Hdak mempunyal hubungen hukum berkaftan dengan obyek yang
disengketakan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat yurudis Hdak
memenutd syarat foemil maupun syarat materil sahnya suatu gugatan, dengan
demikian alasan ekeeps! poin 1 dan 2 beralasan menurut hukum untuk diterima ;

Bahwa oleh karena alasan eksepsi poin 1 dan 2 telah diterima, maka terhadap alssan
eksepst seleblhrya tidak perlu dipertimbangkan lebin lanfut;
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Menimbang, behwa berdasarken uralan pertimbangan hukum diatas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat balwa ekseps! Tergugat adalah patut
beralasan menurut hukum untuk diterima, oleh karena itir Gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;.

penimbang, bahwa oleh karena eksepst Tergugst diterima, berarti Penggugat
berada dipihak yong kakah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara
yang timing ; ’

DALAM POKOK PERKARA
]
Menimbang, bahwa oieh karena Eksepst Tergugst diterima, make terhadap
Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkare tdak periu dierindsangien lebih fanjut dan
harus dinvaakan tidak dapat diterima nuia;

DALAM REKOQPENS]

Menirmbang, bahwa maksud dan tjuan Gugatan P&nggﬁgat Rekopenst adaleh
saperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karenz Gugatan Penggugat Xonpensi dalam Pokok
Perkars belum diperiksa den dipertimbangkan alan tetapi harus dinvatakan Tidak Dapat
Diterima, maka sesuail ketentuan Hukurn Acara Perdatz gugatan Penggugst Rekonpensi
harus dinyatakan tidak dapet diterima ; |

Memperhatikan ketertuan pasal 1525 Jo. pasal 1828 KUH Perdats Jo. pasal 174
HIR Jo. Yurisprudens! MA RI Nel94/#/Sipf1971 serts peraturgn perundangan-
undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI
DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI @

1. Menerima eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugat wduk membayar blaya perkara yang ditaksir sebesar
Rp.135.000,~ {seratus Hga puluh fima ribu ruplah) ;
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DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Gugatan Pengguget tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSIL
~ PMenyatakan Gugatan Penggugat Relonpenst tidak dapat diterima ;

Demikian diputuskan dalfeny rapat musyawarah  Majells Hakim  Pengadiien
Negeri Jekaria Pusat pada hart Raby, tanggal 21 Mel 2008, dengan REND LISTOWO,
SHMH sebagat Haidm Kehua Majells, SUGENG RIYORNO, SHMH dan PANJI WIDAGEO,
SH.MHL masing-masing sebagal Hakim Anggota, putussn mana pada hari Sefasa,
tangual 27 HMei 2008 dlucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang vang
terbuka untuk umum, dengan dibdii olsh Haldm-Hakim Anggota tersebut, dibaniu

MATIUS B, SITURU, SH Panitera Penggant dan dihadid oleh Kuasa Penggugat dan
Kuzsa Tergugat;

HAKIM-HAIOM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELYS,

1. SUGENG RIYONOQ, SH.MH

‘\@{Z_,,,» ; RENQ LISTOWO, SH,MH

2. PANII WIDAGDO, SH.MH

MATIUS B, SITURYU, SH
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